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TENTANG

PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran,
pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman
penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke
Daerah dan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Desa;

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas,
dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian,

penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan,
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Mengingat

dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke Daerah dan
Dana Desa, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai
pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5339);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015
tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan
Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1909);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN
DANA DESA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya
disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka
mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan
kepada Daerah dan Desa.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara
dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi
fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah,
Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
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pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas
Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID
adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu
berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk
memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja
tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah,
pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan
untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu
Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi
Khusus Papua dan Papua Barat yang selanjutnya
disingkat DTI adalah dana tambahan yang besarnya
ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun
anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan
pembangunan infrastruktur.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang
selanjutnya disingkat Dana Keistimewaan DIY adalah
dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan
urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta.
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Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan
daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang
merupakan urusan daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka
persentase tertentu dari pendapatan negara untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disingkat DBH
Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak
Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan
bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut
PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,
upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan

kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
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berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang
mengenai Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat
PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan
ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang
mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak
Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8)
Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang
selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari
Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi
penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya
disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal
dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral
dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi,
pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.
Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut
DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya
disingkat DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan
daerah.

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya
disingkat Dana BOS adalah dana yang digunakan
terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi
satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai

pelaksana  program = wajib  belajar dan  dapat
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29.

dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Dana BOP
PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya
operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal
bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.
Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah yang selanjutnya disebut Dana TP Guru PNSD
adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki
sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah yang selanjutnya disingkat DTP Guru PNSD
adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada
guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum
mendapatkan tunjangan profesi guru Pegawai Negeri
Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah yang selanjutnya disingkat Dana TKG PNSD
adalah tunjangan yang diberikan kepada guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah sebagai kompensansi atas kesulitan
hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus,
yaitu di desa yang termasuk dalam kategori sangat
tertinggal menurut indeks desa membangun dari
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan
Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya
disingkat Dana BOK dan BOKB adalah dana yang
digunakan untuk meringankan beban masyarakat
terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya
pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan
angka kematian ibu, angka kematian bayi, malnutrisi,

serta meningkatkan keikutsertaan Keluarga Berencana
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dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan
Keluarga Berencana yang merata.

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah yang selanjutnya disingkat Dana PK2UKM
adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional
penyelenggaraan pelatihan pengelolaan koperasi, dan
usaha kecil menengah.

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang
selanjutnya disingkat Dana Pelayanan Adminduk adalah
dana yang digunakan untuk menjamin keberlanjutan
dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan
(SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen
kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh
Indonesia.

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang
berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana
Desa yang selanjutnya disingkat Indikasi Kebutuhan
Dana TKDD adalah indikasi dana yang perlu
dianggarkan dalam rangka pelaksanaan TKDD.

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran
yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran
kementerian negara/lembaga.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA
BUN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat.



2017, No.537

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

-10-

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD
adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Rencana Dana Pengeluaran Transfer ke Daerah dan
Dana Desa yang selanjutnya disingkat Rencana Dana
Pengeluaran TKDD adalah rencana kerja dan anggaran
yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka
pelaksanaan TKDD.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam
yang selanjutnya disingkat PNBP SDA adalah bagian
dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari
sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara,
perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan pengusahaan
panas bumi.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya
disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk usaha
tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan
eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan
kontrak kerja sama.

Pengusaha Panas Bumi adalah Pertamina atau
perusahaan penerusnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, kontraktor kontrak
operasi bersama (joint operation contract), dan pemegang
izin pengusahaan panas bumi.

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya
disingkat Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang
antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi
rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah
disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung
berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara pada

satu tahun anggaran tertentu.
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Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat
Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang
dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan
negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah
atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosa realisasi
penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang
kewenangan  penggunaan  anggaran kementerian
negara/lembaga.

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan
kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor
pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di
kementerian negara/lembaga  yang memperoleh
penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan
kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran
yang berasal dari BA BUN.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi
Kuasa BUN.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang
selanjutnya disingkat SPAN adalah bagian dari sistem
pengelolaan keuangan negara yang meliputi penetapan
bisnis proses dan sistem informasi manajemen
perbendaharaan dan  anggaran  negara  terkait
manajemen DIPA, penyusunan anggaran, manajemen
kas, manajemen komitmen, manajemen pembayaran,
manajemen penerimaan, dan manajemen pelaporan.
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang
selanjutnya disingkat SAKTI adalah aplikasi yang

dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem
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perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat
instansi  meliputi modul penganggaran, modul
komitmen, modul pembayaran, modul bendahara,
modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi
dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan
teknologi informasi.

Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat Aplikasi
OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka
memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai
kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi
atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi
daerah kota.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau
walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD
adalah rekening tempat penyimpanan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah
yang selanjutnya disingkat SKPRTD adalah surat
keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran yang memuat rincian jumlah transfer setiap

daerah menurut jenis transfer dalam periode tertentu.
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Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa yang
selanjutnya disingkat SKPRDD adalah surat keputusan
yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap
kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
KPA BUN/Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi
permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA
BUN/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana
yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku
Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA
BUN untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran Transfer ke Daerah.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
PPSPM BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan
oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk melakukan
pengujian atas permintaan pembayaran dan
menerbitkan perintah pembayaran.

Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
yang selanjutnya disingkat LKT adalah dokumen yang
memuat rincian penerimaan Transfer ke Daerah dan

Dana Desa oleh Daerah.
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Lembar Rekapitulasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
yang selanjutnya disingkat LRT adalah dokumen yang
memuat rincian penerimaan Transfer ke Daerah dan

Dana Desa oleh Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem,
perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk
melakukan pelayanan kepada masyarakat dan
mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan
ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan

baik.

Pasal 2
TKDD meliputi:
a. Transfer ke Daerah; dan
b. Dana Desa.
Transfer ke Daerah, terdiri atas:
a. Dana Perimbangan;
b. DID; dan
c. Dana Otonomi Khusus serta Dana Keistimewaan
DIY.
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. Dana Transfer Umum; dan
b. Dana Transfer Khusus.
Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, terdiri atas:
a. DBH; dan
b. DAU.
DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,
terdiri atas:
a. DBH Pajak, meliputi:
1. DBH PBB;
2. DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN; dan
3. DBH CHT; dan
b. DBH SDA, meliputi:
1. DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi;
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DBH Pengusahaan Panas Bumi;
DBH Mineral dan Batubara;
DBH Kehutanan; dan

S. DBH Perikanan.

> e D

(6) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, terdiri atas:
a. DAK Fisik; dan
b. DAK Nonfisik, meliputi:
1. Dana BOS;
2. Dana BOP PAUD;
3. Dana TP Guru PNSD;
4. DTP Guru PNSD;
5. Dana TKG PNSD;
6. Dana BOK dan BOKB;
7. Dana PK2UKM; dan
8. Dana Pelayanan Adminduk.
(7) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua;

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;

o

o

Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua; dan

e. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN TKDD

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan TKDD, meliputi:

a. Penganggaran;

b. Pengalokasian;

c. Penyaluran;

d. Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan;

Pedoman Penggunaan; dan

®

Pemantauan dan Evaluasi.

=



2017, No.537

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

-16-

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 4
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA
BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan
Dana TKDD.
Indikasi Kebutuhan Dana TKDD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Jenderal
Anggaran paling lambat bulan Februari.
Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan
Dana TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan,
dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA
BUN.

Pasal 5
Indikasi Kebutuhan Dana TKDD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas:
a. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah; dan
b. Indikasi Kebutuhan Dana Desa.
Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk
Dana Transfer Umum berupa DBH sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, disusun
dengan memperhatikan:
a. perkembangan DBH dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
dan
b. perkiraan penerimaan pajak dan PNBP yang
dibagihasilkan.
Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk
Dana Transfer Umum berupa DAU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, disusun
dengan memperhatikan:
a. perkiraan celah fiskal per daerah secara nasional;
b. perkembangan DAU dalam 3 (tiga) tahun terakhir;

dan
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c. perkiraan penerimaan dalam negeri neto.

Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk

Dana Transfer Khusus berupa DAK Fisik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a, disusun

dengan memperhatikan:

a. arah dan prioritas bidang/subbidang DAK Fisik
untuk mendukung pencapaian prioritas nasional
dalam kerangka pembangunan jangka menengah;

b. kebutuhan tahunan pendanaan prioritas nasional
yang akan didanai melalui DAK Fisik;

c. kebutuhan pendanaan untuk percepatan penyediaan
infrastruktur dan sarana dan prasarana dasar, serta
percepatan pembangunan Daerah perbatasan,
Daerah tertinggal, dan Daerah kepulauan;

d. kebutuhan pemenuhan anggaran pendidikan
sebesar 20% (dua puluh persen) dan kesehatan
sebesar 5% (lima persen) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e. perkembangan DAK dan/atau DAK Fisik dalam 3
(tiga) tahun terakhir.

Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk

Dana Transfer Khusus berupa DAK Nonfisik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b,

disusun dengan memperhatikan:

a. pengalihan dana dekonsentrasi menjadi DAK
Nonfisik;

b. perkembangan dana transfer lainnya dan/atau DAK
Nonfisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan

c. perkiraan kebutuhan belanja operasional dan/atau
biaya per unit (unit cost) untuk masing-masing jenis
DAK Nonfisik.

Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk DID

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b,

disusun dengan memperhatikan:

a. capaian kinerja Daerah di bidang tata kelola
keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan

kesejahteraan masyarakat;
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b. perkembangan DID dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
dan

c. arah kebijakan DID.

Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah untuk

Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c,

disusun dengan memperhatikan:

a. besaran Dana Otonomi Khusus dan Dana
Keistimewaan DIY yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan; dan

b. kinerja pelaksanaan Dana Otonomi Khusus dan
Dana Keistimewaan DIY.

Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, disusun dengan

memperhatikan:

a. persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. kinerja pelaksanaan Dana Desa.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun Indikasi Kebutuhan Dana

DBH:

a. Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan perkiraan
penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN serta
PBB kepada Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan;

b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan
perkiraan penerimaan CHT kepada Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan; dan

c. Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan
perkiraan PNBP SDA minyak bumi dan gas bumi,
pertambangan mineral dan batubara, pengusahaan
panas bumi, kehutanan, dan perikanan kepada
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Perkiraan penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN,

PBB, CHT, dan PNBP SDA minyak bumi dan gas bumi,
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pertambangan mineral dan batubara, pengusahaan
panas bumi, kehutanan, dan perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat

minggu pertama bulan Februari.

Pasal 7
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal
Anggaran bersama dengan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan kementerian/lembaga
teknis membahas arah kebijakan, sasaran, ruang
lingkup, dan pagu DAK Fisik.
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan bersama dengan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan, menentukan
jenis/bidang/subbidang DAK Fisik.
Dalam rangka menentukan jenis/bidang/subbidang
DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
menyampaikan:
a. program dan/atau kegiatan yang menjadi prioritas
nasional;
b. lokasi dari program dan/atau kegiatan yang menjadi
prioritas nasional;
c. perkiraan kebutuhan anggaran untuk mendanai
kegiatan; dan

d. data pendukung,

kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.

Dalam rangka menentukan jenis/bidang/subbidang
DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan menyiapkan:
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a. kebutuhan pemenuhan anggaran  pendidikan
sebesar 20% (dua puluh persen) dan kesehatan
sebesar 5% (lima persen) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. perkembangan DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahun
terakhir.

Berdasarkan penentuan jenis/bidang/subbidang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

dan kementerian/lembaga teknis melakukan

pembahasan untuk menentukan jenis-jenis kegiatan

DAK Fisik.

Dalam rangka menentukan jenis-jenis kegiatan DAK

Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

kementerian/lembaga teknis menyampaikan:

a. ruang lingkup, sasaran, dan target manfaat program
dan/atau kegiatan;

b. prioritas kegiatan per bidang/subbidang DAK Fisik;

c. rincian kegiatan berupa nama kegiatan, target output
kegiatan, satuan biaya, dan lokasi kegiatan;

d. perkiraan kebutuhan anggaran untuk mendanai
kegiatan; dan

e. data pendukung,

kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan dan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Pasal 8
Berdasarkan penentuan jenis/bidang/subbidang dan
kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2) dan ayat (5), Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat
pemberitahuan mengenai jenis/bidang/subbidang dan

kegiatan DAK Fisik kepada Kepala Daerah.
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Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), paling sedikit memuat:

a. jenis DAK Fisik yang dapat diusulkan oleh Daerah;

b. bidang/subbidang DAK Fisik dan jenis-jenis
kegiatan dari masing-masing bidang/subbidang DAK
Fisik;

c. Format usulan DAK Fisik; dan

d. Batas waktu usulan DAK Fisik.

Dalam hal setelah disampaikan surat pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat

perubahan bidang DAK Fisik, Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada Kepala

Daerah.

Pasal 9

Kepala Daerah menyusun usulan DAK Fisik dengan

mengacu pada surat pemberitahuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8.

Penyusunan usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas
nasional dan prioritas daerah;

b. sinkronisasi usulan kegiatan antarbidang;

c. skala prioritas kegiatan per bidang/subbidang;

d. target output kegiatan yang akan dicapai, termasuk
untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum;

e. lokasi pelaksanaan kegiatan;

f. satuan biaya masing-masing kegiatan; dan

g. tingkat penyerapan dana dan capaian output DAK
dan/atau DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 10
Kepala Daerah menyampaikan wusulan DAK Fisik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam
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bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen

elektronik (softcopy) kepada:

a. menteri/pimpinan lembaga teknis terkait;

b. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional; dan

c. Menteri Keuangan.

Bupati/walikota menyampaikan salinan usulan DAK

Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

gubernur untuk mendapatkan rekomendasi.

Penyampaian usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan salinan usulan DAK Fisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat
tanggal 15 Mei.

Dalam hal tanggal 15 Mei bertepatan dengan hari libur

atau hari yang diliburkan, maka batas waktu

penyampaian usulan DAK Fisik dan salinan usulan DAK

Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada hari

kerja berikutnya.

Pasal 11

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga

teknis terkait masing-masing melakukan verifikasi

usulan DAK Fisik.

Verifikasi usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan terhadap:

a. kelengkapan dan kesesuaian usulan DAK Fisik
dengan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1);

b. kesesuaian antara rekapitulasi usulan DAK Fisik
dengan rincian usulan DAK Fisik per

bidang/subbidang;
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c. kesesuaian usulan DAK Fisik antara dokumen fisik
(hardcopy) dengan dokumen elektronik (softcopy);
dan

d. batas waktu penyampaian usulan DAK Fisik.

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan mengkoordinasikan hasil

verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

dan kementerian/lembaga teknis.

Pasal 12

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga

teknis terkait masing-masing melakukan penilaian

kelayakan usulan DAK Fisik berdasarkan hasil verifikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Penilaian kelayakan usulan DAK Fisik oleh Kementerian

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. kesesuaian usulan kegiatan dengan menu kegiatan
per bidang/subbidang DAK Fisik yang ditetapkan
oleh kementerian/lembaga teknis;

b. kewajaran nilai wusulan kegiatan dan indeks
kemahalan konstruksi; dan

c. alokasi dan kinerja penyerapan DAK Fisik serta
tingkat capaian output tahun sebelumnya.

Penilaian kelayakan usulan DAK Fisik oleh Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan  dengan

mempertimbangkan:
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a. target output dan lokasi prioritas kegiatan per
bidang/subbidang per tahun secara nasional;

b. target output dan lokasi prioritas kegiatan per
bidang/subbidang dalam jangka menengah secara
nasional; dan

c. target output dan prioritas nasional dalam Rencana
Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional.

(4) Penilaian kelayakan usulan DAK Fisik oleh
kementerian/lembaga teknis terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan  dengan
mempertimbangkan:

a. kesesuaian usulan kegiatan dengan jenis-jenis
kegiatan per bidang/subbidang DAK  Fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

b. usulan target output kegiatan dengan
memperhatikan:

1. data teknis kegiatan pada data pendukung
usulan DAK Fisik;

2. perbandingan data teknis kegiatan pada data
pendukung usulan DAK Fisik dengan data teknis
yang dimiliki oleh kementerian/lembaga teknis;

3. tingkat capaian Standar Pelayanan Minimum
bidang/subbidang yang terkait oleh daerah;

4. target output/ manfaat kegiatan per
bidang/subbidang DAK yang diusulkan oleh
daerah dalam jangka pendek dan jangka
menengah; dan

S. target output/manfaat per bidang/subbidang
DAK secara nasional dalam jangka pendek dan
jangka menengah; dan

C. kewajaran nilai usulan kegiatan.

Pasal 13
(1) Kementerian/lembaga teknis terkait menyusun hasil

penilaian kelayakan usulan DAK Fisik berupa nama
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kegiatan, target output, nilai wajar kegiatan, dan lokasi
kegiatan secara berurutan sesuai dengan prioritas
kegiatan per bidang/subbidang DAK Fisik per Daerah.
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
menyusun hasil penilaian kelayakan usulan DAK Fisik
berupa nama kegiatan, target output, dan lokasi prioritas
kegiatan secara berurutan sesuai dengan lokasi prioritas
kegiatan per bidang/subbidang DAK Fisik per Daerah.
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan menyusun hasil penilaian
kelayakan usulan DAK Fisik berupa persandingan target
output, nilai wajar kegiatan, indeks kemahalan
konstruksi, alokasi, dan kinerja penyerapan DAK Fisik
serta capaian output tahun anggaran sebelumnya per
bidang/subbidang DAK Fisik per Daerah.

Hasil penilaian kelayakan usulan DAK Fisik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan oleh kementerian/lembaga teknis terkait
dan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 Juni.
Dalam hal tanggal 15 Juni bertepatan dengan hari libur
atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian
hasil penilaian kelayakan usulan DAK  Fisik
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada hari kerja

berikutnya.

Pasal 14
Berdasarkan hasil penilaian kelayakan Usulan DAK
Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menghitung dan menyusun rincian pagu per
jenis/bidang/subbidang DAK Fisik.
Rincian pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibahas antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat
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Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan

kementerian/lembaga teknis terkait.

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam berita acara pembahasan antara
Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga

teknis.

Pasal 15

Dalam rangka menyusun Indikasi Kebutuhan Dana

DAK Nonfisik:

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menyampaikan perkiraan kebutuhan Dana BOS,
Dana BOP PAUD, Dana TP Guru PNSD, DTP Guru
PNSD, dan Dana TKG PNSD;

b. Kementerian Kesehatan menyampaikan perkiraan
kebutuhan Dana BOK;

c. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional menyampaikan perkiraan kebutuhan Dana
BOKB;

d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah menyampaikan perkiraan kebutuhan
Dana PK2UKM; dan

e. Kementerian Dalam Negeri menyampaikan perkiraan

kebutuhan Dana Pelayanan Adminduk,

kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.

Perkiraan kebutuhan pendanaan masing-masing jenis
DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat minggu pertama bulan
Februari.

Berdasarkan perkiraan kebutuhan pendanaan yang

disampaikan oleh kementerian/lembaga teknis terkait
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Indikasi

Kebutuhan Dana DAK Nonfisik.

Pasal 16
Dalam rangka menyusun kebutuhan pendanaan Dana
Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat, Gubernur Papua dan Gubernur Papua
Barat menyampaikan usulan Dana Tambahan
Infrastruktur kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan.
Dalam rangka menyusun kebutuhan pendanaan Dana
Keistimewaan DIY, Gubernur DIY menyampaikan usulan
Dana Keistimewaan DIY kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Penyampaian usulan Dana Tambahan Infrastruktur dan
Dana Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) paling lambat minggu pertama
bulan Februari.
Berdasarkan wusulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan menyusun Indikasi Kebutuhan Dana
Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat serta Dana Keistimewaan DIY.

Pasal 17

Indikasi Kebutuhan Dana TKDD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (3) digunakan sebagai dasar Kebutuhan

Dana TKDD dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi

TKDD dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN.
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BAB IV
PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Dana Bagi Hasil

Paragraf 1
Rencana Penerimaan DBH Pajak dan DBH CHT

Pasal 18
Berdasarkan pagu penerimaan pajak dalam Rancangan
Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh
Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Direktur
Jenderal Pajak menetapkan:
a. rencana penerimaan PBB; dan
b. rencana penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh
WPOPDN.
Rencana penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri atas rencana penerimaan PBB:
Perkebunan;

a
b. Perhutanan;

o

Minyak Bumi dan Gas Bumi;
d. Pengusahaan Panas Bumi, dan

e. Pertambangan lainnya dan Sektor lainnya.

Rencana penerimaan PBB dan rencana penerimaan PPh
Pasal 21 dan PPh WPOPDN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling

lambat minggu kedua bulan September.

Rencana penerimaan PBB dan rencana penerimaan PPh
Pasal 21 dan PPh WPOPDN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dirinci menurut daerah kabupaten dan kota.

Rencana penerimaan PBB Migas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c, dirinci berdasarkan:
a. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi dari areal daratan

(onshore) setiap KKKS menurut kabupaten dan kota;
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b. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi dari areal perairan
lepas pantai (offshore) setiap KKKS; dan

c. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi dari tubuh bumi
setiap KKKS.

Rincian rencana penerimaan PBB Minyak Bumi dan Gas

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibedakan

untuk:

a. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang ditanggung
Pemerintah; dan

b. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibayar
langsung oleh KKKS ke bank persepsi.

Rencana penerimaan PBB Pengusahaan Panas Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dirinci
berdasarkan Pengusaha Panas Bumi setiap daerah
kabupaten dan kota.

Rencana penerimaan PBB Pertambangan lainnya dan
sektor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e dirinci berdasarkan sektor pertambangan
lainnya dan sektor lainnya menurut daerah kabupaten

dan kota.

Pasal 19

Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan:

a. realisasi penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia
tahun sebelumnya yang dirinci setiap Daerah; dan

b. rencana penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia
sesuai dengan pagu dalam Rancangan Undang-
Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Realisasi penerimaan CHT dan rencana penerimaan CHT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

paling lambat minggu kedua bulan September.
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Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
menyampaikan data rata-rata produksi tembakau
kering untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya kepada Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu

kedua bulan September.

Paragraf 2
Penetapan Daerah Penghasil dan

Dasar Penghitungan DBH SDA

Pasal 20

Berdasarkan pagu PNBP SDA dalam Rancangan

Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan

oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan:

a. surat penetapan Daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian Daerah penghasil sumber daya
alam minyak bumi dan gas bumi, pengusahaan
panas bumi; dan

b. surat penetapan Daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian Daerah penghasil sumber daya

alam mineral dan batubara,

untuk setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota

penghasil tahun anggaran berkenaan.

Surat penetapan Daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian Daerah penghasil sumber daya
alam pengusahaan panas bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan kontrak
pengusahaan panas bumi sebelum dan setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003

tentang Panas Bumi.

Surat penetapan Daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian Daerah penghasil untuk sumber
daya alam minyak bumi dan gas bumi, dan
pengusahaan panas bumi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a disampaikan oleh Menteri Energi dan
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Sumber Daya Mineral kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua
bulan September.

(4) Surat penetapan Daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian Daerah penghasil untuk sumber
daya alam mineral dan batubara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling

lambat minggu kedua bulan September.

Pasal 21

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi, setelah berkoordinasi dengan

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral, menyampaikan data:

a. estimasi distribusi revenue dan entitlement Pemerintah
setiap KKKS; dan

b. estimasi reimbursement Pajak Pertambahan Nilai setiap

KKKS,

kepada Direktur Jenderal Anggaran, paling lambat minggu
keempat bulan Agustus.

Pasal 22

(1) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data perkiraan
PBB Minyak Bumi dan PBB Gas Bumi yang dirinci
setiap KKKS kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagai
faktor pengurang dalam penghitungan PNBP SDA

Minyak Bumi dan Gas Bumi.

(2) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan data
perkiraan PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap
KKKS serta PNBP SDA Pengusahaan Panas Bumi setiap
pengusaha untuk Setoran Bagian Pemerintah yang

sudah memperhitungkan data perkiraan komponen
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pengurang pajak dan pungutan lainnya kepada Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan.

Data perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah
diterima secara lengkap:

a. faktor pengurang berupa:

1. perkiraan PBB Minyak dan Gas Bumi setiap KKKS
dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);

2. perkiraan PBB Pengusahaan Panas Bumi setiap
Pengusaha dari Direktorat Jenderal Pajak;

3. estimasi reimbursement Pajak Pertambahan Nilai
Minyak dan Gas Bumi setiap KKKS dari Kepala
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21; dan

4. estimasi reimbursement Pajak Pertambahan Nilai
Panas Bumi setiap pengusaha dari Direktorat
Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral;

surat penetapan Daerah penghasil dan dasar

penghitungan bagian Daerah sumber daya alam

minyak bumi dan gas bumi serta pengusahaan
panas bumi untuk setiap provinsi, kabupaten, dan
kota tahun anggaran berkenaan; dan

data estimasi distribusi revenue dan entitlement

Pemerintah setiap KKKS untuk sumber daya alam

minyak bumi dan gas bumi dan setiap pengusaha

untuk sumber daya alam pengusahaan panas bumi.

Pasal 23

Berdasarkan pagu PNBP SDA dalam Rancangan
Undang-Undang mengenai APBN yang disampaikan oleh

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat:
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a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
menerbitkan surat penetapan Daerah penghasil dan
dasar penghitungan bagian Daerah penghasil PNBP
SDA Kehutanan tahun anggaran berkenaan; dan

b. Menteri Kelautan dan Perikanan menyusun data
pendukung dan dasar penghitungan PNBP SDA
Perikanan.

Surat penetapan Daerah penghasil dan dasar

penghitungan bagian Daerah penghasil PNBP SDA

Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu

kedua bulan September.

Data pendukung dan dasar penghitungan PNBP SDA

perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan

kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan paling lambat minggu kedua

bulan September.

Paragraf 3

Perubahan Data

Pasal 24

Perubahan data dapat dilakukan dalam hal terjadi:

a. perubahan APBN;

b. perubahan Daerah penghasil dan/atau dasar
penghitungan bagian Daerah penghasil DBH SDA
dan PNBP SDA; dan/atau

c. salah hitung.

Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea Cukai,

atau Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan

perubahan data:
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a. rencana penerimaan PBB, penerimaan PPh Pasal 21
dan PPh WPOPDN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1);

b. rencana penerimaan CHT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b; atau

c. perkiraan PNBP SDA Minyak Bumi Dan Gas Bumi
setiap KKKS dan PNBP SDA pengusahaan panas
bumi setiap pengusaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (2),

kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

paling lambat minggu keempat bulan Oktober.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau Menteri

Kelautan dan Perikanan menyampaikan perubahan

data:

a. penetapan Daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian Daerah penghasil untuk
sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi,
pengusahaan panas bumi, dan mineral dan batubara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);

b. penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan
bagian daerah penghasil PNBP SDA Kehutanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
huruf a; atau

c. pendukung dan dasar penghitungan PNBP SDA
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (1) huruf b,

kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat

bulan Oktober tahun anggaran berkenaan.
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Paragraf 4

Prognosa Realisasi Penerimaan Pajak

Pasal 25
Direktur Jenderal Pajak melakukan perhitungan
prognosa realisasi penerimaan:
a. PBB; dan
b. PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN setiap kabupaten
dan kota.
Prognosa realisasi penerimaan PBB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas prognosa
realisasi penerimaan PBB:
a. Perkebunan;
b. Perhutanan;
c. Minyak Bumi dan Gas Bumi;
d. Pengusahaan Panas Bumi; dan
e. Pertambangan Lainnya dan Sektor Lainnya.
Prognosa realisasi penerimaan PBB Minyak Bumi dan
Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dirinci berdasarkan:
a. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang ditanggung
Pemerintah; dan
b. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibayar
langsung oleh KKKS ke bank persepsi.
Prognosa realisasi penerimaan PBB Minyak Bumi dan
Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci

berdasarkan:

a. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi dari areal daratan
(onshore) setiap KKKS menurut kabupaten dan kota;

dan

b. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi dari areal perairan
lepas pantai (offshore) dan PBB Minyak Bumi dan
Gas Bumi dari tubuh bumi setiap KKKS.

Prognosa realisasi penerimaan PBB Pengusahaan Panas

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
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dirinci menurut pengusaha setiap daerah kabupaten
dan kota.

Prognosa realisasi penerimaan PBB Pertambangan
Lainnya dan Sektor Lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf e dirinci berdasarkan sektor
pertambangan lainnya dan sektor lainnya menurut
daerah kabupaten dan kota.

Prognosa realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling

lambat minggu keempat bulan Oktober.

Paragraf 5

Prognosa Realisasi Penerimaan PNBP SDA

Pasal 26
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri
Kelautan dan Perikanan masing-masing melakukan
penghitungan prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA
yang dibagihasilkan pada tahun anggaran berkenaan
setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota penghasil.
Penghitungan prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
rekonsiliasi data antara Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan
dengan Daerah penghasil, yang melibatkan Kementerian
Keuangan.
Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
Prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Kelautan dan

Perikanan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
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Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu

keempat bulan Oktober.

Pasal 27
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan
penghitungan prognosa realisasi lifting minyak bumi dan
gas bumi setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota
penghasil tahun anggaran berkenaan.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral melakukan penghitungan prognosa realisasi
produksi Pengusahaan Panas Bumi setiap daerah
provinsi, kabupaten, dan kota penghasil tahun anggaran
berkenaan.
Penghitungan prognosa realisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui rekonsiliasi
data antara Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral dan daerah penghasil, dengan melibatkan
Kementerian Keuangan.
Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
Prognosa realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur
Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan paling lambat minggu kedua bulan Oktober.
Prognosa realisasi produksi pengusahaan panas bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral kepada Direktur Jenderal Anggaran dan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat

minggu kedua bulan Oktober.
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Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi menyampaikan prognosa
distribusi revenue dan entitlement Pemerintah setiap
KKKS tahun anggaran berkenaan kepada Direktur
Jenderal Anggaran paling lambat minggu kedua bulan
Oktober.

Prognosa distribusi revenue dan entitlement Pemerintah
untuk minyak bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) disampaikan menurut jenis minyak bumi setiap

KKKS tahun anggaran berkenaan.

Pasal 28
Berdasarkan prognosa realisasi lifting minyak bumi dan
gas bumi, prognosa realisasi produksi pengusahaan
panas bumi, dan prognosa distribusi revenue dan
entitlement Pemerintah setiap KKKS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7),
Direktur Jenderal Anggaran melakukan penghitungan
prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA:
a. Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS; dan
b. Pengusahaan Panas Bumi setiap pengusaha.
Prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sudah memperhitungkan faktor
pengurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (3) huruf a.
Prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur
Jenderal @ Anggaran  kepada  Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat

bulan Oktober.
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Paragraf 6
Realisasi Penerimaan Pajak, CHT, dan PNBP SDA

Pasal 29

Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data realisasi
penerimaan PBB dan PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN
setiap kabupaten dan kota kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan
setelah  hasil = pemeriksaan Laporan  Keuangan
Pemerintah Pusat dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan data
realisasi penerimaan CHT setiap kabupaten dan kota
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
paling lama 1 (satu) bulan setelah hasil pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dikeluarkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan
dan Perikanan, dan Direktur Jenderal Anggaran sesuai
tugas dan fungsi masing-masing menyampaikan
realisasi PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas
Bumi, Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan Perikanan
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan
setelah  hasil pemeriksaan Laporan  Keuangan
Pemerintah Pusat dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan.

Paragraf 7

Penghitungan dan Penetapan Alokasi

Pasal 30
DBH PBB terdiri atas:

a. DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota;
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b. Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten,

dan kota; dan

c. DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota.
Berdasarkan rencana penerimaan PBB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan
penghitungan alokasi DBH PBB dan Biaya Pemungutan
PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Biaya Pemungutan PBB Bagian provinsi, kabupaten,
dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan persentase pembagian antara provinsi,
kabupaten, dan kota.

DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal
dari PBB bagian Pemerintah, yang seluruhnya dibagikan
secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan

kota.

Pasal 31

Penghitungan alokasi DBH PBB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ayat (2) untuk PBB Minyak Bumi dan

Gas Bumi dan PBB Pengusahaan Panas Bumi dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi onshore dan PBB
Pengusahaan Panas Bumi ditatausahakan
berdasarkan letak dan kedudukan objek pajak
untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi offshore dan PBB
Minyak Bumi dan Gas Bumi tubuh bumi
ditatausahakan menurut kabupaten dan kota
dengan menggunakan formula dan selanjutnya
dibagi sesuai dengan ketentuan = peraturan

perundang-undangan.
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Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang
ditanggung oleh Pemerintah menggunakan formula:

PBB per (209 x rasio JP) + (10% x rasio LW) + o;?fhi:%sm
kb ot = (5% x rasio invers PAD) + (65% x ¢ x PBB Migas

(rasio Lifting Migas)

tubuh bumi
Keterangan:
JP = Jumlah Penduduk
LW =  Luas Wilayah
PAD =  Pendapatan Asli Daerah

b. untuk PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi yang
dibayar langsung oleh KKKS ke bank persepsi

menggunakan formula:

PBB Migas
PBBper _ 2 : of fshore dan
kab/kota — Rasio Lifting Migas x PBB Migas
Tubuh Bumi

Penghitungan PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi offshore
dan PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi tubuh bumi setiap
daerah kabupaten dan kota dari PBB Minyak Bumi dan
Gas Bumi yang ditanggung Pemerintah ditetapkan
sebagai berikut:
a. 10% (sepuluh persen) menggunakan formula
sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a; dan
b. 90% (sembilan puluh persen) dibagi secara
proporsional sesuai dengan prognosa realisasi PBB
Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun anggaran
sebelumnya.
Dalam hal data prognosa realisasi penerimaan PBB
Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (3) tidak disampaikan sesuai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (7), penghitungan PBB Minyak Bumi dan
Gas Bumi offshore dan PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi

tubuh bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
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b dibagi secara proporsional dengan menggunakan
rencana penerimaan PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi

tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 32

Rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi
jumlah penduduk setiap daerah kabupaten atau kota
dengan total jumlah penduduk nasional.

Rasio luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi luas
wilayah setiap daerah kabupaten atau kota dengan total
luas wilayah nasional.

Rasio invers PAD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat (2) huruf a dihitung dengan membagi

1
invers PAD setiap kabupaten atau kota (PADE) dengan

total invers PAD seluruh daerah kabupaten dan kota

Q. =D

Rasio lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dihitung dengan
membagi lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap
kabupaten dan kota penghasil dengan total Ilifting
Minyak Bumi dan Gas Bumi seluruh daerah kabupaten

dan kota penghasil.

Pasal 33

Data jumlah penduduk, luas wilayah, dan PAD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a
merupakan data yang digunakan dalam penghitungan
DAU untuk tahun anggaran berkenaan.

Penggunaan data lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) diatur
dengan ketentuan:

a. untuk alokasi PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi

menggunakan data prognosa lifting Minyak Bumi
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dan Gas Bumi tahun sebelumnya dari Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

b. untuk perubahan alokasi PBB Minyak Bumi dan Gas
Bumi menggunakan data prognosa atau realisasi
lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun
sebelumnya dari Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral.

Pasal 34

Berdasarkan rencana penerimaan PPh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan
alokasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH PBB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan hasil
penghitungan alokasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh
WPOPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ditetapkan alokasi DBH Pajak untuk daerah provinsi,
kabupaten, dan kota.

(2) Dalam hal rencana penerimaan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berbeda sangat
signifikan = dengan  realisasi penerimaan tahun
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1), alokasi DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat disesuaikan dengan realisasi penerimaan pajak
tahun-tahun sebelumnya.

(3) Dalam hal rencana penerimaan Pajak tidak disampaikan
sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (3), penghitungan alokasi DBH
Pajak dapat dilakukan berdasarkan data penerimaan

Pajak tahun sebelumnya.
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Alokasi DBH Pajak menurut provinsi, kabupaten, dan
kota tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai

rincian APBN.

Pasal 36
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan
alokasi DBH CHT setiap provinsi berdasarkan formula

pembagian sebagai berikut:

DBH CHT per-provinsi = {(58% x CHT) + (38% x TBK) +
(4% x IPM)} x Pagu DBH CHT

Keterangan:

CHT = proporsi realisasi penerimaan cukai
hasil tembakau suatu provinsi tahun
sebelumnya terhadap realisasi
penerimaan cukai hasil tembakau

nasional

TBK = proporsi rata-rata produksi
tembakau kering suatu provinsi
selama tiga tahun terakhir terhadap
rata-rata produksi tembakau kering

nasional

IPM = proporsi invers indeks pembangunan
manusia suatu provinsi tahun
sebelumnya terhadap invers indeks
pembangunan manusia seluruh
provinsi  penerima cukai  hasil

tembakau

Pagu DBH = 2% (dua persen) dari rencana

CHT penerimaan Cukai Hasil Tembakau
tahun berkenaan

Alokasi DBH CHT setiap provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan kepada gubernur paling lama 5 (lima) hari

kerja setelah ditetapkannya Peraturan Presiden
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mengenai rincian APBN atau setelah diinformasikan
secara resmi melalui portal Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan.

Pasal 37
Berdasarkan alokasi DBH CHT setiap provinsi,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2),
gubernur menetapkan pembagian DBH CHT, dengan
ketentuan:
a. 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi yang
bersangkutan;
b. 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten dan
kota penghasil; dan
c. 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten dan kota
lainnya.
Alokasi DBH CHT untuk kabupaten dan kota penghasil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung
berdasarkan variabel penerimaan cukai, dan/atau
produksi tembakau, serta dapat mempertimbangkan
persentase penyerapan DBH CHT tahun sebelumnya di
daerah setiap kabupaten dan kota penghasil.
Alokasi DBH CHT untuk kabupaten dan kota lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung
secara merata atau menggunakan variabel jumlah
penduduk serta dapat mempertimbangkan persentase
penyerapan DBH CHT tahun sebelumnya.
Persentase penyerapan DBH CHT tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
merupakan persentase penyerapan atas DBH CHT yang
telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata cara pembagian dan besaran alokasi DBH CHT
untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota di provinsi
yang bersangkutan ditetapkan dengan peraturan

gubernur.
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Pasal 38
Gubernur menyampaikan penetapan pembagian DBH
CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada bupati
dan walikota di wilayahnya paling lambat minggu
keempat bulan November.
Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas
penetapan pembagian DBH CHT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) didasarkan hasil evaluasi atas kesesuaian
penetapan gubernur atas pembagian DBH CHT setiap
kabupaten dan kota terhadap ketentuan pembagian
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam hal gubernur tidak menyampaikan ketetapan
pembagian DBH CHT setiap kabupaten dan kota sesuai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan pembagian
berdasarkan formula pembagian tahun sebelumnya
dengan menggunakan data variabel penerimaan cukai
dan/atau produksi tembakau di setiap kabupaten dan
kota penghasil yang digunakan untuk menghitung
alokasi tahun bersangkutan.
Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan penetapan pembagian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Keuangan paling lambat bulan Desember.

Pasal 39
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan
penghitungan alokasi PNBP SDA minyak bumi dan gas
bumi setiap Daerah penghasil berdasarkan data sebagai

berikut:
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a.surat penetapan daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian daerah penghasil sumber daya
alam minyak bumi dan gas bumi, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); dan

b. data perkiraan PNBP SDA minyak bumi dan gas bumi
setiap KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2).

Dalam hal PNBP SDA minyak bumi dan gas bumi setiap

KKKS mencakup dua Daerah atau lebih maka

penghitungan alokasi PNBP SDA minyak bumi dan gas

bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan ketentuan:

a. untuk minyak bumi, PNBP SDA setiap Daerah
penghasil dihitung berdasarkan rasio prognosa
lifting minyak bumi setiap Daerah penghasil
menurut jenis minyak bumi dikalikan dengan PNBP
SDA setiap KKKS menurut jenis minyak; dan

b. untuk gas bumi, PNBP SDA setiap daerah penghasil
dihitung berdasarkan rasio prognosa lifting gas bumi
setiap daerah penghasil dikalikan dengan PNBP SDA
setiap KKKS.

Dalam hal data PNBP SDA minyak bumi dari suatu
KKKS tidak tersedia menurut jenis minyak bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PNBP
SDA setiap Daerah penghasil dihitung berdasarkan rasio
prognosa lifting minyak bumi setiap Daerah penghasil
dikalikan dengan PNBP SDA KKKS yang bersangkutan.
Berdasarkan alokasi PNBP SDA minyak bumi dan gas
bumi setiap Daerah penghasil, Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan
alokasi DBH SDA Minyak Bumi Dan Gas Bumi untuk
provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA
Minyak Bumi Dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) ditetapkan alokasi DBH SDA Minyak Bumi
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Dan Gas Bumi untuk daerah provinsi, kabupaten, dan
kota.

Alokasi DBH SDA Minyak Bumi Dan Gas Bumi menurut
daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 40

Penghitungan DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi

untuk kontrak pengusahaan panas bumi sebelum

berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003

tentang Panas Bumi dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan
melakukan penghitungan alokasi PNBP SDA
pengusahaan panas bumi setiap Daerah penghasil
berdasarkan data sebagai berikut:

1. surat penetapan daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian Daerah penghasil sumber
daya alam pengusahaan panas bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
dan

2. data perkiraan PNBP SDA pengusahaan panas
bumi setiap pengusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2);

b. Alokasi PNBP SDA pengusahaan panas bumi setiap
Daerah penghasil sebagaimana dimaksud pada
huruf a dihitung berdasarkan rasio bagian Daerah
penghasil dikalikan dengan perkiraan PNBP SDA
setiap pengusaha;

c. Berdasarkan alokasi PNBP SDA pengusahaan panas
bumi setiap Daerah penghasil, Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan
alokasi DBH SDA pengusahaan panas bumi untuk
daerah provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
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d. Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA
Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud
pada huruf c, ditetapkan alokasi DBH SDA
Pengusahaan Panas Bumi untuk daerah provinsi,
kabupaten, dan kota.

Penghitungan DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi

untuk kontrak pengusahaan panas bumi setelah

berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003

tentang Panas Bumi dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan
melakukan penghitungan alokasi DBH SDA
Pengusahaan Panas Bumi untuk provinsi,
kabupaten, dan kota berdasarkan surat penetapan
daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian
daerah penghasil sumber daya alam pengusahaan
panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (3); dan

b. Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA
pengusahaan panas bumi sebagaimana dimaksud
pada huruf a, ditetapkan alokasi DBH SDA
Pengusahaan Panas Bumi untuk daerah provinsi,
kabupaten, dan kota.

Alokasi DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi menurut

daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b

tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian

APBN.

Pasal 41
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan
penghitungan alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara,
Kehutanan, dan Perikanan untuk provinsi, kabupaten,

dan kota berdasarkan:

a. surat penetapan Daerah penghasil dan dasar

penghitungan bagian Daerah penghasil untuk
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sumber daya alam mineral dan batubara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4);

b. surat penetapan Daerah penghasil dan dasar
penghitungan bagian Daerah penghasil PNBP SDA
kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (2); dan

c. data pendukung dan dasar penghitungan PNBP SDA
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (3).

(2) Berdasarkan hasil penghitungan alokasi DBH SDA
Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi
DBH SDA Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan
Perikanan untuk provinsi, kabupaten, dan kota.

(3) Alokasi DBH SDA Mineral dan Batubara, Kehutanan,
dan Perikanan menurut provinsi, kabupaten, dan kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 42

Dalam hal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Kelautan
dan Perikanan terlambat menyampaikan data Daerah
penghasil, data dasar penghitungan bagian Daerah penghasil
DBH SDA dan data pendukung sesuai batas waktu yang
ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 23
ayat (2) dan ayat (3), penghitungan dan penetapan alokasi
DBH SDA dapat dilakukan berdasarkan data yang

disampaikan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 43

Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 24
ayat (2) huruf ¢ dan ayat (3) terlambat disampaikan, maka
penghitungan dan penetapan perubahan alokasi DBH SDA

dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan alokasi
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DBH SDA menurut provinsi/kabupaten/kota yang telah

ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya.

(1)

(2)

(1)

(2)
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Pasal 44

Penetapan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (1) huruf d dan
ayat (2) huruf b, dan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42
dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan realisasi
PNBP SDA setiap Daerah paling kurang 3 (tiga) tahun
terakhir.

Penetapan alokasi DBH SDA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat ditetapkan di bawah pagu dalam
Undang-Undang mengenai APBN.

Paragraf 8
Perubahan Alokasi DBH

Pasal 45

Alokasi DBH menurut provinsi, kabupaten, dan kota
yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai
rincian APBN dapat dilakukan perubahan dalam hal

terdapat perubahan data dan/atau kesalahan hitung.

Perubahan alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya
perubahan data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24, prognosa realisasi penerimaan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7),
prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), dan prognosa
realisasi PNBP SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (3).

Dalam hal prognosa realisasi penerimaan PNBP SDA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan
prognosa realisasi PNBP SDA sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (3) tidak disampaikan, Menteri
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Keuangan dapat melakukan perubahan alokasi DBH
SDA berdasarkan prognosa realisasi PNBP SDA semester
II dalam Laporan Semester Pelaksanaan APBN dan hasil

rekonsiliasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Paragraf 9
Penghitungan Alokasi DBH

Berdasarkan Realisasi Penerimaan Negara

Pasal 46
Berdasarkan data realisasi penerimaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29, Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan
realisasi alokasi DBH untuk setiap provinsi, kabupaten,

dan kota.

Penghitungan alokasi DBH berdasarkan realisasi
penerimaan negara dilakukan melalui mekanisme
rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan dengan kementerian/lembaga terkait.

Dalam hal alokasi DBH berdasarkan realisasi
penerimaan negara lebih besar dari alokasi DBH yang
ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN dan/atau perubahan alokasi DBH, maka terdapat
Kurang Bayar DBH.

Dalam hal alokasi DBH berdasarkan realisasi
penerimaan negara lebih kecil dari alokasi yang
ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN dan/atau perubahan alokasi DBH, maka terdapat
Lebih Bayar DBH.

Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), mencakup:

a. kurang bayar atas penghitungan penerimaan PNBP
SDA  tahun-tahun sebelumnya yang  baru

teridentifikasi daerah penghasilnya;
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b. penerimaan PNBP SDA tahun-tahun sebelumnya
yang tidak dapat ditelusuri Daerah penghasilnya;
dan

c. koreksi atas alokasi sebagai akibat adanya
perubahan Daerah penghasil dan/atau dasar
penghitungan bagian Daerah penghasil untuk

tahun-tahun sebelumnya.

Pengalokasian kurang bayar atas penerimaan PNBP
SDA tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat
ditelusuri Daerah penghasilnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf b, dilakukan secara proporsional
berdasarkan realisasi penyaluran pada tahun anggaran

berkenaan.

Kurang Bayar DBH disampaikan oleh Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktorat
Jenderal Anggaran untuk dianggarkan dalam APBN

Perubahan atau APBN tahun anggaran berikutnya.

Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat mencakup koreksi atas alokasi sebagai akibat
adanya perubahan Daerah penghasil dan/atau dasar
penghitungan  bagian Daerah  penghasil untuk

tahun-tahun sebelumnya.

Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diperhitungkan dalam penyaluran atas alokasi DBH

tahun anggaran berikutnya.

Alokasi Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH
menurut provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan

dengan Peraturan Menteri Keuangan.
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Bagian Kedua

Dana Alokasi Umum

Paragraf 1

Penyediaan Data

Pasal 47

Kepala Badan Pusat Statistik menyampaikan data dasar
penghitungan DAU, yang meliputi:

a. indeks pembangunan manusia;

b. produk domestik regional bruto per kapita; dan

c. indeks kemahalan konstruksi,

kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli.

Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan penjelasan metode

penghitungan/pengolahan data.

Menteri Dalam Negeri menyampaikan data jumlah
penduduk, kode, dan data wilayah administrasi
pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan paling lambat bulan Juli.

Kepala Badan Informasi Geospasial menyampaikan data
luas wilayah perairan provinsi, kabupaten, dan kota
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi menyampaikan data formasi Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah kepada Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan
data DBH, PAD, total belanja daerah, dan total gaji
Pegawai Negeri Sipil Daerah paling lambat bulan Juli.
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Paragraf 2

Penghitungan dan Penetapan Alokasi

Pasal 48

DAU untuk suatu Daerah dialokasikan dengan

menggunakan formula:

DAU = CF + AD

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum
CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

Celah Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung dengan formula:
CF = KbF - KpF
Keterangan:

CF = Celah Fiskal

KbF = Kebutuhan Fiskal
KpF = Kapasitas Fiskal

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan perkiraan jumlah gaji Pegawai

Negeri Sipil Daerah.

Kebutuhan fiskal daerah diukur/dihitung berdasarkan
total belanja daerah rata-rata, jumlah penduduk, luas
wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Produk
Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks

Kemahalan Konstruksi, dengan menggunakan formula:
KbF =TBR (a, IP + a; IW + a3 IKK + a,IPM + a5 IPDRB per kapita)
Keterangan:

KbF = Kebutuhan Fiskal

TBR = Total Belanja Rata-Rata
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IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi
[PM = Indeks Pembangunan Manusia

IPDRD per kapita = Indeks dari Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) per kapita

ay; @ a; g

; a
’ ’ o dan

= bobot masing-masing variabel
yang ditentukan berdasarkan

hasil uji statistik

Kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari

PAD dan DBH dengan formula:

KpF = PAD + DBH SDA +DBH Pajak

Keterangan:
KpF = Kapasitas Fiskal
PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH SDA = DBH Sumber Daya Alam
DBH Pajak = DBH Pajak

Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5) digunakan oleh Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan dalam rangka menghitung
alokasi DAU menurut provinsi, kabupaten, dan kota
berdasarkan bobot dan persentase tertentu yang
ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat

pemerataan keuangan antar-Daerah.

Hasil penghitungan alokasi DAU menurut provinsi,
kabupaten, dan kota berdasarkan Rencana Dana
Pengeluaran DAU nasional dengan menggunakan
formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan

dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
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Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai
APBN dan hasil pembahasan alokasi DAU menurut
provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), ditetapkan alokasi DAU menurut provinsi,
kabupaten dan kota.

Alokasi DAU menurut provinsi, kabupaten, dan kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Bagian Ketiga
DAK Fisik

Paragraf 1

Sinkronisasi dan Harmonisasi Kegiatan DAK Fisik

Pasal 49
Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (3), Kementerian Keuangan,
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
dan kementerian/lembaga teknis melakukan koordinasi
dengan Pemerintah Daerah.
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk  melakukan = sinkronisasi dan
harmonisasi:
antarkegiatan pada bidang DAK Fisik per Daerah;
antarbidang DAK Fisik per Daerah;
c. antarbidang DAK Fisik pada beberapa daerah dalam
satu wilayah provinsi; dan
d. antara kegiatan yang akan didanai dari DAK Fisik
dengan kegiatan yang didanai dari sumber
pendanaan lainnya.
Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan
rekomendasi gubernur atas salinan usulan DAK Fisik
yang disampaikan oleh bupati/walikota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
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Paragraf 2

Penghitungan dan Penetapan Alokasi

Pasal 50

Berdasarkan hasil sinkronisasi dan harmonisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2),
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan kementerian/lembaga
teknis dapat melakukan penyesuaian target output per
jenis/bidang/subbidang DAK Fisik per daerah.

Penyesuaian target output sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara pembahasan
antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan kementerian/lembaga

teknis.

Pasal 51

Berdasarkan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dalam
Pasal 49 ayat (2) dan berita acara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Kementerian
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan menyusun perhitungan alokasi DAK Fisik
per jenis/bidang/subbidang per daerah.

Hasil perhitungan alokasi DAK Fisik
per jenis/bidang/subbidang per daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan tingkat I
Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang

mengenai APBN.
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Pasal 52

Berdasarkan pagu DAK Fisik dalam Undang-Undang
mengenai APBN dan hasil pembahasan alokasi
DAK Fisik per jenis/bidang/subbidang per Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2),
ditetapkan alokasi DAK Fisik per
jenis/bidang/subbidang per Daerah.

Alokasi DAK Fisik per jenis/bidang/subbidang per
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 53

Berdasarkan alokasi DAK Fisik yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (2) atau informasi resmi melalui portal
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Daerah
menganggarkan dalam APBD dan menyampaikan
usulan rencana kegiatan kepada kementerian/lembaga
teknis.

Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling kurang memuat:

a. rincian dan lokasi kegiatan;

o

target output kegiatan;

c. prioritas lokasi kegiatan;

d. rincian pendanaan kegiatan;

e. metode pelaksanaan kegiatan;

f. kegiatan penunjang; dan

g. jadwal pelaksanaan kegiatan.

Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Daerah dengan
kementerian/lembaga teknis terkait dan dituangkan
dalam berita acara.

Rincian dan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan target output sebagaimana
pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh menteri/pimpinan
lembaga teknis terkait paling lambat minggu kedua

bulan Januari dan disampaikan kepada Menteri
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Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan paling lambat minggu kedua bulan Februari.

Pasal 54

Pelaksanaan DAK Fisik berpedoman pada:

a. petunjuk teknis DAK Fisik yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden; dan

b. standar teknis yang ditetapkan dalam peraturan
menteri/pimpinan lembaga mengenai petunjuk
operasional DAK Fisik.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak

5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) untuk mendanai

kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan

kegiatan DAK Fisik, yang meliputi:

a. desain perencanaan,;

b. biaya tender;

c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang
dilakukan secara swakelola;

d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan
kontraktual;

e. penyelenggaraan rapat koordinasi; dan

f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam
rangka perencanaan, pengendalian, dan

pengawasan.

Bagian Keempat

DAK Nonfisik

Pasal 55
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan
penghitungan alokasi:
a. Dana BOS untuk provinsi, termasuk dana cadangan
BOS;
b. Dana BOP PAUD untuk kabupaten/kota, termasuk
dana cadangan BOP PAUD;
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Dana TP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan
kota, termasuk dana cadangan TP Guru PNSD;

DTP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan
kota, termasuk dana cadangan DTP Guru; dan

Dana TKG PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan
kota, termasuk dana cadangan TKG PNSD.

Penghitungan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) termasuk memperhitungkan adanya:

a.

lebih salur atas penyaluran dana tahun anggaran
sebelumnya, untuk alokasi Dana BOS dan Dana
BOP PAUD; dan

kurang salur dan sisa dana di kas daerah atas
penyaluran dana tahun anggaran sebelumnya,
untuk alokasi Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD
dan Dana TKG PNSD.

Penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan berdasarkan:

a.

jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan per
siswa, untuk alokasi Dana BOS;

jumlah peserta didik dikalikan dengan biaya satuan
per peserta didik, untuk alokasi Dana BOP PAUD;
jumlah guru PNSD yang sudah bersertifikasi profesi
dikalikan dengan gaji pokok, untuk alokasi Dana TP
Guru PNSD;

jumlah guru PNSD yang belum bersertifikasi profesi
dikalikan  dengan  alokasi dana  tambahan
penghasilan per orang per bulan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN
tahun sebelumnya, untuk alokasi DTP Guru PNSD;
dan

jumlah guru PNSD di daerah khusus dikalikan
dengan gaji pokok, untuk alokasi Dana TKG PNSD.

Penghitungan alokasi dana cadangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a.

proyeksi perubahan jumlah siswa dari perkiraan
semula pada tahun anggaran bersangkutan, untuk

alokasi dana cadangan BOS;
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b. proyeksi perubahan jumlah peserta didik dari
perkiraan semula pada tahun anggaran
bersangkutan, untuk alokasi dana cadangan BOP
PAUD;

c. proyeksi perubahan jumlah guru PNSD yang sudah
bersertifikasi profesi dari perkiraan semula pada
tahun anggaran bersangkutan, untuk alokasi dana
cadangan TP Guru PNSD;

d. proyeksi perubahan jumlah guru PNSD yang belum
bersertifikasi profesi dari perkiraan semula pada
tahun anggaran bersangkutan, untuk alokasi dana
cadangan DTP Guru PNSD; dan

e. proyeksi perubahan jumlah guru PNSD di daerah
khusus dari perkiraan semula pada tahun anggaran
bersangkutan, untuk alokasi dana cadangan TKG
PNSD.

Dalam melakukan penghitungan alokasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan  berkoordinasi  dengan Kementerian

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan.

Hasil penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan kepada Kementerian Keuangan c.q.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling

lambat bulan Agustus.

Hasil penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) digunakan sebagai bahan kebijakan alokasi DAK

Nonfisik untuk disampaikan Pemerintah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I

Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang

mengenai APBN.

Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang

mengenai APBN yang telah disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7), ditetapkan alokasi:
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a. Dana BOS menurut provinsi, termasuk dana
cadangan BOS.

b. Dana BOP PAUD menurut kabupaten/kota,
termasuk dana cadangan BOP PAUD.

c. Dana TP Guru PNSD menurut provinsi, kabupaten,
dan kota, termasuk dana cadangan TP Guru PNSD.

d. DTP Guru PNSD menurut provinsi, kabupaten, dan
kota, termasuk dana cadangan DTP Guru; dan

e. Dana TKG PNSD menurut provinsi, kabupaten, dan
kota, termasuk dana cadangan TKG PNSD.

Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum

dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 56

Kementerian Kesehatan melakukan penghitungan

alokasi Dana BOK untuk kabupaten/kota.

Rincian alokasi Dana BOK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), terdiri atas:

a. BOK;

b. Akreditasi Rumah Sakit;

c. Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat; dan

d. Jaminan Persalinan.

Penghitungan alokasi Dana BOK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. biaya operasional Pusat Kesehatan Masyarakat
dikalikan dengan jumlah Pusat Kesehatan
Masyarakat, untuk BOK;

b. biaya akreditasi rumah sakit dikalikan dengan
jumlah rumah sakit yang akan diakreditasi, untuk
akreditasi rumah sakit;

c. biaya akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat
dikalikan dengan jumlah Pusat Kesehatan
Masyarakat yang akan diakreditasi, untuk akreditasi
Pusat Kesehatan Masyarakat; dan

d. biaya sewa rumah tunggu kelahiran ditambah

transportasi ibu bersalin, biaya persalinan,
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operasional rumah tunggu kelahiran dan konsumsi

ibu bersalin dengan pendamping dikalikan jumlah

pasien ibu bersalin, untuk jaminan persalinan.
Penghitungan alokasi Dana BOK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk memperhitungkan
sisa Dana BOK di kas Daerah atas penyaluran dana
BOK tahun anggaran sebelumnya.
Dalam melakukan penghitungan alokasi Dana BOK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian
Kesehatan melakukan koordinasi dengan Kementerian
Keuangan c¢.q Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.
Hasil penghitungan alokasi Dana BOK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kementerian
Kesehatan kepada Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling
lambat bulan Agustus.
Hasil penghitungan alokasi Dana BOK sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan
kebijakan alokasi DAK Nonfisik untuk disampaikan
Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat
Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan
Undang-Undang mengenai APBN.
Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang
mengenai APBN yang telah disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), ditetapkan alokasi Dana BOK
menurut kabupaten/kota.
Alokasi Dana BOK menurut kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 57
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional melakukan penghitungan alokasi Dana BOKB

untuk kabupaten/kota.
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Alokasi Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), terdiri atas biaya operasional:

a. Balai Penyuluhan KB;

b. distribusi alat dan obat kontrasepsi; dan

c. pergerakan Program KB di kampung KB.

Penghitungan alokasi Dana BOKB sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. biaya penyuluhan KB dikalikan dengan jumlah balai
penyuluhan, untuk operasional Balai Penyuluhan
KB;

b. biaya distribusi dikalikan dengan jumlah fasilitas
kesehatan, untuk operasional distribusi alat dan
obat kontrasepsi; dan

c. biaya pergerakan program KB dikalikan dengan
jumlah kampung KB, untuk operasional pergerakan
Program KB di kampung KB.

Penghitungan alokasi Dana BOKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk memperhitungkan

sisa Dana BOKB di kas daerah atas penyaluran dana

BOKB tahun anggaran sebelumnya.

Dalam melakukan penghitungan alokasi Dana BOKB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan

c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Hasil penghitungan alokasi Dana BOKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus.

Hasil penghitungan alokasi Dana BOKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan

kebijakan alokasi DAK Nonfisik untuk disampaikan

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat

Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan

Undang-Undang mengenai APBN.
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Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai
APBN dan hasil pembahasan penghitungan alokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan alokasi
Dana BOKB menurut kabupaten/kota.

Alokasi Dana BOKB menurut kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 58
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
menghitung alokasi Dana PK2UKM untuk provinsi.
Penghitungan alokasi Dana PK2UKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah
peserta pelatihan dikalikan dengan biaya satuan per
paket pelatihan ditambah dengan honor dan fasilitasi
pendamping.
Penghitungan alokasi Dana PK2UKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk memperhitungkan
sisa Dana PK2UKM di kas daerah atas penyaluran Dana
PK2UKM tahun anggaran sebelumnya.
Dalam melakukan penghitungan alokasi Dana PK2UKM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan
koordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Hasil penghitungan alokasi Dana PK2UKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus.
Hasil penghitungan alokasi Dana PK2UKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan
kebijakan alokasi DAK Nonfisik untuk disampaikan
Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat
Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan

Undang-Undang mengenai APBN.
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Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai
APBN dan hasil pembahasan penghitungan alokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan alokasi
Dana PK2UKM menurut provinsi.

Alokasi Dana PK2UKM menurut provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 59

Kementerian Dalam Negeri menghitung alokasi Dana

Pelayanan Adminduk untuk provinsi, kabupaten, dan

kota.

Penghitungan alokasi Dana Pelayanan Adminduk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. untuk provinsi, berdasarkan jumlah kabupaten/kota
yang dilayani dikalikan dengan biaya satuan per
kegiatan; dan

b. untuk  kabupaten/kota, berdasarkan jumlah
penduduk yang dilayani dikalikan dengan biaya
satuan per kegiatan dan biaya satuan per layanan.

Penghitungan alokasi Dana Pelayanan Adminduk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk

memperhitungkan sisa dana di kas daerah atas
penyaluran Dana Pelayanan Adminduk tahun anggaran
sebelumnya.

Dalam melakukan penghitungan Dana Pelayanan

Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan.

Hasil penghitungan alokasi Dana Pelayanan Adminduk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh

Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian

Keuangan «c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan paling lambat bulan Agustus.
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Hasil penghitungan alokasi Dana Pelayanan Adminduk
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai
bahan kebijakan alokasi DAK Nonfisik untuk
disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan
dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai
APBN dan hasil pembahasan penghitungan alokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan alokasi
Dana  Pelayanan Adminduk menurut provinsi,
kabupaten, dan kota.

Alokasi Dana Pelayanan Adminduk menurut provinsi,
kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai

rincian APBN.

Bagian Kelima

Dana Insentif Daerah

Paragraf 1

Penyediaan Data

Pasal 60

Kepala Badan Pusat Statistik menyampaikan data dasar
penghitungan DID yang bersumber dari Badan Pusat
Statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan
Juli.

Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
menyampaikan data opini Badan Pemeriksa Keuangan
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan paling lambat bulan Juli.

Menteri/pimpinan lembaga terkait menyampaikan data

dasar penghitungan DID yang bersumber dari
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kementerian/lembaga terkait kepada Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling
lambat bulan Juli.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan
data APBD, realisasi APBD, dan penetapan Peraturan
Daerah mengenai APBD paling lambat bulan Juli.

Paragraf 2

Penghitungan dan Penetapan Alokasi

Pasal 61
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan
penghitungan alokasi DID dengan mempertimbangkan
perkiraan kebutuhan pagu DID dan kebijakan
pemerintah mengenai besaran pagu DID.
Penghitungan alokasi DID sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian terhadap
perbaikan indikator kinerja tertentu di bidang tata kelola
keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan
kesejahteraan masyarakat.
Indikator kinerja tata kelola keuangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian
terhadap perbaikan kinerja di bidang pengelolaan
keuangan daerah, yang dapat berupa besarnya belanja
infrastruktur di APBD, kinerja penyerapan anggaran,
kinerja kemandirian fiskal, opini Badan Pemeriksa
Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah,
serta penggunaan e-government.
Indikator kinerja pelayanan dasar publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan indikator yang dapat
digunakan sebagai penilaian terhadap perbaikan kinerja
pelayanan dasar publik:

a. bidang pendidikan berupa rata-rata lama sekolah;
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b. bidang kesehatan berupa persentase bayi usia
dibawah 2 (dua) tahun dengan tinggi badan
pendek/sangat pendek;

c. bidang infrastruktur berupa persentase rumah
tangga menurut akses sumber air minum layak,
sanitasi layak, dan persentase jalan Daerah baik dan
sedang; dan

d. kemudahan investasi berupa kinerja pelayanan
terpadu satu pintu.

Indikator kinerja kesejahteraan masyarakat
sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan indikator
yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap
perbaikan kinerja peningkatan kesejahteraan
masyarakat, yang dapat berupa kinerja pengentasan
kemiskinan.

Indikator kinerja tata kelola keuangan daerah,

pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat

yang digunakan dalam perhitungan alokasi DID

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4),

dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 62

DID dialokasikan kepada Daerah dalam bentuk kategori
tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah,
pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Alokasi suatu Daerah untuk masing-masing kategori
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan bobot Daerah tersebut dibagi total bobot
daerah yang mendapatkan alokasi untuk
masing-masing kategori dikalikan dengan pagu alokasi
masing-masing kategori.

Penentuan pagu alokasi untuk masing-masing kategori
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Hasil penghitungan alokasi DID sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan
Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-
Undang mengenai APBN.

Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai
APBN dan hasil pembahasan penghitungan alokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan alokasi
DID untuk setiap Daerah.

Alokasi DID untuk setiap Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN.

Bagian Keenam

Dana Otonomi Khusus

Pasal 63
Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat dan Dana Otonomi Khusus
untuk Provinsi Aceh masing-masing setara dengan 2%
(dua persen) dari pagu DAU nasional.
Tambahan DBH SDA Minyak Bumi sebesar 55% (lima
puluh lima persen) dan Gas Bumi sebesar 40% (empat
puluh persen) dari penerimaan negara yang berasal dari
sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi dari
provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi dengan
pajak dan pungutan lainnya.
Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka
otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat berdasarkan:
a. usulan provinsi untuk pembiayaan infrastruktur;
b. alokasi tahun sebelumnya;
c. perkiraan kebutuhan pendanaan infrastruktur yang

belum didanai dari DAK; dan

d. proporsi kebutuhan pendanaan infrastruktur antara

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
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Pasal 64
Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
melakukan penghitungan alokasi Dana Otonomi
Khusus, yang terdiri atas:
a. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat;
b. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh;
c. Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi
untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh; dan
d. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka
pelaksanaan Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat.
Hasil penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh
Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat
Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan
Undang-Undang mengenai APBN.
Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai
APBN dan hasil pembahasan penghitungan alokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan alokasi
Dana Otonomi Khusus.
Alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Peraturan Presiden

mengenai rincian APBN.

Bagian Ketujuh

Dana Keistimewaan DIY

Pasal 65
Pengalokasian Dana Keistimewaan DIY dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana

Keistimewaan DIY.
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Alokasi Dana Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Presiden

mengenai rincian APBN.

Bagian Kedelapan

Dana Desa

Pasal 66
Pengalokasian Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan
dan evaluasi Dana Desa.
Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menurut kabupaten/kota tercantum dalam

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

BAB V
PENYALURAN

Bagian Kesatu

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 67

Dalam rangka pelaksanaan penyaluran TKDD, Menteri

Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan TKDD

menetapkan:

a. Direktur Dana Perimbangan sebagai KPA BUN
Transfer Dana Perimbangan;

b. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana
Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer Non Dana
Perimbangan; dan

c. Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa.

Dalam  rangka  pelaksanaan penyaluran TKDD

sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Pelaksanaan
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Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan
ditetapkan sebagai koordinator KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa.

Kepala KPPN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c

merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi

provinsi/kabupaten/kota penerima alokasi DAK Fisik
dan Dana Desa.

Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan/atau huruf b berhalangan tetap, Menteri

Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA

BUN Transfer Dana Perimbangan dan/atau pelaksana

tugas KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan.

Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk

Kepala Subbagian Umum KPPN sebagai pelaksana tugas

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Tugas dan fungsi KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

sebagai berikut:

a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat
Penanda tangan SPM;

b. menyusun SKPRTD DAK Fisik dan SKPRDD;

c. melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;

d. melaksanakan penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa;

e. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada PPA
BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;

f.menatausahakan dan menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dan capaian output pelaksanaan DAK
Fisik dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan
dan capaian output Dana Desa kepada PPA BUN
Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
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g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN
Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan akhir
tahun kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa.

Penyusunan SKPRTD DAK Fisik dan SKPRDD

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b,

menggunakan Aplikasi OMSPAN yang disediakan oleh

Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf c, menggunakan aplikasi

SAKTI yang disediakan oleh Direktorat Jenderal

Perbendaharaan.

Tugas dan fungsi KPA BUN Transfer Dana Perimbangan

dan KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan, kecuali tugas dan fungsi KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (6).

(10) Tugas dan fungsi Koordinator KPA sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:

a. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan
realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;

b. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan
realisasi penyerapan dan capaian output
pelaksanaan DAK Fisik dan rekapitulasi laporan
konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;

c. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan

keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA
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BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

d. menyelaraskan dan menyampaikan data transaksi
dengan sistem aplikasi terintegrasi kepada PPA BUN
Pengelolaan TKDD;

e. menyampaikan bukti penyaluran elektronik kepada
PPA BUN Pengelolaan TKDD; dan

f.menyusun proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa sampai dengan akhir tahun berdasarkan
rekapitulasi laporan dari KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa melalui aplikasi Cash Planning
Information Network (CPIN).

KPA BUN Transfer Dana Perimbangan, KPA BUN

Transfer Nondana Perimbangan, dan KPA Penyaluran

DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan

TKDD oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Dokumen Pelaksanaan Penyaluran

Paragraf 1

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Pasal 68

KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN
Transfer Non Dana Perimbangan menyusun Rencana
Kerja ~dan  Anggaran BUN TKDD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja dan Anggaran BUN TKDD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Peraturan
Presiden mengenai rincian APBN.

Rencana Kerja dan Anggaran BUN TKDD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPA BUN

Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer Non
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Dana Perimbangan kepada Inspektorat Jenderal

Kementerian Keuangan untuk direviu.

Rencana Kerja dan Anggaran BUN TKDD yang telah

direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai
dasar penyusunan Rencana Dana Pengeluaran BUN

TKDD.

Rencana Dana Pengeluaran BUN TKDD yang telah

ditetapkan oleh Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD

disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk

dilakukan penelaahan.

Hasil penelaahan atas Rencana Dana Pengeluaran BUN

TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu

berupa Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana

Pengeluaran BUN TKDD digunakan sebagai dasar

pengesahan DIPA BUN TKDD.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana

Dana Pengeluaran, dan DIPA BUN TKDD untuk DAK

Fisik dan Dana Desa dilakukan oleh Direktur

Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan selaku

KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan.

DIPA BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

disampaikan oleh Pemimpin PPA BUN TKDD kepada

Direktur Jenderal Anggaran.

Direktur Jenderal Anggaran mengesahkan DIPA BUN

TKDD berdasarkan hasil penelaahan atas Rencana Dana

Pengeluaran BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada

ayat (6).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku

Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan

DIPA/DIPA Petikan BUN TKDD kepada:

a. Direktur Dana Perimbangan selaku KPA BUN
Transfer Dana Perimbangan untuk DIPA DAU dan
DAK Nonfisik, dan DIPA DBH,;

b. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana

Perimbangan selaku KPA BUN Transfer Non Dana
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Perimbangan untuk DIPA Dana Otonomi Khusus,
DIPA Dana Keistimewaan DIY, dan DIPA DID; dan

c. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa untuk DIPA DAK Fisik dan

Dana Desa.

(11) DIPA/DIPA Petikan BUN TKDD sebagaimana dimaksud

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

pada ayat (10) digunakan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan  satuan kerja BUN dan  pencairan

dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN.

Pasal 69
KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN
Transfer Nondana Perimbangan dapat menyusun
perubahan DIPA BUN TKDD.
Tata cara perubahan DIPA BUN TKDD dilakukan sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara

revisi anggaran.

Paragraf 2

SKPRTD, SKPRDD, SPP, SPM, dan SP2D

Pasal 70

KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan KPA BUN
Transfer Non Dana Perimbangan menetapkan SKPRTD
berdasarkan DIPA BUN TKDD sesuai dengan alokasi
untuk setiap daerah yang ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menetapkan
SKPRTD DAK Fisik dan SKPRDD berdasarkan
DIPA/DIPA Petikan DAK Fisik dan Dana Desa.

SKPRTD dan SKPRDD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) digunakan oleh PPK BUN sebagai

dasar penerbitan SPP.
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SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
oleh PPSPM BUN sebagai dasar penerbitan SPM.

SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan
sebagai dasar penerbitan SP2D.

Bagian Ketiga

Penyaluran TKDD

Paragraf 1

Bentuk Penyaluran

Pasal 71
Penyaluran TKDD dilakukan dalam bentuk:

a. Tunai; dan/atau

b. Nontunai.
Penyaluran TKDD dalam bentuk tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan
cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
Dalam rangka penyaluran TKDD dalam bentuk tunai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum
Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuka
RKUD pada Bank Sentral atau Bank Umum untuk
menampung penyaluran TKDD dengan nama RKUD
yang diikuti dengan nama Daerah yang bersangkutan.
Dalam hal terdapat perubahan RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah wajib
menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan dengan dilampiri:
a. asli rekening koran dari RKUD; dan
b. salinan keputusan Kepala Daerah mengenai
penunjukan bank tempat menampung RKUD.
Penyaluran TKDD dalam bentuk nontunai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai
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dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai konversi

penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai.

Paragraf 2

DBH Pajak

Pasal 72

Penyaluran DBH PBB terdiri atas:

a. penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten
dan kota;

b. penyaluran DBH PBB bagian daerah provinsi,
kabupaten, dan kota, dan Biaya Pemungutan PBB
bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB
sektor Perkebunan, Perhutanan, serta Pertambangan
lainnya dan sektor lainnya; dan

c. penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten,
dan kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian
provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB sektor
Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Pengusahaan Panas
Bumi.

Penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan

kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. tahap I paling lambat bulan April,;

b. tahap II paling lambat bulan Agustus; dan

c. tahap III paling lambat bulan November.

Penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten dan

kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu
alokasi;

b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu
alokasi; dan

c. tahap IIl sebesar selisih antara pagu alokasi dengan
jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan

tahap II.
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Pasal 73

Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan
kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi,
kabupaten, dan kota untuk PBB sektor Perkebunan,
Perhutanan, serta Pertambangan lainnya dan sektor
lainnya dilaksanakan secara mingguan, yang dimulai
pada bulan Agustus setelah surat pemberitahuan pajak
terutang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan
kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi,
kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk bulan Desember dilaksanakan satu kali

sebesar sisa pagu alokasi.

Pasal 74
Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan
kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi,
kabupaten, dan kota untuk PBB sektor Minyak Bumi,
Gas Bumi, dan Pengusahaan Panas Bumi dilaksanakan
secara triwulanan, yaitu:
a. triwulan I paling lambat bulan Maret;
b. triwulan II paling lambat bulan Juni;
c. triwulan III paling lambat bulan September; dan
d. triwulan IV paling lambat bulan Desember.
Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan
kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi,
kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
a. triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
b. triwulan III paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari pagu alokasi; dan
c. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi
dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada

triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
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Pasal 75

Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN

dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:

a. triwulan I paling lambat bulan Maret;

b. triwulan II paling lambat bulan Juni;

c. triwulan III paling lambat bulan September; dan

d. triwulan IV paling lambat bulan Desember.

Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan rincian sebagai berikut:

a. triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;

b. triwulan III paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari pagu alokasi; dan

c. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi
dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada

triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

Paragraf 3

DBH CHT

Pasal 76
Penyaluran DBH CHT dilaksanakan secara triwulanan,
yaitu:
a. triwulan I paling lambat bulan Maret;
b. triwulan II paling lambat bulan Juni;
c. triwulan III paling lambat bulan September; dan
d. triwulan IV paling lambat bulan Desember.
Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
a. triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
b. triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari

pagu alokasi; dan
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c. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi
dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada
triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

Penyaluran triwulan I dan/atau triwulan II sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala

Daerah menyampaikan:

a. laporan realisasi penggunaan DBH CHT semester II

tahun anggaran sebelumnya;

b. surat pernyataan telah menganggarkan kembali sisa
lebih penggunaan anggaran DBH CHT tahun

anggaran sebelumnya; dan

c. surat pernyataan telah menganggarkan dana dari
sumber selain DBH CHT untuk menggantikan DBH
CHT yang pada tahun anggaran sebelumnya

digunakan tidak sesuai peruntukannya,

kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penyaluran triwulan III dan/atau triwulan IV
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi
penggunaan DBH CHT semester I tahun anggaran
berjalan kepada Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan.

Paragraf 4

DBH SDA

Pasal 77
Penyaluran DBH SDA dilaksanakan secara triwulanan,
yaitu:
a. triwulan I paling lambat bulan Maret;
b. triwulan II paling lambat bulan Juni;
c. triwulan III paling lambat bulan September; dan
d. triwulan IV paling lambat bulan Desember.
Penyaluran DBH SDA Minyak Bumi, Gas Bumi,

Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pengusahaan
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Panas Bumi dilaksanakan dengan rincian sebagai

berikut:

a. triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;

b. triwulan III paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari pagu alokasi; dan

c. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi
dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada
triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

Penyaluran DBH SDA Kehutanan dan Perikanan

dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

a. triwulan I, triwulan II, dan triwulan III masing-
masing sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu
alokasi; dan

b. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi
dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada
triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

Penyaluran Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas

Bumi dalam rangka otonomi khusus Provinsi Aceh dan

Provinsi Papua Barat dilaksanakan setelah gubernur

menyampaikan laporan tahunan penggunaan Tambahan

DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada Menteri

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan.

Penyaluran Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas

Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) kepada kabupaten/kota yang

bersangkutan dilakukan oleh gubernur setelah
bupati/walikota menyampaikan laporan tahunan
penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas

Bumi kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan

rekapitulasi laporan tahunan penggunaan Tambahan

DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka

otonomi khusus yang disampaikan oleh bupati/walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
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Tata cara penyaluran, penyampaian laporan, dan format
laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA
Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan
oleh gubernur.

Laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA
Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5), paling kurang memuat:

a. besaran dana;

b. program kegiatan yang didanai; dan

c. capaian output.

Laporan tahunan penggunaan tambahan DBH SDA
Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret dengan
melampirkan rekapitulasi laporan tahunan penggunaan
tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam
rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (6).

Dalam hal tanggal 15 Maret bertepatan dengan hari
libur atau hari yang diliburkan, batas waktu
penyampaian laporan tahunan penggunaan Tambahan
DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka
otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

pada hari kerja berikutnya.

Pasal 78

Dalam hal terdapat perubahan alokasi DBH pada tahun
anggaran berjalan, penyaluran DBH dilakukan
berdasarkan perubahan pagu alokasi DBH.

Dalam hal perubahan pagu alokasi DBH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyebabkan Lebih Bayar DBH,
kelebihan pembayaran DBH dapat diperhitungkan
dalam penyaluran DBH yang penggunaannya tidak
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ditentukan dan/atau DAU pada tahun anggaran
berikutnya.

Dalam hal perubahan pagu alokasi DBH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyebabkan Kurang Bayar
DBH, penyaluran Kurang Bayar DBH dilaksanakan
secara sekaligus sesuai dengan jumlah Kurang Bayar
DBH yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Kurang Bayar DBH.

Paragraf 5

DAU

Pasal 79

Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar
1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi.

Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pada hari kerja pertama untuk bulan
Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja
pertama untuk bulan berikutnya.

Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan penyampaian:

Peraturan Daerah mengenai APBD;

a
b. laporan realisasi APBD semester [;

o

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

o

perkiraan belanja operasi dan belanja modal

bulanan;

e. laporan posisi kas bulanan; dan

f. laporan realisasi anggaran bulanan periode 2 (dua)
bulan sebelumnya oleh Daerah.

Dalam hal terjadi perubahan pagu DAU nasional dalam

APBN Perubahan yang mengakibatkan perubahan

alokasi DAU per daerah, penyaluran DAU dilaksanakan

setiap bulan sebesar selisih pagu alokasi DAU pada

APBN Perubahan dengan jumlah DAU yang telah

disalurkan, dibagi dengan jumlah sisa bulan dalam

tahun anggaran berkenaan.
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Dalam hal pagu alokasi DAU dalam APBN Perubahan
lebih kecil dari yang telah disalurkan, kelebihan salur
DAU diperhitungkan pada penyaluran DAU tahun

anggaran berikutnya.

Paragraf 6

DAK Fisik

Pasal 80

Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan per bidang secara

triwulanan, yaitu:

a. triwulan I paling cepat pada bulan Februari dan
paling lambat bulan April;

b. triwulan II paling cepat bulan April dan paling
lambat bulan Juli;

c. triwulan III paling cepat bulan Juli dan paling
lambat bulan Oktober; dan

d. triwulan IV paling cepat bulan Oktober dan paling
lambat bulan Desember.

Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

a. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu
alokasi;

b. triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan

c. triwulan IV sebesar selisih antara jumlah dana yang
telah disalurkan sampai dengan triwulan III dengan
nilai rencana penyelesaian kegiatan.

Nilai rencana penyelesaian kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan

nilai kontrak, ditambah dengan nilai kegiatan yang

dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana

yang digunakan untuk kegiatan penunjang.

Dalam hal nilai rencana penyelesaian kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kurang
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dari 80% dari pagu alokasi DAK Fisik, maka penyaluran
DAK Fisik triwulan berikutnya tidak disalurkan.

Dalam hal terdapat perubahan besaran rincian
penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
melakukan perbaikan SKPRTD.

Pasal 81

Penyaluran DAK Fisik per bidang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilaksanakan setelah

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran,

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. triwulan I berupa:

1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun
anggaran berjalan; dan

2. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian
output kegiatan DAK Fisik per bidang tahun
anggaran sebelumnya;

b. triwulan II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dana yang
menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh
lima persen) dari dana yang telah diterima di
RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per
bidang triwulan I; dan

2. daftar kontrak kegiatan, dalam hal kegiatan DAK
Fisik dilakukan secara kontraktual;

c. triwulan III berupa laporan realisasi penyerapan
dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh
puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di
RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per
bidang sampai dengan triwulan II  yang
menunjukkan paling sedikit 30% (tiga puluh
persen); dan

d. triwulan IV berupa:
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1. laporan realisasi penyerapan dana yang
menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh
persen) dari dana yang telah diterima di RKUD
dan capaian output kegiatan DAK Fisik per bidang
sampai dengan triwulan III yang menunjukkan
paling sedikit 65% (enam puluh lima persen); dan

2. laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian
kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian
output 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik
per bidang.

Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 1 berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan
Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan yang
disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output
kegiatan DAK Fisik per bidang, daftar kontrak kegiatan,
dan nilai rencana penyelesaian kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa melalui aplikasi.

Penyampaian laporan realisasi penyerapan dana dan
capaian output kegiatan DAK Fisik per bidang setiap
triwulan, daftar kontrak kegiatan, dan nilai rencana
penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disertai dengan rekapitulasi SP2D atas
penggunaan DAK Fisik per bidang dalam bentuk
dokumen elektronik (softcopy).

Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output
kegiatan DAK Fisik per bidang dan rekapitulasi SP2D
atas penggunaan DAK fisik per bidang dalam bentuk
dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) merupakan dokumen yang sah dan dapat

digunakan untuk keperluan pemeriksaan (audit).
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Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik per bidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. triwulan I paling lambat tanggal 31 Maret;

b. triwulan II paling lambat tanggal 30 Juni;

c. triwulan III paling lambat tanggal 30 September; dan
d. triwulan IV paling lambat tanggal 15 Desember.
Dalam hal tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September,
dan 15 Desember bertepatan dengan hari libur atau hari
yang diliburkan, batas waktu penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lambat pada hari kerja
berikutnya.

Penyaluran DAK Fisik per bidang dilakukan paling lama
7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

diterima oleh KPPN dengan lengkap dan benar.

Pasal 82
Dalam hal pagu alokasi DAK Fisik bidang tertentu
sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),
penyaluran DAK Fisik bidang tertentu dapat
dilaksanakan sekaligus paling cepat bulan April dan
paling lambat bulan Juli sebesar kebutuhan dana dalam
rangka penyelesaian output kegiatan DAK Fisik.
Penyaluran DAK Fisik bidang tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
menerima dokumen persyaratan penyaluran, sebagai
berikut:
a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan;
b. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian
output bidang DAK Fisik tahun anggaran
sebelumnya; dan

c. daftar kontrak kegiatan.
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Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
berupa rekapitulasi penerimaan peraturan daerah
mengenai APBD tahun anggaran berjalan yang
disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output
bidang DAK Fisik, dan daftar kontrak kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf
c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Penyampaian  dokumen  persyaratan  penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat

tanggal 21 Juli.

Dalam hal tanggal 21 Juli bertepatan dengan hari libur
atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian
dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada hari kerja
berikutnya.

Penyaluran DAK Fisik bidang tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat
7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima oleh KPPN dengan lengkap dan benar.

Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output
kegiatan DAK Fisik bidang tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala
Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat bulan

November tahun anggaran berjalan.
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Pasal 83

Dalam hal pada bidang DAK Fisik terdapat sebagian
atau seluruh kegiatan yang pembayarannya tidak dapat
dilakukan secara bertahap, kementerian teknis
menyampaikan rekomendasi terhadap kegiatan yang
pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling
lambat bulan Februari.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui
Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya
rekomendasi.
Penyaluran bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. sebagian kegiatan dapat dibayarkan secara

bertahap, disalurkan dengan rincian sebagai berikut:

1. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
pagu alokasi;

2. triwulan II dan triwulan III masing-masing
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu
alokasi; dan

3. triwulan IV sebesar selisih antara jumlah dana
yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III
dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3).

b. kegiatan tidak dapat dibayarkan secara bertahap,
disalurkan setelah terpenuhi dokumen persyaratan
penyaluran berupa:

1. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3);

2. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun

anggaran berjalan;
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3. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian
output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran
sebelumnya; dan

4. daftar kontrak kegiatan dan/atau bukti
pemesanan barang atau bukti sejenis.

Pagu alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a angka 1 dan angka 2 adalah pagu alokasi bidang DAK
Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi
dengan nilai kegiatan yang pembayarannya tidak dapat
dilakukan secara bertahap.

Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
angka 2 berupa rekapitulasi penerimaan peraturan
daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan yang
disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b angka 2 dan angka 3 disampaikan
dalam hal seluruh kegiatan pada bidang DAK Fisik tidak
dapat dibayarkan secara bertahap;

Besaran penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b sebesar nilai pada ringkasan kontrak
dan/atau bukti pemesanan barang atau bukti sejenis;
Penyampaian  dokumen  persyaratan  penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk
kegiatan yang pembayarannya dapat dilakukan secara
bertahap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (6);

Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output,
daftar kontrak kegiatan dan/atau bukti pemesanan
barang atau bukti sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b angka 3 dan angka 4 disampaikan oleh
Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat
tanggal 31 Maret.
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Dalam hal tanggal 31 Maret bertepatan dengan hari
libur atau hari yang diliburkan, batas waktu
penyampaian  dokumen = persyaratan = penyaluran
sebagaimana dimaksud ayat (10) paling lambat pada
hari kerja berikutnya.

Penyaluran kegiatan bidang DAK Fisik yang
pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan
sekaligus setelah dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diterima
oleh KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa dengan lengkap dan benar.

Dalam hal dokumen persyaratan belum disampaikan
sampai dengan tanggal 31 Maret sebagaimana dimaksud
pada ayat (10), penyaluran DAK Fisik yang
pembayarannya sebagian atau seluruhnya tidak dapat
dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

dalam Pasal 80.
Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output

kegiatan DAK Fisik untuk bidang DAK Fisik yang
pembayarannya sebagian atau seluruhnya tidak dapat
dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan

Desember.

Pasal 84

Dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
ayat (1) dan/atau melampaui batas waktu penyampaian
dokumen = persyaratan  penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6), DAK Fisik triwulan
yang bersangkutan dan triwulan selanjutnya tidak
disalurkan.

Dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82

ayat (2) huruf b dan huruf ¢, dan/atau melampaui batas
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waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 82 ayat (5), DAK Fisik tidak disalurkan.

Dalam hal bidang DAK Fisik hanya disalurkan sebagian,
maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau
kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan
kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah

Daerah.

Paragraf 7

DAK Nonfisik

Pasal 85

Penyaluran Dana BOS untuk daerah tidak terpencil

dilakukan secara triwulanan, yaitu:

a. triwulan I paling cepat bulan Januari;

b. triwulan II paling cepat bulan April;

c. triwulan III paling cepat bulan Juli; dan

d. triwulan IV paling cepat bulan Oktober.

Penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu
alokasi;

b. triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen) dari
pagu alokasi; dan

c. triwulan III dan triwulan IV masing-masing sebesar
20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi.

Penyaluran Dana BOS untuk daerah terpencil

dilakukan secara semesteran, yaitu:

a. semester [ paling cepat bulan Januari; dan

b. semester II paling cepat bulan Juli.

Penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

a. semester I sebesar 60% (enam puluh persen) dari
pagu alokasi; dan

b. semester II sebesar 40% (empat puluh persen) dari

pagu alokasi.
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Pemerintah provinsi wajib menyalurkan Dana BOS
kepada masing-masing satuan pendidikan dalam
provinsi yang bersangkutan, paling lama 7 (tujuh) hari
kerja setelah diterimanya Dana BOS di RKUD
provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyaluran Dana BOS kepada masing-masing satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
didasarkan pada rincian alokasi Dana BOS per satuan
pendidikan yang dihitung sesuai data jumlah siswa yang

ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 86
Pemerintah Daerah menyampaikan:
a. laporan realisasi penyerapan Dana BOS; dan

b. laporan realisasi penggunaan Dana BOS,

kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah.
Penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai
dengan Rekapitulasi SP2D yang diterbitkan untuk
penyaluran Dana BOS.
Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. paling lambat tanggal 15 Juli untuk laporan realisasi
penyerapan dan laporan realisasi penggunaan
triwulan I sampai dengan triwulan II bagi daerah
tidak terpencil dan laporan realisasi penyerapan dan
laporan realisasi penggunaan semester I bagi daerah
terpencil; dan
b. paling lambat 15 Januari tahun anggaran
berikutnya untuk laporan realisasi penyerapan dan

laporan realisasi penggunaan triwulan I sampai
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dengan triwulan IV bagi daerah tidak terpencil dan
laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan semester I dan semester II bagi daerah
terpencil.
Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a menjadi persyaratan penyaluran Dana BOS
triwulan III bagi daerah tidak terpencil dan semester II
bagi daerah terpencil tahun anggaran berjalan.
Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b menjadi persyaratan penyaluran Dana BOS
triwulan I bagi daerah tidak terpencil dan semester I
bagi daerah terpencil tahun anggaran berikutnya.
Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), penyaluran Dana BOS triwulan atau semester

berikutnya tidak dapat dilaksanakan.

Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) belum dilaksanakan sampai
dengan tanggal 30 November, maka penyaluran Dana
BOS dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan
sesuai dengan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah.
Dalam hal tidak ada rekomendasi dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) maka Dana BOS yang belum disalurkan
dianggarkan kembali melalui APBN/Perubahan APBN
tahun anggaran berikutnya.
Dalam hal Dana BOS sampai dengan akhir tahun
anggaran tidak dapat disalurkan karena:
a. Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan
sampai dengan tanggal 30 November sebagaimana

dimaksud pada ayat (7); dan
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b. tidak ada rekomendasi dari Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (8),

Menteri Keuangan merekomendasikan kepada Menteri
Dalam Negeri agar Kepala Daerah yang bersangkutan
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi penyerapan Dana BOS dan laporan
realisasi penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik
(hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy)

melalui aplikasi.

Pasal 87
Dalam hal terdapat kurang dan/atau lebih salur Dana
BOS, perhitungan kurang dan/atau lebih salur Dana
BOS disampaikan dalam laporan realisasi penggunaan
Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
ayat (1) huruf b.
Berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan
rekomendasi kurang dan/atau lebih salur Dana BOS
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan.
Rekomendasi kurang dan/atau lebih salur Dana BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum triwulan
berkenaan berakhir bagi daerah tidak terpencil dan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
semester berkenaan berakhir bagi daerah terpencil.
Dalam hal terdapat lebih salur Dana BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk daerah tidak terpencil,
lebih salur Dana BOS diperhitungkan dengan

ketentuan:
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a. triwulan I, triwulan II, atau triwulan III
diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOS
triwulan berikutnya; dan

b. triwulan IV diperhitungkan dalam penyaluran Dana
BOS triwulan I tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal terdapat lebih salur Dana BOS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk daerah terpencil, maka

lebih salur Dana BOS diperhitungkan dengan
ketentuan:

a. semester I diperhitungkan dalam penyaluran Dana
BOS semester II; dan

b. semester II diperhitungkan dalam penyaluran Dana
BOS semester I tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal terdapat kurang salur Dana BOS,
rekomendasi kurang salur Dana BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran dana
cadangan BOS.
Pemerintah Daerah provinsi wajib menyalurkan dana
cadangan BOS kepada masing-masing satuan
pendidikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
diterimanya dana cadangan BOS di RKUD provinsi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal terdapat sisa dana cadangan BOS atas

kurang salur triwulan IV untuk daerah tidak terpencil

atau semester II untuk daerah terpencil di RKUD
provinsi, sisa dana cadangan BOS tersebut tidak
diperhitungkan sebagai lebih salur pada penyaluran

Dana BOS tahap berikutnya.

Daerah wajib menganggarkan kembali lebih salur Dana

BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,

ayat (5) huruf b, dan sisa dana cadangan BOS

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam Rancangan

APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 88
Penyaluran Dana BOP PAUD dilakukan secara sekaligus
paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli.
Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana
BOP PAUD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan dan = Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
paling lambat bulan Februari tahun anggaran
berikutnya.
Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menjadi syarat penyaluran Dana BOP
PAUD.
Dalam hal Kepala Daerah menyampaikan persyaratan
penyaluran setelah batas waktu yang ditetapkan pada
ayat (2), penyaluran BOP PAUD dapat dilakukan setelah
persyaratan penyaluran disampaikan oleh Kepala
Daerah kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juni.
Laporan realisasi penyerapan Dana BOP PAUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan
Rekapitulasi SP2D atas penyaluran Dana BOP PAUD.
Dalam hal berdasarkan Laporan realisasi penyerapan
dan laporan realisasi penggunaan Dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), terdapat sisa Dana BOP PAUD
di RKUD, maka diperhitungkan dalam penyaluran Dana
BOP PAUD di tahun anggaran berikutnya.
Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik
(hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy)
melalui aplikasi.
Daerah wajib menganggarkan kembali sisa Dana BOP

PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam
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Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 89
Dalam hal terdapat kurang salur Dana BOP PAUD,
perhitungan kurang salur Dana BOP PAUD disampaikan
dalam laporan realisasi penggunaan Dana BOP PAUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2).
Berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana BOP
PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
menyampaikan rekomendasi kurang salur Dana BOP
PAUD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan.
Rekomendasi kurang salur Dana BOP PAUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar
penyaluran dana cadangan BOP PAUD.
Rekomendasi kurang salur Dana BOP PAUD diterima
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan paling lambat tanggal 15 Desember.

Pasal 90

Penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan
Dana TKG PNSD dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
a. triwulan I paling cepat pada bulan Maret;
b. triwulan II paling cepat pada bulan Juni;
c. triwulan III paling cepat pada bulan September; dan
d. triwulan IV paling cepat pada bulan November.
Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:
a. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu

alokasi;
b. triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar

25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
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c. triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari
pagu alokasi.
Daerah wajib membayarkan Dana TP Guru PNSD, DTP
Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD kepada guru yang
berhak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan,
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya
Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG
PNSD di RKUD.
Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi
pembayaran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan
Dana TKG PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan dan = Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan secara semesteran,
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. semester [ disampaikan paling lambat tangal 15
September; dan
b. semester II disampaikan paling lambat tanggal 15
Maret tahun anggaran berikutnya.
Laporan realisasi semester I sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a menjadi persyaratan penyaluran
Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG
PNSD triwulan III tahun anggaran berjalan.
Laporan realisasi semester II sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b menjadi persyaratan penyaluran
Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG
PNSD triwulan I tahun anggaran berikutnya.
Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan
batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud
ayat (4), penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru
PNSD, dan Dana TKG PNSD triwulan berikutnya tidak
dapat dilaksanakan.
Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) belum dilaksanakan sampai dengan
tanggal 30 November, maka penyaluran Dana TP Guru

PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD dapat
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dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sesuai

dengan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan c.q Direktur Jenderal Guru dan Tenaga

Kependidikan.

Dalam hal tidak ada rekomendasi dari Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) maka Dana TP Guru PNSD, DTP Guru

PNSD, dan Dana TKG PNSD yang belum disalurkan

dianggarkan kembali melalui APBN/Perubahan APBN

tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan

Dana TKG PNSD sampai dengan akhir tahun anggaran

tidak dapat disalurkan karena:

a. Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan
sampai dengan tanggal 30 November sebagaimana
dimaksud pada ayat (8); dan

b. tidak ada rekomendasi dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (9),

Menteri Keuangan merekomendasikan kepada Menteri
Dalam Negeri agar Kepala Daerah yang bersangkutan
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemerintah daerah tidak membayarkan Dana
TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD
sesuai dengan hak guru, penyaluran Dana TP Guru
PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD periode
berikutnya dapat ditunda sebesar Dana TP Guru PNSD,
DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD yang tidak
dibayarkan kepada guru.

Penundaan Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau
Dana TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
berdasarkan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan c.q Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan setelah melakukan evaluasi atas laporan

realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru
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PNSD, dan Dana TKG PNSD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).
Dalam hal Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau
Dana TKG PNSD yang telah disalurkan ke RKUD sampai
dengan triwulan IV, masing-masing tidak mencukupi
untuk kebutuhan pembayaran sampai dengan 12 (dua
belas) bulan, Pemerintah Daerah tetap melakukan
pembayaran kepada guru PNSD berdasarkan jumlah
bulan yang telah disesuaikan dengan Dana TP Guru
PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD yang
diterima di RKUD.
Dalam hal terdapat kurang salur Dana TP Guru PNSD,
DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD pada tahun
anggaran berjalan masing-masing akan diperhitungkan
dengan:
a. dana cadangan TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD,
atau Dana TKG PNSD tahun anggaran berjalan; atau
b. alokasi Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau
Dana TKG PNSD tahun anggaran berikutnya.
Penyaluran dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (14) huruf a dilakukan berdasarkan surat
rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
c.q. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
Laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD,
DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk
dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik

(softcopy) melalui aplikasi.

Pasal 91
Penyaluran Dana BOK untuk daerah tidak terpencil
dilakukan secara triwulanan, yaitu:
a. triwulan I paling cepat bulan Februari;
b. triwulan II paling cepat bulan April;
c. triwulan III paling cepat bulan Juli; dan

d. triwulan IV paling cepat bulan Oktober.
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Penyaluran Dana BOK pada tiap triwulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.
Penyaluran Dana BOK untuk daerah terpencil dilakukan
secara semesteran, yaitu:

a. semester I paling cepat bulan Februari; dan

b. semester II paling cepat bulan Juli.

Penyaluran Dana BOK pada tiap semester sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan masing-masing

sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

Pemerintah kabupaten/kota wajib menyalurkan Dana

BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2)

huruf a kepada Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah

kabupaten/kota yang bersangkutan paling lama 14

(empat belas) hari kerja setelah  pemerintah

kabupaten/kota menerima permintaan penyaluran Dana

BOK dari Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.

Penyaluran Dana BOK sebagaimana dimaksud ayat (5)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan
daerah.

Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi

penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana

BOK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan dan Menteri Kesehatan c.q.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. paling lambat bulan April untuk penggunaan
triwulan I;

b. paling lambat bulan Juli untuk penggunaan sampai
dengan triwulan II bagi daerah tidak terpencil dan
penggunaan semester I bagi daerah terpencil;

c. paling lambat bulan Oktober untuk penggunaan
sampai dengan triwulan III; dan

d. paling lambat bulan Januari tahun anggaran
berikutnya untuk penggunaan triwulan I sampai

dengan triwulan IV bagi daerah tidak terpencil dan
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penggunaan semester I sampai dengan semester II
bagi daerah terpencil.

Laporan realisasi penyerapan Dana BOK sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) disertai dengan Rekapitulasi

SP2D atas penggunaan Dana BOK.

Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi

penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) menjadi syarat penyaluran Dana BOK untuk
daerah tidak terpencil, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. penyaluran triwulan I, dalam hal Daerah telah
menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan
laporan realisasi penggunaan Dana BOK triwulan I
sampai dengan triwulan IV tahun anggaran
sebelumnya;

b. penyaluran triwulan II, dalam hal Daerah telah
menyampaikan laporan realisasi penyerapan yang
menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen)
dari Dana BOK yang telah disalurkan triwulan [;

c. penyaluran triwulan III, dalam hal Daerah telah
menyampaikan laporan realisasi penyerapan yang
menunjukkan paling sedikit 60% (enam puluh
persen) dari Dana BOK yang telah disalurkan sampai
dengan triwulan II dan laporan capaian output paling
sedikit 30% (tiga puluh persen); dan

d. penyaluran triwulan IV, dalam hal Daerah telah
menyampaikan laporan realisasi penyerapan yang
menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima
persen) dari Dana BOK yang telah disalurkan sampai
dengan triwulan III dan laporan capaian output
paling sedikit 60% (enam puluh persen).

Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi

penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) menjadi syarat penyaluran Dana BOK untuk
daerah terpencil, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyaluran semester [, dalam hal Daerah telah

menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan
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laporan realisasi penggunaan Dana BOK semester I
sampai dengan semester II tahun anggaran
sebelumnya; dan
b. penyaluran semester II, dalam hal Daerah telah
menyampaikan laporan realisasi penyerapan yang
menunjukkan 50% (lima puluh persen) dan laporan
capaian output paling sedikit 30% (tiga puluh
persen).
Penyaluran Dana BOK untuk triwulan berikutnya bagi
Daerah tidak terpencil/semester berikutnya bagi Daerah
terpencil dapat dilakukan = setelah  persyaratan
penyaluran disampaikan oleh Kepala Daerah kepada
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat
tanggal 15 Desember dan/atau realisasi penyerapan dan
penggunaan menunjukkan persentase sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10).
Dalam hal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf d terdapat sisa Dana BOK di RKUD,
maka diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOK di
tahun anggaran berikutnya.
Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik
(hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy)
melalui aplikasi.
Daerah wajib menganggarkan kembali sisa Dana BOK
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dalam Rancangan
APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92
Penyaluran @ Dana  BOKB  dilaksanakan  secara
semesteran, yaitu:
a. semester I paling cepat bulan Februari; dan

b. semester II paling cepat bulan Juli.
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Penyaluran dana BOKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan masing-masing semester sebesar
50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi

penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana

BOKB kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan dan Kepala Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara

semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling lambat bulan Juli untuk penggunaan
semester I; dan

b. paling lambat bulan Januari tahun anggaran
berikutnya untuk penggunaan semester I sampai
dengan semester II.

Laporan realisasi penyerapan Dana BOKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Rekapitulasi

SP2D atas penggunaan Dana BOKB.

Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi

penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) menjadi syarat penyaluran Dana BOKB, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. penyaluran semester I, dalam hal Daerah telah
menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan
laporan realisasi penggunaan Dana BOKB semester
I sampai dengan semester II tahun anggaran
sebelumnya; dan

b. penyaluran semester II, dalam hal Daerah telah
menyampaikan laporan realisasi penyerapan Dana
BOKB semester [ yang tidak bernilai nihil.

Penyaluran Dana BOKB semester berikutnya dapat

dilakukan setelah persyaratan penyaluran disampaikan

oleh Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15

Desember dan/atau realisasi penyerapan menunjukkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

Dalam hal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b terdapat sisa Dana BOKB di
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RKUD, maka sisa Dana BOKB diperhitungkan dalam
penyaluran Dana BOKB di tahun anggaran berikutnya.
Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik
(hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy)
melalui aplikasi.

Daerah wajib menganggarkan kembali sisa Dana BOKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Rancangan
APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 93
Penyaluran Dana PK2UKM dilakukan secara bertahap,
yaitu:
a. tahap I paling cepat bulan Maret; dan
b. tahap II paling cepat bulan Agustus.
Penyaluran @ Dana PK2UKM pada tiap tahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari
pagu alokasi.
Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana
PK2UKM setiap tahap kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c.q. Deputi
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Laporan  realisasi penyerapan Dana  PK2UKM
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan
Rekapitulasi SP2D atas penggunaan Dana PK2UKM.
Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan laporan
realisasi penggunaan Dana PK2UKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. paling lambat Juli untuk laporan penyerapan dan

penggunaan tahap I; dan
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b. paling lambat Januari tahun anggaran berikutnya
untuk laporan penyerapan dan penggunaan tahap I
sampai dengan tahap II.

Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi

penggunaan Dana PK2UKM sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) merupakan syarat penyaluran Dana

PK2UKM tahap berikutnya.

Dalam hal Kepala Daerah menyampaikan persyaratan

penyaluran setelah batas waktu yang ditetapkan pada

ayat (5), penyaluran Dana PK2UKM untuk setiap tahap
dapat dilakukan setelah persyaratan penyaluran
disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan paling lambat tanggal 15 Desember.

Dalam hal terdapat sisa Dana PK2UKM di RKUD dalam

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,

maka sisa Dana PK2UKM dapat diperhitungkan dalam

penyaluran Dana PK2UKM di tahun anggaran
berikutnya.

Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi

penggunaan Dana PK2UKM sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik

(hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy)

melalui aplikasi.

Daerah wajib menganggarkan kembali sisa Dana

PK2UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam

Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94
Penyaluran Dana Pelayanan Adminduk dilakukan
sekaligus paling cepat bulan Maret dan paling lambat
bulan Juli.
Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana

Pelayanan Adminduk kepada Menteri Keuangan c.q.
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Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Kependudukan dan
Catatan Sipil paling lambat bulan Februari tahun
anggaran berikutnya.

Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan Dana Pelayanan Adminduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi syarat penyaluran Dana
Pelayanan Adminduk.

Dalam hal Kepala Daerah menyampaikan persyaratan
penyaluran setelah batas waktu yang ditetapkan pada
ayat (2), penyaluran Dana Pelayanan Adminduk dapat
dilakukan setelah persyaratan penyaluran disampaikan
oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat
bulan Juni.

Laporan realisasi penyerapan Dana  Pelayanan
Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
dengan Rekapitulasi SP2D atas penyaluran Dana
Pelayanan Adminduk.

Dalam hal terdapat sisa Dana Pelayanan Adminduk di
RKUD dalam laporan pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka sisa Dana Pelayanan
Adminduk diperhitungkan dalam penyaluran Dana
Pelayanan Adminduk di tahun anggaran berikutnya.
Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi
penggunaan Dana Pelayanan Adminduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk
dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik
(softcopy) melalui aplikasi.

Daerah wajib menganggarkan kembali sisa Dana
Pelayanan Adminduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dalam Rancangan APBD tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan ketentuan = peraturan

perundang-undangan.
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Pasal 95

Berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan laporan

realisasi penggunaan DAK Nonfisik dari Daerah:

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
melakukan verifikasi atas kebutuhan riil Dana BOS,
Dana BOP PAUD, Dana TP Guru PNSD, DTP Guru
PNSD, dan TKG PNSD;

b. Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi atas
kebutuhan riil Dana BOK;

c. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional melakukan verifikasi atas kebutuhan riil
Dana BOKB;

d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah melakukan verifikasi atas kebutuhan riil
Dana P2UKM; dan

e. Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi atas
kebutuhan riil Dana Pelayanan Adminduk.

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterima:

a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
triwulan berjalan berakhir untuk BOS daerah tidak
terpencil, BOK daerah tidak terpencil, Dana TP Guru
PNSD, DTP Guru PNSD, dan dana TKG PNSD;

b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
semester berjalan berakhir untuk Dana BOS daerah
terpencil, BOK daerah terpencil, dan BOKB; dan

c. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
tahun anggaran berakhir untuk Dana BOP PAUD,
Dana P2UKM, dan Dana Pelayanan Adminduk.

Dalam hal berdasarkan rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih salur DAK

Nonfisik, maka dilakukan penghentian penyaluran

dan/atau penyesuaian jumlah penyaluran periode
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berikutnya sesuai kebutuhan riil untuk memenuhi
pembayaran DAK Nonfisik sampai dengan akhir tahun

anggaran.

Paragraf 8

DID

Pasal 96

Penyaluran DID dilakukan secara bertahap, yaitu:

a. tahap I paling cepat bulan Februari; dan

b. tahap II paling cepat bulan Juli.

Penyaluran DID pada tiap tahap sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan masing-masing sebesar 50%

(lima puluh persen) dari pagu alokasi.

Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi

penyerapan DID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. paling lambat bulan Juni untuk penyerapan tahap I;
dan

b. paling lambat bulan Januari tahun anggaran
berikutnya untuk penyerapan tahap 1 sampai
dengan tahap II.

Penyaluran DID tahap I sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Daerah

menyampaikan:

a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan;

b. rencana penggunaan DID tahun berjalan; dan

c. laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran

sebelumnya bagi daerah yang mendapatkan,

kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyaluran DID tahap II sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan setelah Kepala Daerah

menyampaikan laporan realisasi penyerapan DID
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tahap [ kepada Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan.

Laporan realisasi penyerapan DID tahap I sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), menunjukkan penyerapan
paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang
diterima di RKUD.

Paragraf 9

Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Dana Keistimewaan DIY

(1)

(2)

(3)

Pasal 97

Penyaluran Dana  Otonomi Khusus dan  DTI

dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

a. tahap I paling cepat bulan Maret;

b. tahap II paling cepat bulan Juli; dan

c. tahap III paling cepat bulan Oktober.

Penyaluran Dana  Otonomi Khusus dan  DTI

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan rincian sebagai berikut:

a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu
alokasi;

b. tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari
pagu alokasi; dan

c. tahap IIl sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
pagu alokasi.

Penyaluran tahap 1 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:

a. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri yang
dilampiri dengan rekapitulasi alokasi dan realisasi
penggunaan Dana Otonomi Khusus dan DTI tahun
anggaran sebelumnya yang dirinci per
provinsi/kabupaten/kota, wurusan, dan capaian

output per urusan; dan



115 2017, No.537

b. laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus
dan DTI sampai dengan Tahap III tahun anggaran
sebelumnya dari gubernur.

(4) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:

a. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri yang
dilampiri dengan rekapitulasi alokasi dan realisasi
penggunaan Dana Otonomi Khusus dan DTI Tahap I
yang dirinci per provinsi/kabupaten/kota, urusan,
dan capaian output per urusan; dan

b. laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus
dan DTI Tahap I dari gubernur yang telah mencapai
paling kurang 50% (lima puluh persen) dari dana
yang telah diterima dalam RKUD.

(5) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:

a. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri yang
dilampiri dengan rekapitulasi alokasi dan realisasi
penggunaan Dana Otonomi Khusus dan DTI sampai
dengan Tahap II yang dirinci per
provinsi/kabupaten/kota, wurusan, dan capaian
output per urusan; dan

b. laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus
dan DTI sampai dengan Tahap II dari gubernur yang
telah mencapai paling kurang 70% (tujuh puluh
persen) dari dana yang telah diterima dalam RKUD.

Pasal 98

Penyaluran Dana Keistimewaan DIY dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara

pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan DIY.
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Paragraf 10

Dana Desa

Pasal 99

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk
selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD
ke RKD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat
bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan

b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat
puluh persen).

(3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 100
(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan
setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan
penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I berupa:
1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun
anggaran berjalan
2. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa;
3.laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan
4.laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya.

b. tahap II berupa:
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1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I;
dan
2.laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa tahap I.

Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 1 berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan
Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan yang
disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Dokumen  persyaratan  penyaluran  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 3,
angka 4 dan huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa.
Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, menunjukkan paling kurang
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa
yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.
Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian
output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-
rata capaian output paling kurang sebesar 50% (lima
puluh persen).
Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata
persentase laporan capaian output dari seluruh desa.
Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan
dan capaian output sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan
tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output,

volume output, satuan output dan capaian output.
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Pasal 101

Dokumen  persyaratan  penyaluran Dana  Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 disampaikan
dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau
dokumen elektronik (softcopy).

Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian
Keuangan.

Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum  tersedia, dokumen elektronik (softcopy)
disampaikan menggunakan aplikasi umum pengolah

data.

Pasal 102

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan oleh
bupati/walikota.
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
bupati/walikota menerima dokumen  persyaratan
penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I berupa:

1. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya,

dari Kepala Desa.
b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan

capaian output Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-
rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar

50% (lima puluh persen).
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Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat
kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan,
dan capaian output.

Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data,
kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data
dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh

kementerian/lembaga terkait.

Pasal 103

Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD
dilakukan sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal terdapat Desa yang tidak terjangkau layanan
perbankan yang menyebabkan tidak dapat dibuka RKD,
bupati/walikota dapat mengatur lebih lanjut mengenai
penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Desa melalui
peraturan bupati/walikota.

Bupati/walikota menyampaikan peraturan
bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik

dan Dana Desa.

Bagian Keempat

Kewajiban Penyampaian Konfirmasi Penerimaan Dana TKDD

(1)

Pasal 104

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib
menyampaikan konfirmasi penerimaan TKDD melalui:
a. LKT dan LRT; dan

b. media elektronik,
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kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

melalui Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.

Penyampaian LKT dan LRT sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:

a. LKT pada setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir; dan

b. LRT dalam 1 (satu) tahun anggaran bersamaan

dengan penyampaian LKT triwulan IV.

Kepala KPPN selaku Kuasa BUN menyampaikan LKT
dan LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta
rekapitulasi LKT dan LRT seluruh Pemerintah Daerah
dalam wilayah kerjanya kepada Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lama 2 (dua)

hari kerja setelah diterima dari Kepala Daerah.

Berdasarkan LKT dan LRT yang disampaikan oleh
Kepala KPPN selaku Kuasa BUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan melakukan penelitian dan
menyusun rekapitulasi LKT dan LRT untuk disampaikan
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan paling lama S (lima) hari kerja setelah

diterima dari Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.

Penyampaian konfirmasi penerimaan TKDD melalui
media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b menggunakan aplikasi yang tersedia pada portal

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 105
Dalam hal Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan TKDD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Kepala

Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam upaya
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pemenuhan  kewajiban  penyampaian = konfirmasi
penerimaan TKDD.

Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan
konfirmasi penerimaan TKDD melalui LKT dan LRT
sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah
dilakukannya koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan menyampaikan laporan hasil
koordinasi kepada Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan.

Bagian Kelima
Pemotongan, Penundaan, Penghentian dan/atau

Pembayaran Kembali TKDD

Paragraf 1
Pemotongan, Penundaan, Penghentian dan/atau

Pembayaran Kembali Transfer ke Daerah

Pasal 106

KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan/atau
KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dapat
melakukan pemotongan, penundaan, dan/atau
penghentian penyaluran Transfer Ke Daerah untuk
suatu Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemotongan, penundaan dan/atau  penghentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah mendapat surat permintaan dari instansi/unit
yang berwenang.

Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh pimpinan instansi/unit yang
berwenang kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan.
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Pasal 107

Pemotongan penyaluran Transfer ke Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat

dilakukan dalam hal terdapat:

a. kelebihan pembayaran atau kelebihan penyaluran
Transfer ke Daerah, termasuk DBH CHT yang tidak
digunakan sesuai peruntukannya dan/atau tidak
dianggarkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya;

b. tunggakan pembayaran pinjaman daerah;

c. tidak dilaksanakannya hibah daerah induk kepada
daerah otonomi baru; dan/atau

d. daerah yang tidak menganggarkan Alokasi Dana
Desa (ADD).

Selain pemotongan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan/atau
KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dapat
melakukan pemotongan penyaluran Transfer Ke Daerah
karena adanya pembebanan keuangan negara atas biaya
yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau
putusan peradilan atas kasus/sengketa hukum yang
melibatkan Pemerintah Daerah.
Penundaan penyaluran Transfer ke Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat
dilakukan dalam hal perlu dilakukan kebijakan
pengendalian Transfer ke Daerah oleh Pemerintah,
dan/atau  pemerintah  daerah tidak memenuhi
ketentuan:

a. penyampaian Peraturan Daerah mengenai APBD;

b. penyampaian laporan realisasi APBD semester I;

c. penyampaian laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

d. penyampaian perkiraan belanja operasi dan belanja
modal bulanan;

e. penyampaian laporan posisi kas bulanan;

f. penyampaian laporan realisasi anggaran bulanan;
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penyampaian konfirmasi penerimaan melalui LKT
dan LRT;

penyampaian persyaratan penyaluran DBH CHT;
penyampaian laporan pemanfaatan sementara dan
penganggaran kembali sisa dana Transfer ke Daerah
dan Dana Desa yang sudah ditentukan
penggunaannya,;

penyampaian  rekapitulasi = pemungutan dan
penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya;
penyampaian data informasi keuangan daerah dan
nonkeuangan daerah melalui Sistem Informasi
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan;

penyampaian surat komitmen pengalokasian Alokasi

Dana Desa (ADD);

m. penyampaian rencana defisit APBD;

0.

penyampaian laporan posisi kumulatif pinjaman
daerah; dan/atau

penyaluran Dana Desa.

Penghentian penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

dapat dilakukan dalam hal:

a.

daerah penerima DBH CHT telah 2 (dua) kali
diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran
DBH CHT dalam tahun anggaran berjalan;
menteri/pimpinan lembaga terkait mengajukan
permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik
pada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan;

Kepala Daerah mengajukan permohonan
penghentian penyaluran DAK Fisik kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan, disertai dengan surat persetujuan dari
pimpinan kementerian negara/lembaga terkait;

dan/atau
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d. terdapat kelebihan alokasi DAK Nonfisik kepada
Daerah akibat adanya lebih salur DAK Nonfisik pada
tahun anggaran berjalan berdasarkan rekomendasi
menteri atau pimpinan lembaga teknis.

Pemotongan, penundaan dan/atau  penghentian

penyaluran Transfer ke Daerah dilaksanakan dengan

mempertimbangkan besarnya permintaan pemotongan,
pagu alokasi, lebih bayar atau lebih salur Transfer ke

Daerah dan Dana Desa, dan kapasitas fiskal daerah

yang bersangkutan.

Dalam hal pemotongan dan penundaan penyaluran

Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (3) diusulkan dalam waktu yang

bersamaan dan untuk jenis transfer yang sama, KPA

BUN Transfer Dana Perimbangan dapat menentukan

prioritas pemotongan dan penundaan penyaluran

Transfer ke Daerah.

Dalam hal penghentian penyaluran DAK Fisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan

sampai dengan tahun anggaran berakhir, maka DAK

Fisik yang dihentikan penyalurannya tidak dapat

disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan,

penundaan, dan/atau penghentian penyaluran Transfer

ke Daerah dapat diatur dengan Peraturan Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 108
Penyaluran kembali Transfer ke Daerah yang ditunda
dan/atau dihentikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah:
a. dicabutnya sanksi penundaan;
b. dipenuhinya kewajiban daerah dalam tahun

anggaran berjalan; atau
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c. batas waktu pengenaan sanksi penundaan berakhir
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyaluran kembali DBH CHT yang ditunda dilakukan

bersamaan dengan penyaluran triwulan berikutnya

setelah seluruh persyaratan setiap triwulan terpenuhi.

Paragraf 2
Pemotongan, Penundaan, Penghentian dan/atau

Pembayaran Kembali Dana Desa

Pasal 109

Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan
persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 101
sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa
tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun

anggaran berikutnya.

Bagian Keenam

Penyaluran pada Akhir Tahun Anggaran

Pasal 110

KPA BUN Transfer Dana Perimbangan, KPA BUN
Transfer Non Dana Perimbangan, dan KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa dapat menyusun pedoman

pelaksanaan TKDD pada akhir tahun anggaran.

Pedoman pelaksanaan TKDD pada akhir tahun
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain menginformasikan mengenai tata cara penyampaian
dan penerimaan laporan realisasi penggunaan dana dari

daerah dan batas akhir penyaluran TKDD.
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Pedoman pelaksanaan TKDD pada akhir tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat

akhir bulan November.

BAB VI

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN
PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban TKDD

Pasal 111

Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa, KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) huruf e kepada
Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
konsolidasi laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (10) huruf b kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan setiap bulan paling lambat

tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 112
Dalam  rangka  pertanggungjawaban  pengelolaan
BA BUN TKDD, Pemimpin PPA Pengelolaan BUN
menyusun Laporan Keuangan TKDD sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan TKDD.
Laporan Keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun oleh Direktorat Pembiayaan dan

Transfer Non Dana Perimbangan selaku Unit Akuntansi
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dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum

Negara Pengelolaan TKDD menggunakan sistem aplikasi

terintegrasi.

Dalam rangka penatausahaan, akuntansi, dan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA

BUN Transfer Dana Perimbangan, KPA BUN Transfer

Non Dana Perimbangan, dan KPA Penyaluran DAK Fisik

dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan Tingkat

KPA dan disampaikan kepada Pemimpin PPA BUN

Pengelolaan TKDD.

Untuk menyusun laporan keuangan tingkat KPA

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA BUN Transfer

Dana Perimbangan dan KPA BUN Transfer Non Dana

Perimbangan dapat menunjuk dan menugaskan unit

organisasi pada Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terkait

dengan penyusunan laporan keuangan.

Unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Unit

Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum

Negara Transfer Dana Perimbangan dan Unit Akuntansi

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara

Transfer Non Dana Perimbangan.

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan TKDD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN

selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
tingkat KPA dengan ketentuan sebagai berikut:

a. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan
disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi
anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pedoman
rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan

keuangan;
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laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan
disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN
Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan
jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
tata cara penyusunan dan penyampaian laporan
keuangan BUN; dan

ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan
penyampaian laporan keuangan tingkat KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode
semesteran dan tahunan diatur dengan Peraturan

Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan TKDD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun dan

menyampaikan laporan keuangan tingkat Koordinator

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan

ketentuan sebagai berikut:

a.

laporan keuangan tingkat Koordinator KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode
semesteran dan tahunan disusun setelah dilakukan
penyampaian data elektronik akrual transaksi DAK
Fisik dan Dana Desa selain transaksi realisasi
anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi
terintegrasi;

laporan keuangan tingkat Koordinator = KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode
semesteran dan tahunan disampaikan kepada PPA
BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan jadwal
penyampaian laporan keuangan yang diatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
dengan memperhatikan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan

penyampaian laporan keuangan BUN; dan
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c. ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data
elektronik akrual transaksi DAK Fisik dan Dana
Desa selain transaksi realisasi anggaran transfer,
penyusunan dan penyampaian laporan keuangan
tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa periode semesteran dan tahunan diatur
dengan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan.

Pasal 113

Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi

anggaran TKDD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

dan Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran

TKDD dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan

Pemerintah Daerah.

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua

Pelaporan Dana Desa

Pasal 114
Kepala Desa  menyampaikan laporan  realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap
penyaluran kepada bupati/walikota.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian
output tahun anggaran sebelumnya; dan
b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian
output tahap I.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling

lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
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Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun
anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output
setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat
menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada
bupati/walikota untuk selanjutnya dilakukan
pemutakhiran data pada aplikasi.

Bupati/walikota dapat mendorong proses percepatan
penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal 115

Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi

penyaluran dan  laporan  konsolidasi  realisasi

penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri

Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi.

Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi

realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Laporan realisasi penyaluran dan  laporan
konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

b. Laporan realisasi penyaluran dan laporan
konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahap I.

Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas)

hari sejak Dana Desa diterima di RKUD.
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Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Januari
tahun anggaran berjalan.

Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juli
tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas
waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala KPPN selaku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat
meminta bupati/walikota untuk melakukan percepatan
penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk

selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

BAB VII

PEDOMAN PENGGUNAAN TKDD

Pasal 116

Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan
material atas penggunaan TKDD.

Transfer ke Daerah digunakan untuk mendanai urusan
yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi,
kabupaten, dan kota yang terdiri atas urusan wajib dan
urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penggunaan Transfer ke Daerah oleh Pemerintah Daerah
dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung  jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 117

Penggunaan Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 116 ayat (2), terdiri atas:
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a. penggunaan yang bersifat umum; dan

b. penggunaan yang sudah ditentukan.

Bagian Kesatu

Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum

Pasal 118

Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, terdiri

atas:

a. DBH PBB;

b. DBH PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29;

c. DBH SDA Minyak Bumi 15,5% (lima belas koma lima
persen);

d. DBH SDA Gas Bumi 30,5% (tiga puluh koma lima

persen);

DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi;

DBH SDA Mineral dan Batubara;

DBH SDA Perikanan;

5o o

DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
Hutan (IIUPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
i. DAU; dan

j. DID.

Pasal 119

(1) Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a,
diprioritaskan untuk mendanai penyelenggaraan urusan
pemerintahan wajib baik yang berkaitan dengan
pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar.

(2) Jenis wurusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan

dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan menentukan terlebih
dahulu indikator kinerja serta capaian kinerja dari

setiap program dan kegiatan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 120

Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a sampai
dengan huruf i, paling sedikit sebesar 10% (sepuluh

persen) dianggarkan untuk Alokasi Dana Desa.

Besarnya DBH yang dialokasikan sebagai Alokasi Dana
Desa dihitung berdasarkan dokumen penganggaran
dan/atau dokumen perubahan anggaran penerimaan

DBH yang diterima di RKUD.

Pasal 121

Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a sampai
dengan huruf i setelah dikurangi Alokasi Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1)
dialokasikan untuk belanja Infrastruktur Daerah.
Belanja Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit sebesar yang ditetapkan
dalam Undang-Undang mengenai APBN.

Belanja Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan belanja yang langsung terkait
dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan
publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan

kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan
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mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik
antardaerah.

Besaran belanja Infrastruktur Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dihitung dari total belanja modal
dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja
modal dan pemeliharaan untuk aparatur seperti
pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung
pemerintahan yang mempunyai fungsi utama pelayanan
administratif dan kendaraan dinas.

Pembatasan alokasi belanja Transfer ke Daerah yang
penggunaannya bersifat umum untuk Infrastruktur
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) menjadi dasar evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah mengenai APBD provinsi oleh Menteri
Dalam Negeri dan Rancangan Peraturan Daerah

mengenai APBD kabupaten/kota oleh gubernur.

Pasal 122

Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan belanja
Infrastruktur Daerah yang bersumber dari Transfer ke
Daerah  yang  penggunaannya  bersifat umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari tahun
anggaran berkenaan.

Penyampaian laporan belanja Infrastruktur Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat

penyaluran DAU bulan Maret.

Pasal 123
Dalam hal Transfer ke Daerah yang penggunaannya
bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117
huruf a digunakan untuk pemberian hibah dan/atau
bantuan sosial kepada pihak lain, diutamakan untuk

meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
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(2) Pemberian hibah dan/atau bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan

Pasal 124

Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b, terdiri

atas:

a. DBH CHT;

b. DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi;

c. DBH SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk
dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Aceh;

d. DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka
Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat;

e. Dana Transfer Khusus;

f. Dana Otonomi Khusus;

g. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi
Khusus Papua dan Papua Barat; dan

h. Dana Keistimewaan DIY.

Pasal 125

Pemerintah Daerah mencantumkan sumber pendanaan atas
setiap program/kegiatan yang didanai dari Transfer ke
Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dalam APBD,
Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD.

Pasal 126

Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga

Penggunaan Dana Desa

Pasal 127
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
peningkatan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Desa.
Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa
yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
Prioritas  penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan pedoman

umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 128

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh
bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari
Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja

dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 129
Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2)

setelah mendapat persetujuan bupati/walikota.
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Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), bupati/walikota memastikan
pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi
prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah
terpenuhi.

Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan

Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 130
Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana
Desa.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan
pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan oleh menteri teknis terkait.

Bagian Keempat

Penggunaan Sisa Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pasal 131
Sisa DBH CHT tahun anggaran sebelumnya digunakan
untuk mendanai kegiatan DBH CHT sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 132
Dalam hal terdapat sisa DAK dan/atau DAK Fisik
sampai dengan Tahun Anggaran 2016 pada
bidang/subbidang yang output kegiatannya sudah
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tercapai, maka sisa DAK dan/atau DAK Fisik tersebut

dapat digunakan dengan ketentuan:

a. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada
bidang/subbidang yang sama; dan/atau

b. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada
bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan

daerah,

dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran

berjalan.

Dalam hal terdapat sisa DAK dan/atau DAK Fisik pada

bidang/subbidang yang output kegiatannya belum

tercapai, sisa DAK dan/atau DAK Fisik tersebut
dianggarkan kembali dalam APBD tahun anggaran
berikutnya dengan ketentuan:

a. untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran
sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian
output dengan menggunakan petunjuk teknis pada
saat output kegiatannya belum tercapai; atau

b. untuk sisa DAK dan/atau DAK Fisik lebih dari 1
(satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan
untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada
bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah
dengan menggunakan petunjuk teknis tahun
anggaran berjalan.

Kepala Daerah menyampaikan laporan penggunaan sisa

DAK dan/atau DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan

wilayah kerjanya setelah berakhirnya pelaksanaan

tahun anggaran.

Laporan penggunaan sisa DAK Fisik sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Rekapitulasi

SP2D atas penggunaan sisa DAK Fisik dalam bentuk

dokumen elektronik.

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa meneruskan laporan sebagaimana dimaksud
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pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan melaui Koordinator KPA Penyaluran DAK

Fisik dan Dana Desa.

Pasal 133
Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 pada RKUD
kabupaten/kota wajib disetor oleh Daerah ke RKUN
melalui Bank/Pos Persepsi dengan cara penyetoran
penerimaan negara bukan pajak secara elektronik
melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan
Pajak Online (SIMPONI) paling lambat bulan Juli Tahun
Anggaran 2017.
Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa Dana BOS yang
ditetapkan berdasarkan dokumen sumber Laporan Hasil
Monitoring Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 pada
Pemerintah Daerah penerima alokasi Dana BOS Tahun
Anggaran 2011 yang diperoleh dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Rincian Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Tata cara penyetoran Sisa Dana BOS Tahun Anggaran
2011 ke Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai tata cara
penyetoran penerimaan negara.
Ketentuan penyetoran melalui Sistem Informasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi
Daerah yang belum menyetorkan sisa Dana BOS Tahun
Anggaran 2011 melalui Surat Setoran Bukan Pajak

(SSBP).
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Pasal 134

Kepala Daerah wajib menyampaikan bukti penyetoran
pengembalian sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus
Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Daerah belum mengembalikan sebagian atau
seluruh Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) sampai
dengan bulan Juli tahun 2017, maka sisa Dana BOS
Tahun Anggaran 2011 tersebut diperhitungkan dengan
penyaluran DAU dan/atau DBH Tahun Anggaran 2017.

Pasal 135

Sisa Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan pada
Tahun Anggaran 2016 dapat digunakan untuk
mendanai kegiatan peningkatan kapasitas
ketenagakerjaan yang sama sesuai kebutuhan daerah
dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran
2016.

Lebih salur Dana Peningkatan Kapasitas
Ketenagakerjaan pada Tahun Anggaran 2016 yang
disebabkan karena adanya perubahan alokasi dalam
Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016,
diperhitungkan pada penyaluran DAU dan/atau DBH
tahun anggaran berikutnya.

Penghitungan lebih salur Dana Peningkatan Kapasitas
Ketenagakerjaan pada Tahun Anggaran 2016 ditetapkan
dalam Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara
Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan c.q.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 136

Sisa Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

pada Tahun Anggaran 2016, digunakan untuk mendanai
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kegiatan yang sama sesuai kebutuhan daerah dengan
berpedoman  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor
160/PMK.07/2016 tentang Pedoman Umum dan Rincian
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.

Pasal 137

Sisa Dana Desa yang ada pada RKUD dianggarkan kembali
untuk disalurkan ke desa pada tahun anggaran berikutnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

(1) Dalam hal Daerah mengalami kesulitan likuiditas
sebagai akibat dari realisasi penerimaan Daerah tidak
mencukupi, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan
sisa dana Transfer ke Daerah yang sudah ditentukan
penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 124 untuk mendanai kegiatan yang sudah
ditetapkan dalam APBD.

(2) Sisa dana Transfer ke Daerah yang sudah ditentukan
penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan akumulasi sisa dari tahun-tahun anggaran
sebelumnya.

(3) Pemanfaatan sisa dana Transfer ke Daerah yang sudah
ditentukan penggunaanya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), hanya dapat dilakukan untuk memenubhi:

a. kewajiban pembayaran atas kegiatan yang sudah
dikontrakkan dan selesai dilaksanakan;

b. kebutuhan belanja daerah pada saat realisasi
penerimaan daerah tidak mencukupi untuk
mendanai kegiatan yang tidak dapat ditunda
pembayarannya; dan/atau

c. kebutuhan belanja untuk kegiatan yang menjadi
prioritas daerah yang telah ditetapkan dalam APBD.

(4) Besaran pemanfaatan sisa dana Transfer ke Daerah

yang sudah ditentukan penggunaannya sebagaimana
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dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sebesar kebutuhan
belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pemanfaatan sisa dana Transfer ke Daerah yang sudah
ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggarkan kembali sesuai dengan
peruntukannya dalam APBD tahun anggaran berikutnya

sebagai prioritas pertama.

Pasal 139

Rincian jenis dan besaran atas pemanfaatan sisa dana

Transfer ke Daerah yang sudah ditentukan penggunaannya

dicatatkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

tahun anggaran berkenaan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 140
Laporan pemanfaatan sisa dana Transfer ke Daerah
yang sudah ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 138 disampaikan oleh Kepala
Daerah kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Laporan pemanfaatan sisa dana Transfer ke Daerah
yang sudah ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. latar belakang penggunaan sisa dana transfer yang

sudah ditentukan penggunaannya.

b. jenis dan jumlah sisa; dan
c. rincian pemanfaatan dan besarannya.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

143, 2017, No.537

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah

Pasal 141

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara
berkala terhadap kinerja keuangan Daerah.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian kinerja
berdasarkan indikator kesehatan keuangan daerah,
hasil capaian dari program/kegiatan, pengelolaan
keuangan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai pemeringkatan kesehatan fiskal

dan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 142

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
melaksanakan  pemantauan dan evaluasi atas
penggunaan Transfer ke Daerah yang penggunaannya
sudah ditentukan.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan data laporan yang telah
disampaikan oleh Daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan
Direktorat = Jenderal  Perbendaharaan  melakukan
pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan DAK
Fisik dan Dana Desa menggunakan data yang
bersumber dari KPPN berdasarkan laporan yang

disampaikan oleh Daerah.
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Pemantauan dan evaluasi Transfer ke Daerah yang
penggunaannya sudah  ditentukan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemantauan dan
evaluasi transfer ke daerah yang sudah ditentukan

penggunaannya.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Pemantauan dan Evaluasi oleh Kementerian Keuangan

Pasal 143
Kementerian Keuangan c¢.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama
dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi melakukan pemantauan atas
pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap:
a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata
cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan
laporan konsolidasi penyerapan Dana Desa;
d. sisa Dana Desa di RKUD; dan
e. pencapaian output Dana Desa.
Dalam hal terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh
aparat pengawas fungsional di daerah, Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
melakukan pemantauan untuk mempercepat proses

penyaluran Dana Desa.
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Pasal 144

Pemantauan terhadap penerbitan peraturan
bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan
penetapan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dilakukan untuk
menghindari penundaan penyaluran Dana Desa setiap
Desa untuk tahap I.

Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan
bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa meminta bupati/walikota untuk melakukan
percepatan penetapan peraturan dimaksud.

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/walikota
dalam rangka percepatan penetapan peraturan
bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan

penetapan Dana Desa setiap Desa.

Pasal 145
Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari
RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143
ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan
penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat
penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa dapat memberikan teguran kepada
bupati/walikota.
Ketidaksesuaian penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dapat berupa:
a. keterlambatan penyaluran; dan/atau
b. tidak tepat jumlah penyaluran.
Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak
tepat jumlah penyalurannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) harus segera disalurkan ke RKD oleh
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bupati/walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
menerima teguran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2).

Pasal 146

Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi
penyaluran dan  laporan  konsolidasi  realisasi
penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menghindari
penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran
berikutnya.

Dalam hal bupati/walikota terlambat dan/atau tidak
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa dapat meminta kepada Bupati/Walikota
untuk melakukan percepatan penyampaian laporan
dimaksud.

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/walikota
dalam rangka proses percepatan penyampaian laporan
realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi

penyerapan Dana Desa.

Pasal 147

Pemantauan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf d dilakukan
untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum
disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran
sebelumnya.

Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terjadi karena bupati/walikota
belum menerima laporan realisasi penyerapan Dana
Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114
ayat (2) huruf b, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa meminta kepada
bupati/walikota  untuk  memfasilitasi  percepatan

penyampaian laporan dimaksud.
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(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terjadi karena perbedaan jumlah
Desa, bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan
kelebihan salur Dana Desa dari RKUN ke RKUD kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa dengan tembusan Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan.

Pasal 148

Pemantauan capaian output sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui

capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 149

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana

Desa melakukan evaluasi, terhadap:

a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa
oleh kabupaten/kota; dan

b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi

realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa.

Pasal 150

(1) Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran
Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a
dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa
setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap
Desa oleh kabupaten/kota, Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta
bupati/walikota untuk melakukan perubahan peraturan
bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
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Perubahan peraturan bupati/walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Perubahan peraturan bupati/walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran

Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 151

Evaluasi terhadap laporan realisasi penyaluran dan
laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 149 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran
realisasi penyaluran, penyerapan dan capaian output
Dana Desa.

Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari
90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (4) dan realisasi penyerapan Dana
Desa kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) serta
capaian output kurang dari 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (5), Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada

bupati/walikota.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi oleh Bupati/Walikota

Pasal 152

Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas

sisa Dana Desa di RKD.

(1)

Pasal 153
Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas

sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 152 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari

30% (tiga puluh persen), bupati/walikota:

a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai
sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk
melakukan pemeriksaan.

Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh

persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun

anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa

tahun anggaran sebelumnya.

Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam

rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa,

dalam hal:

a. bupati/walikota belum menerima dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 ayat (2);

b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153; dan/atau

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat
pengawas fungsional di daerah.

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap

penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan
sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya.

Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang

akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa

tahap I tidak dilakukan.
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Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun
anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga
puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
Bupati/walikota melaporkan Dana Desa yang tidak
disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa.

Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali
pada tahun anggaran berikutnya.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di
daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi
penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana
Desa.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

Pasal 155

Bupati/walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang

ditunda dalam hal:

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a telah
diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
kurang dari atau sama dengan 30%; dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1)

huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan



(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

151 2017, No.537

berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat
disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di
RKUD.

Bupati/walikota melaporkan sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Bupati/walikota memberitahukan kepada Kepala Desa
yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling lambat akhir bulan November tahun anggaran
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam
rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
Bupati/walikota menganggarkan kembali sisa Dana
Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke
RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun
anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut
diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran
Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran
berjalan.

Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan
penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun
anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan
permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang
belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat
minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa
tahap [ dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa

tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD
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sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat
bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan
permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap 1
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa
tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD
tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 156

Bupati/walikota melakukan pemotongan penyaluran
Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi
penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b, masih
terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga
puluh persen).

Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran
Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

Bupati/walikota melaporkan pemotongan penyaluran
Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 157

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Dana

Desa dalam hal terdapat:

a. pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari
bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
147 ayat (3);

b. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari
bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 154 ayat (5) dan Pasal 155 ayat (3); dan/atau

c. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari
bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 156 ayat (3).
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(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilakukan sebesar kelebihan salur Dana Desa pada
tahun anggaran berjalan.

(3) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 147 ayat (3) digunakan untuk menutup
kekurangan penyaluran Dana Desa yang diakibatkan

pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 158

(1) Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan
yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya
kegiatan DAK Fisik di daerah, maka DAK Fisik dapat
dialokasikan kembali pada tahun anggaran berikutnya
sesuai mekanisme penganggaran APBN.

(2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan
kementerian/lembaga teknis melakukan verifikasi atas
nilai DAK Fisik yang tidak terlaksana karena bencana
alam dan/atau kerusuhan di daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan dan  kementerian/lembaga  teknis
menyampaikan rekomendasi pengalokasian kembali
DAK Fisik pada tahun anggaran berikutnya kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan.

Pasal 159

Dalam hal terdapat kelalaian dalam proses pengelolaan
TKDD yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan,
maka terhadap pihak yang lalai tersebut dapat dikenakan
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sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 160

Bendahara Umum Daerah/Bendahara Pengeluaran
Daerah/Bendahara Desa selaku wajib pungut pajak
penghasilan dan pajak lainnya wajib menyampaikan
rekapitulasi atas pemotongan dan penyetoran pajak
penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara semesteran kepada Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Juni
untuk semester pertama dan paling lama 14 (empat
belas) hari kerja setelah bulan Desember untuk

semester kedua.

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa menyampaikan daftar daerah yang tidak
menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan
penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktorat
Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal

Perbendaharaan.

Berdasarkan daftar daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dapat
melakukan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH
sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya DAU
dan/atau DBH yang akan disalurkan pada periode

berikutnya.

Pasal 161

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN, Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat
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melakukan penundaan, pemotongan, dan/atau
penghentian penyaluran TKDD sebagian dan/atau

seluruhnya.

TKDD yang penyalurannya ditunda sebagian dan/atau
seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk
dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran

berikutnya.

Pasal 162

Dalam hal terdapat perubahan struktur dan/atau

nomenklatur TKDD, pengelolaan TKDD yang mengalami

perubahan dimaksud, diatur dengan ketentuan sebagai

berikut:

a.

perubahan struktur dan/atau nomenklatur yang secara
substansi tidak berbeda dengan jenis TKDD dalam
Peraturan Menteri ini maka mekanisme penyaluran dan
pelaporannya  ditetapkan oleh  Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan dengan mempertimbangkan
mekanisme yang sudah ada dalam Peraturan Menteri ini
dengan pertimbangan dari kementerian teknis terkait;

dan

perubahan struktur dan/atau nomenklatur yang secara
substansi berbeda dengan jenis TKDD dalam Peraturan
Menteri ini, pengelolaannya diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 163

Ketentuan mengenai:

a.

persentase pembagian DBH PBB antara provinsi,
kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (3);

format laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH
SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dan rekapitulasi

laporan tahunan penggunaan tambahan DBH SDA
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Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (4) dan ayat (8);

format laporan realisasi penyerapan dan laporan
realisasi penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a dan huruf b;

format laporan realisasi penyerapan dan laporan
realisasi penggunaan Dana BOP PAUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2);

format laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru
PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4);

format laporan realisasi penyerapan dan laporan
realisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 ayat (7);

format Laporan realisasi penyerapan dan laporan
realisasi penggunaan Dana BOKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3);

format laporan realisasi penyerapan dan laporan
realisasi penggunaan Dana PK2UKM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3);

format Laporan realisasi penyerapan dan laporan
realisasi penggunaan Dana Pelayanan Adminduk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2);

format Rekapitulasi SP2D DAK Nonfisik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), Pasal 88 ayat (5),
Pasal 91 ayat (8), Pasal 92 ayat (4), Pasal 93 ayat (4), dan
Pasal 94 ayat (5);

format laporan realisasi penyerapan DID sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf c, dan ayat (5);
format laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi
Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97
ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b, dan ayat (5) huruf b;
format laporan realisasi penyaluran Dana Desa, laporan
konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100

ayat (1);
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n. tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output,
volume output, satuan output dan capaian output
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (7) dan
Pasal 102 ayat (5);

o. format laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102
ayat (2);

p. format LKT dan LRT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 ayat (1) huruf a;

q. format laporan belanja Infrastruktur Daerah yang
bersumber dari Transfer ke Daerah yang
penggunaannya bersifat umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 122; dan

r. format laporan pemanfaatan sisa dana Transfer ke
Daerah yang sudah ditentukan penggunaannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 164

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
Pengelolaan TKDD sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal
Perbendaharaan baik secara bersama-sama maupun sendiri-

sendiri sesuai dengan kewenangannya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 165

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini:

a. Penyaluran DAK Fisik per bidang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 83 untuk Tahun
Anggaran 2017, berlaku ketentuan sebagai berikut:
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penyaluran triwulan I paling lambat tanggal 31 Mei.
laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output
kegiatan DAK Fisik per bidang tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
ayat (1) huruf a angka 2 disampaikan oleh Kepala
Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan dalam bentuk data
elektronik (softcopy) melalui Aplikasi Inovasi DAK.
berdasarkan laporan realisasi penyerapan dana dan
capaian output kegiatan DAK Fisik per bidang tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
angka 2, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
menyampaikan rekomendasi penyaluran DAK Fisik
triwulan I Tahun Anggaran 2017 kepada Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa.

batas waktu penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan Pasal
83 untuk Tahun Anggaran 2017, berlaku ketentuan
sebagai berikut:

a) triwulan I paling lambat tanggal 19 Mei;

b) triwulan II paling lambat tanggal 21 Juli; dan

c) triwulan III paling lambat tanggal 20 Oktober.
penyampaian rekomendasi terhadap kegiatan DAK
Fisik yang pembayarannya tidak dapat dilakukan
secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
83 ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2017 paling
lambat bulan April.

penyampaian laporan realisasi penyerapan dana dan
capaian output, daftar kontrak kegiatan dan/atau
bukti pemesanan barang atau bukti sejenis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (10)
untuk Tahun Anggaran 2017 disampaikan oleh
Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA
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Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat
tanggal 19 Mei.

b. Penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (4) dan ayat (5), serta Dana TP Guru PNSD,
DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5) dan ayat (6) untuk
triwulan I, triwulan II, dan semester [ dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 48/PMK.07 /2016 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana  Desa sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

c. Penyaluran DID untuk Tahun Anggaran 2017 dan
penyaluran Dana Otonomi Khusus untuk tahap I Tahun
Anggaran 2017 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 48/PMK.07 /2016 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa.

d. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 99 untuk tahap I Tahun Anggaran 2017, berlaku
ketentuan sebagai berikut:

1. penyaluran paling cepat bulan April dan paling
lambat bulan Juli 2017;

2. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1)
huruf a disampaikan oleh Kepala Daerah kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur  Jenderal
Perimbangan Keuangan; dan

3. berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran Dana
Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 2,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
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menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana Desa
tahap I Tahun 2017 kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui
Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa.
Penyampaian laporan belanja Infrastruktur Daerah yang
bersumber dari Transfer ke Daerah yang penggunaannya
bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122
untuk Tahun Anggaran 2017 disampaikan paling lambat
31 Juli 2017 dan menjadi syarat penyaluran DAU bulan
September 2017.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 48/PMK.07 /2016 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1850); dan

ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 42 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 167

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG

PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

PERSENTASE PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH

Persentase
g : ' Sektor Pertambangan, Panas
Nomor Provinsi Sektor Perkebunan Sektor Perhutanan ‘Buimi, dan Sektor Laihmya
Provingi |Kab/Kota | Total |Provinér |Kab/Kota | Total |Provinsi |Kab/Kota | Total

1 Provinsi Aceh 10.00 30,00 | 40.00 8,75 26,25 | 35.00 7.50 22,50 | 30.00
2 Provingi Sumatera Utara 2,00 38,00 [ 40.00 1,75 33,25 | 35,00 1,50 28,50:| 30,00
3 Provinsi Sumatera Barat 10.00 30,00 [ 40,00 15:00 20.00 | 35,00 10,00 20,00 | 30.00
4 Provingi Riau 8,00 32,00 | 40.00 7.00 28,00 | 35,00 6,00 24.00.| 30,00
o Provinsi Kepulauan Riau 8,00 32,00 | 40,00 7.00 28.00 | 35,00 5,00 24.00 | 30.00
6 Provingi Jambi 12,00 28,00 | 40.00 10.50 24,50 | 35,00 ‘9,00 21.00.| 30.00
7 Provinsi Sumatera Selatan 8,00 32,00 | 40,00 7.50 27.50 | 35.00 5,00 25.00| 30,00
8 Provingi Bangka Belitung 8,00 32,00 | 40.00 7.50 27,50 | 35,00 5,00 25,00.| 30,00
9 Provinsi Bengkufn 8,00 32,00 | 40,00 6,00 29,00 | 35,00 5,00 24.00 | 30.00
10 Provinsi Lampung 3,00 32,00| 40.00 7.00 28,00 | 35,00 6,00 24,00.| 30,00
1l | Provinsi DKl Jakarta 40.00 - | 40,00 33.00 -] 35,00 30,00 =] 30.00
12 Provingi Jawa Barat 2,00 38,00 [ 40.00 1,75 33,25 | 35,00 1,50 28.,50:| 30,00
13 Provinsi Barten. 8,00 32,00 [ 40,00 7.00 28.00 | 35.00 5,00 24,00 | 30.00
14 Provingi Jawa Tengah 6,67 3333 40.00 7.00 28,00 | 35,00 6,00 24,00.| 30,00
15 Provinsi DI Yogyakarta 667 3333 | 40.00 7.00 28.00 | 35,00 5,00 24,00 | 30.00
16 | Provinsi Jawa Timur 5,00 35,00 | 40.00 5,00 30,00 | 35,00 5,00 25,00.| 30,00
17 Provinsi Kalimantan Barat 5.00 85,00 [ 40,00 5,00 30,00 | 35.00 5,00 25.00 | 30.00
18 | Provingi Kalimantan Tengah 12,00 28,00 | 40.00 10,50 24,50 | 35,00 '9,00 21,00.| 30,00
19 | Provinsi Kelimantan Selatan 8,00 32,00 | 40.00 7.00 28,00 | 35,00 5,00 24,00 30.00
20 Provingi Kalimantan Timiur 5,00 35,00 | 40.00 5,00 30,00 | 35,00 5,00 25,00.| 30,00
21 Provinsi Kalimartan Utara 5.00 35,00 | 40,00 5,00 30,00 | 35.00 5,00 25.00 | 30.00
22 Provingi Sulawesi Utara 10,00 30,00 | 40.00 10,00 23,00 | 35,00 7,50 22,50.| 30,00
23 | Provinsi Gorontaly 10,00 30,00 | 40,00 10.00 25,00 | 35,00 7.50 22,50 | 30.00
24 Provingi Sulawesi Tengah 3,00 32,00 [ 40.00 7.00 28,00 | 35,00 6,00 24,00.| 30,00
25 | Provinsi Sulawesi Selatan 4.00 36,00 | 40,00 3,50 31,50 | 35,00 3,00 27,00 30.00
26 Provingi Sulawesi Barat 3,00 37,00 40.00 2,50 32,80 | 35,00 2,50 27,50:| 30,00
27 | Provingi Sulawesi Tenggara 4.00 36,00 | 40.00 3,50 31,50 | 35,00 3,00 27,00 | 30.00
28 | Provinsi Bali 5,00 35,00 | 40.00 5,00 30,00 [ 35,00 5,00 25,00.| 30,00
29 Proving Nusa Tenggara Barat 5,00 35,00 | 40.00 5,00 30,00 | 35.00 5,00 25,00 30.00
30 | Provinsi Nusa Tenggara Timiur 5,00 35,00 | 40.00 5,00 30,00 | 35,00 5,00 25,00.| 30,00
31 | Proving Maluku 10,00 30,00 | 40,00 10,00 25,00 35,00 7.50 22,50 30,00
3% Provingi Malukn Utara 4.00 36,00 | 40.00 3,50 31,50 | 3500 3,00 27,00 | 30,00
38 Proving Papua 10,00 30.00 | 40,00 10,00 25,00 | 3500 7,50 22.50 | 30,00
34 Provinsi Papua Darat 4.00 36,00 | 40.00 4.00 31,00 | 3500 3.00 27,00 | 30.00

www.peraturan.go.id
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FORMAT LAPORAN TAHUNAN PENGGUNAAN
TAMBAHAN DBH SDA MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

LAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN DBH SDA MIGAS
DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS
PROVINST ... laTAHUN ANGGARAN ... 19

Yang bertanda tangan di bawah ini .., 2 menyatakan bahwa saya bertanggung
jawab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Tambahan Dana Bagi hasil
Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi ini dengan rimcian, sebagai
beriknt:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

Triwulan [ : Rpand)
Triwulan [T : Rp..4)
Triwulan [ : Rp...5)
Triwulan [V « Rp... 6)
Jumlah L Rp...7

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melahii SP2D Daerah

Realisasi Pembayaran dari RKUD melalui

SPOD Dacrah Sisa Capaian Cuiput (%8
. - — — = Anggaran
ot Regiatar®l, | Lolast TriwulanT! [Triwtilan | Triwnlan Ku.nly.laul Kegiatan | Yolume Perseritase
b i fiict] setiap o) 1301 13e
Triwulan 881
A. | Bidang/Program Pendidikan
1| | Rp... Rp... | Rpen | Rp... | &p...

B. | Bidang/Program Kesehatan dan Perbaikan Gizi

I | Rpiuns Rp.w | Rpus Rp. R
Dst,

e | Bidang/Program Pembangunan

1 | Rp.. Rp.. | Rp.. | Rp.. Rp...
Dst. ‘

D, | Bidang/Program Lainnya
Dst.,
Jumlah 4 Rp.. Rpin Rp. - Rp.w Rpuw

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam
laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN

NO. URAIAN

la-b. | Diisi sesuai dengan mnama provinsi dan tahun anggaran yang

dilaporkan.
|2 Diisi olel gubernur daerah provinsi yang bersangkutan.

3. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum
daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.

4. Diisi sesuai dengan jumlab dana yaug diterima rekening kas umunm
daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan 1L

S. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas wmum
daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan [I1,

G. Diisi sesuai dengan jumlali dana yang diterima rekening kas umum
daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV,

7. Diisi sesuai dengan jnmlah keseluruhan dana yang diterima rekening
kas umum daerah dar rekening kas umum negara sampai dengan
triwulan akhir laporan.

8. Kolom diisi sesuai dengan rincian kegiatan bersangkutan.
Kolom diisi sesuiai dengan rincian lokasi kegiatan dilaksanakan.

10. Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pemibayaran ke pihak ketiga

dari rekening kas umum daerah melalni SP2D daerah pada triwulan I.
11 Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga
dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan I1.

12. Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga
dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan I[11.

13. Kolom diisi sesnai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke
pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah
pada tahun anggaran bersangkutamn,

13a. Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa anggaran untuk setiap kegiatan.

13b, Kolom diisi dengan volume capaian keluarvan (oufpuif) setiap bidang/
program.

13c¢. Kolom diisi dengan persentase capaian keluaran (outpud) setiap bidang/
program,

14. Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing
kolom.

15, Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.

16. Diisi sesuai dengan bupati/walikota daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan.

17. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.

18. Diisi sesuai dengan nama kepala dacrah bersangkitan,

www.peraturan.go.id
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FORMAT REKAPITULASI LAPORAN TAHUNAN PENGGUNAAN
TAMBAHAN DBH SDA MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

REKAPITULASI
LAPORAN TAHUNAN PENGGUNAAN TAMBAHAN DBH SDA MIGAS
DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS BAGIAN KABUPATEN/ KOTA
SE-PROVINSI ... W TAHUN ANGGARAN ... 0

Yang bertanda tangan di bawah ini ... ? menyatakan bahwa Rekapitulasi Laporan
Penggnnaan Tambahan Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas
Bumi ini dibuat berdasarkan laporan yang disampaikan oleh kabupaten/kota,
dengan rincian sebagai berikut:

Penyaliran dari RKUD Provinsi

Triwulan 1 :Rp..2
Triwulan I1 : Rp..®
Triwulan 11 . Rp...9
Triwulan IV . Rp...®
Jumlah ‘Rp..»
Bidang] Reahéaai ) Rr:ahsam - ‘ Sisa Capaian Cuiput
Na. Program 9 Rl;erxgex;znbaan di . Pembayaran darllm Angia‘zran VoI‘uJ:ue Bersentase
s [Kata RKUD Kab/Kata lal 1o
Eabupaten/Kota ... 121
1 Rpun Rpw Ry
2 Rpiu Rp... Rpiu
Dst. | v Rp... Rp... Rp...
Jumlaly 13 RBp... Rp... Rp...
Kabnpaten/i{ota
1 Ep... Rp Ep...
2| Rp... Rp... Rp...
Dst. | Rp.o Rp:: Rp.
JJarnlah R Rp... Rp..:
Dst-
Jumlaly %I | ®p... | Bp... | ®p...

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga dalam rekapitulasi laporan
ini, disimpan oleh kabupaten/kota sesnai dengan ketentnan yang berlaku untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional,

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

e
ves H6}

17

18

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN

NO, URALIAN

la-b, | Diisisesuai dengan nama provinsi dan tahun anggaran yang dilaporkan.,

2 Diisi olel gubernur daerah provinsi yang bersangkutan..

3. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan dari rekening kas
umum daerah provinsi ke rekening kas nmum daerah kab/kota pada
triwulan 1.

4. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan dari rekening kas
umum daerall provinsi ke rekening kas nmum daerah kab/kota pada
triwalan [1.

S. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan dari rekening kas
umum daerall provinsi ke rekening kas nmum daerah kab/kota pada
triwalan [I1..

6. Diisi sesuail dengan jumlalh dana yang disalurkan dari rekening kas
umum daerah provinsi ke rekening kas umum daerah kab/kota pada
triwalan [V,

7. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yangdisalurkan dari

rekening kas umum daerah provinsi ke rekeming kas umum daerah
kab/kota sampai dengan triwulan akhir laporan.

Kolom diisi sesuai dengan bidang/ program vang dilaksanakan.

9. Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi penerimaantambahan DBH
SDA Migas di rekening kas nmum daerah kab/kota,

10. Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga
dari rekening kas umum daerah kab/ kota.

11. Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa anggaran untuk setiap bidang/
program.

11a. Kolom diisi dengan volume capaian keluaran (oufpui) setiap bidang/
program.

11b, Kolom diisi dengan persentase capaian keluaran (ouipui) setiap bidang/

programi.

12, Diisi sesual dengan mnama kabupatenf/kota dalam provinsi yang
bersangkutan,

13. Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan masing-masing kolom
nilai nuntuk setiap kab/kota,

14. Baris diisi sesuai dengan jumlah keselarnhan dari masing-masing kolom
kab/ kota.

15. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.

16. Diisi sesuai dengan gubernur daerah provinsi yang bersangkutan.

17. Ditandatangani dan dicap basah oleh gubermur daerah provinsi yang
bersangkutarn..

18. Diisi sesuai dengan nama gubernur daerah provinsi yang bersangkutan,

www.peraturan.go.id
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BOS

SAMPAI DENGAN SEMESTER

Yang bertandatangan dl bawah loi .. ........ ...
BOS ini, dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
)

PROVINSI .

Kumulatif Sisa Penerimaan Dana BOS dan Rekening Kas Umum Penyaluran Dana BOS dani RKUD Provins) ke
Dana BOS di Negara (RKUN) Jumlah Sckolah Sisa Dana BOS i
RKUD Provinsy Dana BOS di RKUD Provinsi
Na, Kabupaten, Kota e I— : ™ T T —— E—— Triwalan....
semester | Tewulen 1] | ryignitan 1 W | Triwalan v | Prownsi triwalan/ | semester... | Triwulan.../ Semente..
sebelumnya Semes Semester 1l # ini Semester.,
w [ [ 5 W m [ el L [ W) s )
L

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

pengawas (ungsional,

Tempat oo ©), Tanggal ....-.cooee. .m
Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangar ... ... 8
Provinsi.. .

(tanda tangan asli dan stempel basah) ©

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN

NO. URAIAN

Diisi nama provinsi.

2 Diisi triwulan atau semester berkenaan dan Laporan dibuat per
triwulan atau per semester (tidak digabung).
Daerah tidak terpencil : triwulanan,

Daeraly terp’cncil' : semesteran.
3 Diisi taliun anggaran berkenaan.
4 Diisi oleh Kepala Biro/ Badan/ Dinas pengelola keuangan.
5 atan Diisi kabupaten/ kota di lingkup wilayah provinsi,
Kolom (2)
6 Diisi tempat dibuatnya laporamn.
7 Diisi tanggal dibuatiya laporan,
8 Diisi sesual nomenklatur instansi pengelola keuangan.
9 Diisi tanda tangan asli dan stempel basah,
10 Diisi nama lengkap penandatangan laporan,
11 Diisi NIP penandatangan laporan.

Kolom (3) | Diisi seluruh sisa BOS yang terdapat pada Rekening Kas Umum
Daerah s.d. friwulan sebelumnya.

Kolom Diisi jnmlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang
4, (5). Salur) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas
(6), dan | Umum Daerah (RKUD) yang diterima pada triwualan atau semester
(7) berkenaan.(4), (5), (6), dan (7).

Kolom (8) | Diisi jumlah Kumulatif Sisa Dana BOS di RKUD Provinsi s.d.
triwulan/ semester sebelumnya ditambah jnmlah penerimaan
Dana BOSdan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari RKUN ke
RKUD. (8) = (38) + (4) + (5) + (6) * (7).

Kolom (9) | Diisi jumlah knmrulatif penyaluran BOS (termasuk Dana
Cadangan) ke satuan pendidikan dasar s:d. triwulan/semester
sebelumnya.

Kelom (10) | Diisi jumlah penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan BOS) ke
satuan pendidikan dasar pada triwulan atau semester berkenaan.
Jumlah ini harus sama déngan jumlah yang tercantum pada
Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOS Tahun
Anggaran ... pada tonwulan/semester berkenaan.

Kolom (11) | Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS ke satuan pendidikan
dasar sampai dengan triwulan/semester berkenaamn.
(11) = (9)+(10).

Kolom (12) | Diisi jumlah kumulatif sisa BOS yang terdapat pada Rekening
Kas Umum Daerah s.d. triwulan berkenaan. (12) = (8)-(11).

Untuk penomeran kolom menyesuaikan dengan penyaluran sesuai dengan:

Daeral tidak terpencil : triwulanan.
Dagrah terpencil © semesteran,

www.peraturan.go.id
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PROVINSI . ensae B

SAMPAI DENGAN SEMESTER . .. 2 TAHUN .. L@
Yang bertandatangan di bawah ini ........covie v ) menyatakan bahwa saya bertanggung jawalb penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Dana
BOS ini, dengan rincian sebagai berikut:
Keburihan Riil Penyeluran
Dana BOS | Lebih /Kurang
No. | Kabupaten/ Kota Jumlsh Sekolali Jumlah Siswa Kebutuhan Dana BOS dari RKIJD | Salur Dana
Provinss ke BOS*)
SD | SMP | SMA | SMK | SD SMP SMA SMI SD SMP SMK Jumlah Sekolalx 4)
1 2 = 8= 9= 15 = 4
d % i u 3 A T & 5 " (7wt v (8% it o] V0w eoot] | ) I#TEH34] s skl
1 | Rabo kot vow® | e | i | s | v
2 | Kab./Kota wiis | wvee | svem
dst, i N i 1
Jumlah

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pibak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional,
Dermikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sisa Duna BOS di REUD Provinsi s.d_pesiode sebelumnya
Penerimaan Dana BOS dari REUN ke BKUD Prownsi periode ini
Total Demin BOS yenig ada di RRUD Provinsi

Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Sekolal %)

Sisn Datio BOS i RKUD Provinsi

Tempat ....uoieemerne ©), Tanggal ........coveee n
Kepala SKPD teknis ....
Provinsi.....cc....... mn

(tanda tangan asli dan stempel basah) ©F

Kebutuhan il Dana BOS

s, _oo (1)
Lebih/Kusang Salur Dans BOS *4

v 1D

Keterangan
% Penyalaran Dema BOS dari RKUD Provinsi ke Sekolah (d) harus smma dengan jumlah kolom 16,
) Lebih/Kurang Salur Dana BOS (¢) harus sema dengsn jumlsh kolom 17
Selisih lebih : Jika dema di REUD Provinsi lebib besar dari kebutuhan riil Dana BOS (d > )
Selisih kurany, : Jika dena di RKUD Provinsi lebih kecil dars kebutuhan risl Dana BOS (d s )

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN
NO. URAIAN
1 Diisl pama proviosi.
2 Diisi triwulan atau semester berkenaan dan Laporan dibuat per

triwulan atau per semester (tidak digabung).
Daerah tidak terpencil : triwulanan.

Daeval terpencil : semesterain.
3 Diisi tahun anggaran herkenaan.
A Diisi oleh Kepala SKPD teknis.
5 atau Diisi kabupaten/kota di lingkup wilayall provinsi.
Kolom (2)
6 Diisi tempat dibuatnya laporan.
7 Diisi tanggal dibuatnya laporan.
8 Diisi sesuai nomenklatur instansi pengelola keuangan.
9 Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
10 Diisi nama lengkap penandatangan laporan.
11 Diisi N1P penandatangan laporan.

Kolom Diisi jumlah sekolah penerima BOS sesuai Kebutuhan Riil.
(3)s (4),
(5). dan
(®)
Kolom Diisi jumlah siswa penerima BOS sesuai Kebutuhan Riil
(7). (8},
(9), dan
(10)
Kolom Diisi jumlah Kebutuhan Riil masing-masing jenjang sekolah
(11), (12), | umlah siswa x unit cost)
(13), dan
(14

Kolom (15) | Diisi jumlah Kebutuhan Riil seluruh jenjang sekolah.
(15) = (11) + (12) + (13) + (14)

Kolom (16) | Diisi jumlah penyaluran Dana BOS (termasuk Dana Cadangan
BOS) ke satuan pendidikan dasar pada triwulan atau semester
berkenaan.

Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada
Datftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOS Tahun
Anggaran .,.. pada triwulan/semester berkenaan,

Kolom (17) | Diisi jumlah Lebih/Kurang Salur Dana BOS.
(11) = (16) - (15).
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BOP PAUD

LAPORAN REALISAS] PENYERAPAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... 1
TAHUN ANGGARAN ...12)

Yang bertanda tangan di bawah ini ... ¥ menyatakan balwa saya bertanggung
jawab penuli atas kebenaran Laporan Realisasi PenyerapanDana BOP PAUD ini
dengan rincian, sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Sisa Dana BOP PAUD Tahun Anggaran Sebelumnya : Rp @
- Penyaluran Dana BOP PAUD Tahun Anggaramn ... : Rp®
- Penyaluran Dana Cadangan BOP PAUD Tahun Anggaran ... : Rp ®

Jumlah - Rp'™

Realisasi Penyaluran BOP PAUD ke Satuan Lembaga PAUD melalni SP2D
Provinsif Kabupaten/ Kota

- Tahun Anggaran ... :Rp @
Pengembalian Dana BOP PAUD ke RKUD ‘Rp @
Sisa Dana BOP PAUD : RpUo) =7H8)+9)

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam
laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional,

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.
Tempat. ...01, Tanggal ...(.2)
Kepala Biro/ Badan/Dinas Pengelola
Keuangan...03)

(tanda tangan asli dan stempel basah) (14)
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PETUNJUK PENGISIAN

NO. URAIAN

Diisi nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota'dan talian anggaran.

Diisi tahun anggaran berkenaan.

Diisi oleh Kepala Biro/ Badan/ Dinas Pengelola Keuangan..

Diisi sisa Dana BOP PAUD Tahun Anggaran Sebelumnya

U | £ W (N

Diisi jumlah transfer Dana BOP PAUD dari Rekening Kas Umum Negara
ke Rekening Kas Umum Daerah.

Diisi jumlah transfer Dana Cadangan BOP PAUD dari Rekening Kas
Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

7 | Diisi total transfer Dana BOP PAUD dari Rekening Kas Umum Negara ke
Rekening Kas Umum Daerah

8 Diisi jumlah penyaluran Dana BOP PAUD ke satuan lembaga PAUD pada
tahun anggaran berkenaan.

Jumlal ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D
yang diterbitkan untuk penyaluran Dana BOP PAUD Tahun Anggaran
berkenaan.

9 Diisi jumlah pengembalianDana BOP PAUD ke Rekening Kas Umum
Daerah

10 | Diisi jumlalh sisa Dana BOP PAUD.

o}

11 | Diisi tempat dibuatnya laporaa.

12 | Diisi tanggal dibuatnya laporamn.

13 | Diisi nama jabatan.

14 | Diisi tanda tangan asli dan stempel basah,

15 | Diisi nama lengkap penandatangan laporan.

16 | Diisi NIP penandatangan laporan.

www.peraturan.go.id



173 2017, No.537

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BOP PAUD

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)
PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA ... 1
TAHUN ANGGARAN ...©®

No, Jenis Lemibaga Jumlah Jumlah Kebutunhan Dana
PAUD Lembaga Peserta BOP PAUD
(1) (2) (&) {4) (5) = (4) = vnif cost
1 PAUD
2 TK
3 (lainnya)
Jumlal
Realisasi Permasalahan
No. Penggunaan Dana Jumlah Persentase dalam Penyaluran
BOP PAUD Dana BOP PAUD
(1) (2) (3) (4) (5).
1 Kegiatan
Pembelajaran
2 Kegiatan Pendukung
Pembelajaran
3 Kegiatan Lainnya

o po TE

Sisa Dana BOF PAUD di RKUD Kab/Kota Penyaluran Talun Sebelumaya  : Rpu..
Transfer Dana BOP PAUD dari RKUN ke RKUD Kab/Kota Tahun ind i Rpa.
Total Dana BOP PAUD yang ada di RKUD Kab/Kota ¢ R
Total Kebutuhan Dana BOP PAUD ¢ Rpo.
Kurang Salur Dana BOP PAUD ¢ R

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.
Tempat ..., Tanggal ...
Kepala SKPD teknis ...

(tanda tangan asli dan stempel basah)
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FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN DANA TP GURU PNSD

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN
DANA TUNJANGAN PROFESI GURU (DANA TP GURU) PNSD
PROVINSI/KAB/KOTA:
MESTER ......... TA. 20.. (BAGIAN 1)
Yang bertanda tangan di bawah ini .. bahwa saya berf jawal) perub atas kebenaran Laporan Realisasi Pembayaran Dana TP Guru PNSD ini dengan rincian, sebagai berilut:
Triwulan [
Peeyaluran ke Fas eslizas Pambayaran alsh Kas Dagrah Eakurangan Pachayaran Towulas |
hw%@lg-u ey i . T [Peogublipn wﬁtﬁnlu m‘}" Ph
& e (et |0t | Jwwsn | Rbeus, | Mars | STV Tant iotmer Trrwlan Fal 2t plomse | mien | Femsn | Mew | G Taisl
D | Tawatan 1 i
[ @ 3 - ] £ B W | e |oesHemie | o na T fial 5] il =] sl SRR |
v
[BLE
ey %
B SR
AUREAR TURIART
Triwulan 1T
Ponaluren o s Rontiaam Pambeyastosieh 10 Dasrah Keeurangan Pamisayaran - Trivaian i}
& "
o B [ Trerd & [Progmbnlins | SzaLashy T
L e P T Mo | dum |G il [lomor D WRTal" | men, | e T " P Yoial
e ||| Sl Terwaln 1
t @ @ 6 e} ® @ 8 G518l o) i o 03 8l 04 e 118 un | BYBAH
b
(e B
SLE
NE
Bl [EWI
TOMLER IR
Bukti-bukti realm:’u pembeyman kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan mi, disimpan sesnai dengan ketentnan yang berlakn untuk kelengk dnimi dan k 1
apara engawas
gennkun laperan mnpdihuat dengan uebenatnyn
Keterangan 1
1. Farmai laporan tersebut di atas adalah urituk penode laparan semu I (Januari s.d. Juni) dan Semester II‘S uli 8.d. Desember) Tempat, ....oovveie )
2. ?omul Laparan tersebut diatas adalali contoh untuk Semester [, sedangkan untuk format laperan semester 1) perlu disesuaikan l(cpara Biro/Badan/Dinas Pengelela Kenangan
Penamaan
3. Dalam hal betvmmgmkﬂlhporﬂnadnlnhdlbawnhudmﬂmmymgba‘mdnmn adalah Eselon 1l atau Eselon ]
Atas nm%& Daerah, ol (tanda tangan dan stempel)
4, Daerah dapat menambahkan keterangan yang diperlukan dalam lembar tersendiri
Hﬁl)lul Jelas

-178 -

FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN DANA TP GURU PNSD

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN
DANA TUNJANGAN PROFESI GURU (DANA TP GURU) PNSD
PROVIN'SI/ KAB K()‘mA

SEMESTER
Yang bertanda tangan di bawal ini ... 1y bahwa saya b Jawab penuli atas keb: Dana TP Guru PNSD my dengan rincian. sebaga berilart:
Towulan [
BULAY ANUAR BULAN  FEBRUARI BULAN MARET CARRYOVER.
PG, ML AUMLA JUMLAH JOMLAE UM JOMLAH JUMLAH JUMLAH KETERANIAN
ABIKAN X 3 1 % i k
oo | offfe | wo | oo | Bl | o | olife | oBffe | e | ol | B |
MENEFIMA MENERIMA MENERIMA MENEFIMA MENEFIMA MENERIMA MENERIMA MENEFMA
n [E] i3 [CRERE] 18 160 Th=raHel [ [Z] TTa~rartist no (12 (3= 1 1+E 4]
S N 3
ST pk:nmw yang dranggap
NP
S
MK
SN
JORLAR
Triwulan 0
BULAN APRIL BULAN MEI BULAN JUNT CARRY OVER
: I g ) 4 JUMLAH ML )
AN |l e @mﬁ“ﬂ"ﬂu o | SRS m"n;v'g%fm oy | SR e J&é‘{’ N | rom tﬂgéfn}nc :‘%{:@G AL e
o MENERIMA wBER werE s MERERMA KR
0] i@ 3 4FERE 5 ) FSI4e) ® @ (MU 14 1 1042 3
T T dapal
2 m:lnm yeng dumgesp
SR
BLE
M
ENE
JUNLAR
Bukti bukti realivasi pembayazan kepada pibak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang bedals untulk keleng dan keperl
f) aparet pengawas fungsional
emhau laporm i dibunat dengan sebmnmya
u adalah gura berhak menerima Dana TP Guru PNSD dan telab memennli ps Tempat, ...oouiiei. o @000e
3 Furmat E}‘;{w wne{ul dx Jm:ﬁ untuk periode laporan Semester 1 (Januari s.d., Jur) dan Semx:u!:r n lJull s.d. Desember) chufs Biro/Baden [ Dinas Pengelala Keuangan

(tande tangan dan stempel)
Hama Jelas
NIP
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FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN DTP GURU PNSD

LAPORAN REALISASI PEMBAYA
DANA TAMBAHAN ll:gll‘}OHASILATI:I GURU [DTP GURU) PNSD
MESTE we e TAL 20... -(BAGLI\N ]
Yang bertanda tangan di bawah ini ... bahwa saya ber Jjawah pennb atas kehenaran Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD ini dengan rincian, schagai berilot:
Triwulan 1
el k. Fanlisas: Pambayacan dleh Kas Daerah Rekrrangan Sorchayarn Trivba |
Siaa + Toral.
Labity [0 Tanggsl b [Paogembalian wﬁﬁ_ reng (P R 4
AR | loreogl | demane | e | e | Mo |GV Total mﬁ&ﬂm ol St | R PATE | nus | Pabus | Maa | STV Tital
Triwulan |
[T ] & T u] & 5 W | @ |ererertis | ou ) L TR 3 ] % i) TR AT kil i
il
] L
(BN jo LY
SR i3
TORAFT RTRLAET
Triwulan 11
i Pustliim Jo e Raslissel Perbayacan wloh e Duarab Kekurangan Pentayarsn Triwlan 1
k:;‘h‘ RIS | st o, | Jesans P Carmy oSl [ i T&L’E‘Ef ;’!?{E‘ﬂ fenuang Carry
rienilag ) P"‘,.{,,'“' Sren Fendiien April Mot dun [F¥ Total %w FF Fondaian Apni Mor Jun vt “Total
i et 1
W @ @ @ ) © @ | o |oesmeme [ o [ LR 03 ual 4 sl wy | un | UeLSE
Lid
T
&3
SWE IR
plasi= ) TUMCAR
Buki-| hukn realisasi pembayaran kepada pibak ketiga yang tercantum dalam laporan iny, disimpan sesuai dengan ketentnan yang berlakn untuk kelengk ds 1 dan k I
E aparat pengawas fun,
1an h omn ini dibuat dengan Bebmnrnya‘
Keterangan «
1. Format l,apot an tersebut di atas pertode laporan Semesm [(Januan s.d. Juni) dan Semester 11 [Juli s.d, Dewember) TEmPat, ..riceonersresrieese2Oinin
2, Farmal Lapnran l.u'acl:ul diatas. .dn!sh comoh uuluk Semester [, sedangkan untuk format laporan semester Il perlu di; Kepnfa Biro/Badan [ Dinas Pengelola Keuangan
8 )dmha.l ymu f)awmang terkail laporan adalali di hawah eselon Tl maka yang hertande tengen adalal Eselon 11 atau Eselon 1 .
nama Kepala Dacrah. {tarida tangan dan stempel)
4, Dner dapar yang diperlukan dalam lembar tersendin
Nama Jelas
NP
- 175 -
FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN DTP GURU PNSD
LAPORAN REALISAS] PEMBAYARAN
DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU [DTP GURU| PNSD
PROVINSI/ KAB4I{OT
SEMESTER .. A. 20...... (BAGIAN 1
Yang bertanda tangan di bawah ini ... menyatakan bahwa saya bertanggung jawaly penuh atas kel; Laporan DTP Guru PNSD ini dengen rincian, sebagai herilcut:
Triwulan |
BULAN, ANUAR! BULAN FEBRUARI BULAN  MARET CARRY OVER
JEHIANG IUMLAH ) u JUMLAH Ju) J JUMLAT KETERANGAN
EENDIDIRAN. | o{jRUl fANE | ol gﬁm oTAL ale e | ofEt e AL HI.E') TANG JUEHI‘YAIS\G TOTAL GU§MZ| oURL VAl ToTAL
B s uiﬁi A Mﬂ%}v‘}l‘uﬁ el Ve e i 28 Mg‘{rﬁlm
(£} 2 @ (Y (L] ] (PFESIH8) (] £} (RO {10 (13 A= AHL) [E5]
TR o E
=0 wﬂ““‘" yeng disnggap
ENE
BLE
SRR
TR
TORERT
Teiwulan
BULAN - APFIL BULAN 1 ME} BULAN : JUNT CARRY OVER
PRRBEY | ol a%%;\?ﬂc - it | ol '{Ea oml ol e ﬁ%@ oL Gjﬁj W | 1%;5 ol (e,
el | wERERIs il | wBREES e Wit il | iR
W 2 @ MR8 (3 Gl (PFS146) © Ll (10=(3HF Ly g L= L2y 19
R T dapal &
Fis} m‘m
SHIE
SIE
ENA
BN
JURALAH
Bukti bukti realisasi pembayazan kepada pibak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang bedals untuls keleng dan keperl
emeriksaan aparat pengawas fungsional

Emhom laporan ini dibuat dengan sehenarnya.

1 J m adalah y berhak menerima DTP Goru PNSD dan telab enuln pereyeratan TEPat, .eonuervesessssseness@Osies
g ggrmat Ef”“ 1 ul d.l -g‘;dva:g mﬂ’tuk periode laparan Bemm‘:aterl (Jmunn o?gnun-ll i PSanesmty I (Juli s.d. Desemiber) Kepnﬁl‘ﬂuv’ /Badan/Dinas Pengelola Keuangan
‘ormat aran

(tanida tangan dan stempel)

Nama Jelas
NP
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FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN DANA TKG PNSD

LAPORAN REALISASI PEMBAYA
DANA TUNJANVI_l)Ag /KHUS[U‘§ %(\JRU [DAN'A TKG] PNSD

(BAGU\N ]
Yang bertanda tangan di bawah ini ... bahwa saya ber Jjawsh pennub atas kehenaran Laporan Realisasi Pembayaran Dana TKG PNSD ini dengan rincian, schagai berilat;
Triwulan 1
el k. Foalisasi Pambayaran deh Kas Gasrah Kokuranan Pormbayaran Trivrulau |
S Sisa Total
A Juslah | Taogat ) ) ’ spaembellan, o/ Rinang. [Porongan 570 : ) )
L lliipos Fonpalar Peafine (RS | s | Pobmar | Mare | BTV Totat % Rdast A o | s | Pebruat | Mew | FTY “Tatad
o @ =) i ) ) W | B |erereeree | o i L e =] s \B a% s TR AT ' 41N
[V o
e ]
) i
MR T
AT TOMIAET
Triwulan 11
Mvngx;nﬁh Kae Relignal Pambeypacan afeh Ken Disal Hakew ramgen Pembavace Triwelan 11
Lify) Kumsng, & [Peagecialian 'i";,‘;‘.“/ o
J&UD et (o | apad Me | i |G Toast oo 2 Towiaall | phella | P PEl | e | apel i | Gy il
m (el 13 o £} i | e |isSTHEHTTHE o) o =4 o s i i (gl na | PERRIEES!
ST
B e
TH
[SHR [EWA
(SR 8
[PTIVILER HUMLE
Bukh—hulm realisasi Wﬂdn pihak ketiga yang tercantum dalam laporan mni. disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untule Ty i dan
as
Bﬂn;hmhp(mml’dltﬁ: it dengaa sebenarmya.
Keter;
1 qrma.l laporun ferachut di atas adalah urituk periode laporan Semester | (Januan s.d. Jum] dan Semester l'lﬁduh #.d. Desember) Tem ng“ i
2. ’ ‘ormal Laperan tersebut dunnu adalal contoh untuk Semester |, sedangkan untuk format laperan semester U perta disesuaikan Keparn i engelola Kenangan
Penamaen
3. Dalam hal bawcmmg terkait laparan adalal di bawah eselon 1) maka yang bertanda tangan adalah Eselon [T atau Eselon ]
Atas. nama Iﬁeppiu Daerah. (tanda tangan dan stempel)
4. Dacrah dapat yang diperluken delam lembar tersendiri
Nama Jelas
NP
- 177 -

FORMAT LAPORAN REALISAS] PEMBAYARAN DANA TKG PNSD

LAPORAN REALISASI PEMBAYARA
DANA TUNJANGAN KHUSUS GURU (DANA TKGI PNSD
PROVINSI/ KAB4I OTA:
SEMESTER .. A, AN 1)
Yang bertanda tangan di bawah mi ... menyatalan bahwa saya bertanggung, jawab penuh atas leehenaran Laporan Realisasi Pembayaran Dana TKG PNSD ini dengan rincian, sebagai berikut:
Triwulan |
BULAN, ANUAR! EULAN FEBRUARI BULAN MARET CARRY OVER
JANG Ty
PRNDIDIAN. | GURTANG | aiRTae oL it ke odgryms TETAL soEd e cdw'f;nc- TeTAL R e »:-é%c ToTAL WEER R
eiElen | BRI udierin | BN MENER VN ERan | wERERL
m ] [E] [LEERE] [E] [ TTLGTHB ] ] [EUTRLaLE] 2] [E=] T (L)
H TSl
w twangan e hengest
e
E
ENA
SR
JTRLAH
Triwulan
BULAN - APFIL BULAN 1 ME} BULAN : JUNT CARRY OVER
AT 7 3 7
L capast | oM s TURLAN JURILAM JUIMLAN _TUMLAM JUMLAN RETERANGAN
5 | Ry L GURG YA AL GURUYANG | GOEU TANG TotaL GURUVANG | GORL YAN oL
il | i i, | il udidl | S iy | LS,
W 2 3 MI=214(9) (34 8l (PF(S146) @ 19 (103 H) ny ug 3= L3y (19
TR T
* s
Bl
L
ERA
WK
TUMAR
Bukti bukti realivasi pembayazan kepada pibak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang bedals untuls kelengk inistrasi dan keper]
B oril aparat pengawas fun,
ermikian laporan i dibuar dengan sebmamya
1 Jum Em’nadqlah guru berhak menerima Dana TKG PNSD dan telah memembi Tem) ievesrans
g 'l‘;nrmat LaP;r ul d.l -laa ndva':g untuk periode laporan Semester | (Januari od Junl) dmwsgem I (Juli s.d. Desemiber) Kepala Bﬁ: Badan/
. Format.
(tanda tangan dan stentpel)
Nama Jelas
NIP
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BOK

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA ... (4 TAHUN ANGGARAN ... 115
SAMPAI DENGAN TRIWULAN /SEMESTER ... @

Yang bertanda tangan di bawalh ini ... 3 menyatakan bahwa saya bertanggung jawalb penuh
atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOK ini dengan rincian, sebagai
berikut:

A. Sisa BOK di Rekening Kas Umum Daerahtahun sebelumnya : Rp @

B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Triwulan /Semester | - RBp ®
- Triwutlan 11 Rp @
- Trwttlan 11T/ Semester  Rp ]
- Triwitlan IV “Rp ®
Jumilah ¢ Rp @ @HeHDE)

C. Realisasi Periyaluran BOK ke Puskesmas/Rumali Sakit/Rumah Tunggu
Persalinan melalui SP2D Provinsi/Kabupaten /Kota

- KRumulatif s,d Triwulan /Semester sebelumnya . Rp (o)

- Triwulan/Semester ini » Rp (1)

- Kumulatif s.d Triwulan /Semester inl R_p' (12) = (10)+{1 1)

- Persentase penyaltitan DY) = hare)

D, Pengembpalian ke RKUD “ Rp )

E. Sisa BOK di RKUD s.d, Triwulan/Semester ini . Rp (LB) = (ArHE)-(12)F (L4

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga vang tercanbim dalam laporan ini;
disimipan sesuai dengan keterituan yang berlakn untuk kelengkapan administras: dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional,

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya
Ternpat ...08), Taniggal ... 07
Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola
kenangan (19)

(tanda tangan asli dan stempel basali) (19
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PETUNJUK PENGISIAN
NO, URAIAN
la-b. | Diisi sesuai dengan nama provinsi/kabupaten/kota dan tahun anggaran
yang dilaporkan.
2 Diisi sesuai dengan triwulan/semester yang dilaporkan.

Diisi oleh Kepala Biro/Badan/ Dinas Pengelola Kenangan.

4. Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana BOK di RKUD yang belum
dignnakan pada tahun anggaran sebelumnya.

3. Diisi sesuai dengan jumlah dana BOK yang disalurkan dari rekening kas
umnim negara ke rekening kas nmuin daerah pada triwnlan/semester 1.

6. Diisi sesuai dengan jumlah dana BOK yang disalurkan dari rekening kas
umum negara ke rekening kas mmum daerah pada triwulan/semester 11,

7. Diisi sesuai dengan jumlah dana BOK yang disalurkan dari rekening kas
umum negara ke rekening kas nmum daerah pada triwulan 111,

8. Diisi sesuai dengan jumlah dana BOK yang disalurkan dari rekening kas
umum negara ke rekening kas nmnm daerah pada triwulan IV,

9. Diisi sesuai dengan jumlah keselarnhan dana BOK yang disalurkan dari
rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah sampai
dengan triwalan/ semester akhir laporan.

10. Diisi jumnlah komulatif penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah
Sakit / Rumah Tunggn Persalinan s:d. triwulan sebelnmrya.

11 | Diisi jumlah penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/ Rumah
Tunggn Persalinan triwulan berkenan.

Jumlal ini harns sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar
SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOK Tahun Anggaran
berkenaan pada triwulan berkenaan.

12. | Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah
Sakit/ Rumah Tunggu Persalinans.d. triwulan berkenan,

13. | Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOK ke Puskesmas/Ruamal
Sakit/ Rumah Tunggn Persalinan s.d. semester berkenaan dibagi dengan
jumlah penerimaan negara s.d. triwulan [V

4. | Diisi dengan jumlah dana BOK vyang tidak terpakai oleh
Puskesmas/ Rumah Sakit/ Rumah Tunggu Persalinan yang dikembalikan
ke RKUD

I5. | Diisi jumlah kummulatif sisa BOK yang terdapat pada Rekening Kas
Umum Daerah s.d. triwulan/semesterberkenaan.

16. Diisi tempat dibuatnya laporan.

17. | Diisi tanggal dibuatnya laporan.

18. | Diisi nama jabatan.

19. Diisi tanda tangan asli dan stenipel basah.

20. | Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan.
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BOK

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA ..
SAMPAI DENGAN TRIWULAN/SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN ..

Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan

o, Jesiin Wegistin Jumilah Penerima | Pagu APBN/ Jumlah i i P Qutput ian antara DPA SKPD

Manfast () APENP Manifaat () Penggunasn dengan Petunjuk Teknis x:,":f‘h*;

YA TIDAK
10 11 12

Jumlah | Satuan (Rp.) Jumlah Satuan (Rp.)
5 6 8

2 3 4
Bantuan Operasional
1 Kesehat s | Puskesmas

o
"

PR
:

1 G i T
2 oo st
n Akreditasi Rumah Sakit
1 Bimbmgan Teknig
2 . dst
m Akreditasi Puskesmas o | Puskesmas
1 Bimbingan Teknis
.. dst

Rumah Sakit

Operasional Rumali
3 e

‘

Mengetahni,
Kepala SKPD teknis...

- 181 -

Kodefikasi Masalal:

g
=3
(e}

Masalah
Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana Kegiatan
Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
0 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

- O XN NP WN -

Keterangan

1 Pelaksana DAK adalah SKPD Provinsi terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang DAK masing-masing
2 Bidang DAK sesuai dengan Peraturan Menteri Kenangan (PMK)

3 Jenis Kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing bidang DAK

4 Kolom 18 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan kode masalah yang tej:

* Satuan penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing bidang DAK
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BOKB

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA BANTUAN QPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)
KABUPATEN/KOTA ... UTAHUN ANGGARAN ...©2)
SAMPAI DENGAN SEMESTER ..,

Yang bertanda tangan di bawah ini ... 4 menyatakan bahwa saya bertanggung
jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOKB ini
dengan rincian, sebagai berikut:

A. Sisa BOKB di Rekening Kas Umnm Daeralitahun sebelumnya : Rp ©

B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Semester [ : Rp (6)
- Semester II : Rp @
Jumlah : Rp (8] = (6)+(7)

C. Realisasi Penyaluran Dana BOKB ke Balai Penyuluhan KB
melalui SP2D: Kabupaten/ Kota

- Semester | :Rp @
- Semester Il { Rp U0
- Kumulatif ¢ Rp (1) =@1#00)
= Persentase penyaluran 1 (% w2=aune
D. Pengembalian ke RKUD ¢ Rp 3
E. Sisa Dana BOKB di RKUD ¢ Rp (14 =@+e)-11+13)

Bukti-hukti tealisasi pembayaran kepada pilak ketiga yang tercantom dalam
laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku nntuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Teml)at .__HS)’ Tanggal (16),
Kepala Biro/ Badan/Dinas pengelola
kenangan7)

(tanda tangan asli dan stempel basah) (18)
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PETUNJUK PENGISIAN

NO. URAIAN

1. Diisi nama kabupaten/kota.

2. | Disi tahun anggaran.

3. Diisi semester berkenaan.

4. | Diisioleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Kenangan.

5. | Diisi sesuai dengan jnmlah sisa dana BOKB di RKUD yang belum
digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.

6. | Diisi jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening
Kas Umum Daerah pada semester [.

7. Diisi jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening
Kas Umum Daerah pada semester IL

8. | Diisi jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening
Kas Umum Daerah pada semester | dan/atau 1L

9. Diisi jumlah penyaluran BOKB semester .

Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D
yang diterbitkan nntuk penyaliran BOKB Tahnun Anggaran berkenaan
pada semester [.

10. | Diisi jumlah penyaluran BOKB semester [I.

Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantnm pada Daftar SP2D
yang diterhitkan untuk penyaluran BOKBTahun Anggaran berkenaan
pada semester [I.

11. | Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKBmelalui SP2D Kabupaten/Kota
s.d. semester herkenan.

12, | Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOKBke Balai Penytiluhan
KB s.d. semester Il dibagi dengan jumlah penerimaan negara s.d.
semester [[

13. | Diisi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai oleh Balai
Penyuluhan yang dikembalikan ke RKUD

14. | Diisi jumlah sisa Dana BOKB semester [ dan/atau semester II.

15. | Diisi tempat dibnatnya laporan.

16. | Diisi tanggal dibuatoya laporan.

17. | Diisi pama jabatan.

18. | Diisi tanda tangan asli-dan stempel basali.

19. | Diisi pama lengkap dan NIP penandatangan laporan.
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-182-

- 184 -

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BOKB

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
PROVINSI/KABUPATEN /IKOTA ...
SAMPAI DENGAN TRIWULAN/SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN ...

AWK =
)

=0 R NOUD LN -

o

Perencanaan Kegjatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan
Persentase
; : Jumlsh Penerima | Pagu Jumlah Penerima Realisasi Kesesuaian antara DPA SKPD . )
No, Jenis Kegiat Output
id A ST Maufast () APBIP Manfaat (4 Penggunaan L dengan Pewunjuls Tekns S
Masalah ()
Jumiah | Satuen | (Rp.) Jumlah | Satuan (Rp.) % YA TIDAK
1 3 1 5 3 7 8 B 10 11 1z
1 Penyuluhan Keluarga
5 [
2 | ..odst
11 | Distribusi Obat & Alat
Kontrasepsi . Faskes
1 | Bimbi Teknis
2 dst.
m Penggerakan Program Balni
T [
2 [ ..dst
Total
Terpat ...... Tanggal
Mengetalui,
Kepala SKPD tekms ..,
{ )
NIP
- 185 -
Kodefikasi Masalah :

Kode Masalah

Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis

Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD

Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana Kegiatan
Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D

Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

lerangan

Pelaksana DAK adalah SKPD Provinsi terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang DAK masing-masing
Bidang DAK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Jenis Kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing bidang DAK

Kolom 18 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan kode masalah yang tersedia
Satuan penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing bidang DAK
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA PK2UKM

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA PENINGKATAN
KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (PK2UKM)
PROVINSL.. WTAHUN ANGGARAN ... @

SAMPAI DENGAN TAHAP ... ©

Yang bertanda tangan di bawaly ini ... % menyatakan babwa saya bertanggung jawalb
penuli atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana PK2UKM ini dengan ringiant,

sebagai berikut:
Sisa PK2UKM ci Rekening Kas Urminmn Daerah tahun sebeluninya

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara
= Tahap]
- Tahap 1)

Jumlah

Realisasi Penigglinaan Dana PK2UKM sesuai SP2D,

- Tahapl ' Rp:
- Tahap 1l ‘Rp
- Kumulatif ' Rp:
Pengembalian Dana ke RKUD Rp
Sisa Dana PK2UKM di RKUD ' Rp

Bulkti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini,
disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan

keperlnan pemeriksaan aparat pengawas [ungsional

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat -..011, Tanggal 15
Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola

ke uanigan s

(tanda tangan asli dan stempel basah) 07

Nama (18)
NiP

t Rp

. Rp
' Rp
“Rp

)

1G)
7

(B)=(G)+(7),

©)
(10)

(11) = (9)+(10)

(12)

(L3} = (SIH8)-(T1)+ (12)
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PETUNJUK PENGISIAN

NO. URAIAN

1 Diisi sesuai nania provinsi.

2 Diisi sesuai tahmno anggaran.

3 Diisi sesuai tahap berkenaan.

4 Diisioleh Kepala Biro/ Badan/Dinas Pengelola Kenangan.

S5 Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana PK2UKM di RKUD yang belum

digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.

6 Diisi sesuai jumlah transfer Dana PK2UKM dari Rekening Kas Negara ke
Rekening Kas Unium Daerah pada tahap 1,

7 Diisi sesuai jumlah transfer Dana PK2UKM dari Rekening Kas Negara ke
Rekening Kas Umunt Daeralh pada tahap 0.

8 Diisi sesuai jumlah transfer Dana PK2UKM dari Rekening Kas Negara ke
Rekening Kas Umum Daerah pada tahap | dan/atau II,

9 Diisi jumlah penggunaan Dana PK2UKM tahap L

10 | Diisi jumlah penggunaan Dana PK2UKM tahap IL.

11 | Diisi jumlah kumulatif realisasi penggunaan Dana PK2UKM s.d. tahap 11

12 | Diisi pengenibalian dana ke RKUD

13 | Diisi jumlah kumulatif sisa Dana PK2UKMyang terdapat pada Rekening
Kas Umum Daerah s.d. tahun anggaran berkenaan.

14 | Diisi tempat dibuatnya laporan.

15 | Diisi tanggal dibuatnya laporan.

16 | Diisi nama jabatan.

17 | Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.

18 | Diisi nama lengkap penandatangan laporan.
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PK2UKM

DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN

DAN MENENGAH (PK2UKM)
PROVINSL.,.. TAHUN ANGGARAN... TAHAP...

NO.

JENIS KEGIATAN

SASARAN (Jumlah)

PELATIHAN

PENDAMPINGAN

(ORANG)

(ORANG)

REALISASI
ANGGARAN

(1)

)

)

(9)

()

Demikian laporan ini dibuat denigan sebenarnya.

Tempat ..., Tanggal...
Kepala SKFD teknis

(tanda tangan ash dan stempel basah)

Nama
NIP
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PETUNJUK PENGISIAN

NO.

URAIAN

Diisi sesuai nania provinsi.

Diisi sesuai talln anggaran.

Diisi sesuai tahap berkenaan.

S| W N

Diisi tempat dibnatnya laporan.

Ui

Diisi tanggal dibuatnya laporan.

Diisi nama jabatan.

Diisi tanda tangan asli-dan stempel basal.

W~ D

Diisi nama lengkap penandatangan laporamn.
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA PELAYANAN ADMINDUIC

LAPORAN REALISASI PENYERAPANDANA PELAYANAN ADMINSITRASI
KEPENDUDUKAN (ADMINDUK)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA,.. " TAHUN ANGGARAN ... 2

Yang bertanca tangan di bawah [ni ... 3 menyatakan bahwa saya bertanggnng jawab
penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Adminduk ini dengan
rincian, sebagai berikut:

Sisa Dana Pelayaran Adminduk di Rekening Kas Umum Daerali

talun sebelumnya “‘Rp @

Penerimaan dart Rekening Kag Umum Negara

- 'Tahun Anggaran i Rp ®
Jumlah Rp ©

Realigasi Penigglnaan Dana Pelayanan Adminduk sesuai SP2DY
Provinsi/ Kabupaten/Kota,

- Tahun Anggaran .Rp m

Jumlah Rp @®
Pengembalian Dana ke RKUD 'Rp @
Sisa Dana Pelayanan Adminduk di RKUD : Rp (01=4+6)(8) +(9)

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercanbim dalam laporan ini,
disimpan sesual dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas [ungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat,., 10, Tanggal 02
Kepala Bire/Badan/Dinas pengelola
keuangan(1s)

(tanda tangan asli dan stempel basali) 24

Nama 18
NIP
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PELAYANAN ADMINDUK

Provinsi/ Kabupaten/Kota

. Nama Jumlah et | G T <
No. Kegiatan Anggaran Realisasi | Sisa Dana | Keterarigan
(9 (2 (3) (4) (S) (6)
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.
Tempat ..., Tanggal...

Kepala SKPD teknis

tanda tangan asli dan stempel basal

Nama
NIP
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PETUNJUK PENGISIAN

NO. URAIAN

1 Diisi sesuai nania provinsif/ kabupaten/kota..

2 Diisi sesuai tahmno anggaran.

3 Diisi oleh Kepala Biro/ Badan/Dinas Pengelola Kenangan.

4 Diisi sesuai dengan jumlah sisa Dana Pelayanan Adminduk di RKUD
yang belum digunakan pada tahnn anggaran sebelumnya.

5 Diisi transfer Dana Pelayanan Admindnk dari Rekening Kas Negara ke
Rekening Kas Umum Daerah pada tahun berkenaan.

6 | Diisi jumlal transfer Dana Pelayanan Adminduk dari Rekening Kas
Negara ke Rekening Kas Umum Daerali pada tahun berkenaan.

7 Diisi realisasi penggunaanDana Pelayanan Adminduksesnai SP2D pada
provinsi/ kabupaten/kota pada tahun berkenaan.

8 Diisi jumlah realisasi penggunaanDana Pelayanan Adminduksesuai SP2D
pada provinsi/ kabupaten/kota pada tahun berkenaan.

9 | Diisi pengembalian dana ke RKUD

10 | Diisi sisa danaterhadap realisasi penggunaan Dana Pelayanan Adminduk
s.d. tahun berkenaan

11 | Diisi tempat dibuatnya laporan.

12 | Diisi tanggal dibuatnya laporan.

13 | Diisi nama jabatan.

14 | Diisi tanda tangan asli dan stempel basah,

15 | Diisi nama lengkap penandatangan laporan,

www.peraturan.go.id
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FORMAT REKAPITULASI SP2D DAK NONFISIK

REKAPITULASI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG DITERBITKAN
UNTUK PENYALURAN DANA ...
SEMESTER/TRIWULAN ... TAHUN ANGGARAN ...

SP2D s - .
Na. Nilai (Rp) Ket.
Nomor Tanggal

Jumlah

Pengembalian Sisa Dana ke RKUD

Pengembalian

No. Nilai (Rp) Ket.

Nomor Tanggal

Jumlah

Tempat ..., tanggal ...

Kepala Biro/Badan/ Dinas
pengelola keuangan...!)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama ...
NIP

I) Diisi sesnai nomenklatur instansi pengelola keniamgan
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA .ovviviivaniinsmnnnins i )
TAHAP. ... viiniieivnanys CVTAHUN v veannenens @)
Yang bertanda tangan di bawah ini ..o, ) menyatakan bahwa saya

bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana
Insentif Daerah ini dengan rinecian, sebagai berikuit:

Realisasi Penyaluran dari RKUN:

a. Tahap 1 TRP v 3)
b. Tahap II PRP e 16)
Jumlah U RP cusene i
Penggunaan Dana
a. Realisasi Penggunaan Dana P Rp v @
b. Persentase Penggunaan Dana i e o Yol
] Jemnis Jourlah Realisast
No. Bidang i {égia tan Pemb’aygr?ﬂ dari RKUD
mielalui SP2D Daerah

1

2

3

4

5

Jumlah (19

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam
laporan ini, disimpan sesuai dengan Xketentuan yang berlaku untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarmya.

....................... BN e e e

Gubernur/ Bupati/ Walikota ... e e 12)

Tanda tangas ... ... SR— L
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PETUNJUK PENGISIAN

NO. URATAN
1. Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
o8 Diisi sesuai dengan tahap yang dilaporkan
3. Diisi sesuai dengan tahun alokasi Dana Insentif Daerah yang

dilaporkan,

Diisi sesuai dengan kepala daerali yang bersangkuitan, yakni:

a. Gubernur nntuk daerah provinsi;

b. Bupati untuk daerah kabupaten; atau

c. Walikota untuk dacrah kota.

Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum
daeral dari rekening kas nmum negara pada penyaluran tahap L

6. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umurm
daerah dari rekening kas umum negara pada penyaluran tahap I1.

7. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima
rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai
dengan tahap laporan.

8. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana
vang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum
negara sampai dengan tahap laporamn.

9. Diisi sesnai dengan persentase penverapan penyerapan keselurulian
Dana Insentif Daerah yvang diterima rekening kas umum daerah
terhadap jumlah keseluruhan dana yang rekening kas umum negara
sampai dengan semester laporan.

10. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari rekening kas
umum daerah melalui surat perintali pencairan dana sampai dengan
tahap laporan

11. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan
12. Pililh salah satu dan diisi sesnai dengan daerah yang bersangkutan.
13. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
14. Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

2

wi
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA OTONOMI KHUSUS

2017, No.537

LAPORAN REALISAS! PENYERAPAN DANA OTONOMI KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah
ini:
31\ (- .- T R —————
B35 USURUNROUCR—————
menyatakan baliwa saya bertanggung jawab peniih atas kebenaran Laporan Realisasi
Penyerapan Dana QOtonomi Khirsus
Tahap ... Tahun Anggaran ,,,... schagai
berikut:
Penerimnaan dari Rekening Kas Umuin
Negara
Tahap [
Tahap O
Tahap 0T
Total
Realisasi Penggunaan D
SP2D Daerah
Tahap ini
Kumulatifs.d, Tahap
ini
Sisa Dana Otonomi Khusus yang disetor Bendahara ke Rekening Kas
Unmum Daerah
Sisa. Dana Otonomi Khusus di Rekening Kas Tmum
Daerab se¢jumlah
Persentase Penyerapan Dana Otonomt

Khusus
No. Urissar Pagil Tmg? Thhi;'"ﬁ”""” Tatep it ‘Sisa Pagu
1} (2) 8) 4) 3) (6) (7).

1. | Pendidikam

2. | Kesehatan

3. | Pekerjaan Unitim

4., | Lainnya (*rincian urosan lain

sesuai dengan Ketentuan

terleait keuangan daerak)

TOTAL

Bukti-bukti realisast periggunaan Dana Otonomi Khusus yang tercantiim

dalam laperan:ini

disimpan-sesuai cengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan
pemeriksasan aparat pengawas

fungsional,

Demikian laporan ini dibuat dengan
sebenarnya.
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

LAPORAN REALISAS] PENYERAPAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

menyatakan bhaliwa saya bertanggung jawalb penuh atas kebenaran Laporan Realisasi
Penyerapan Dana Tambahan Infrastrukour
Taliun Anggaran ... sebagai

Penerimaan dari Rekening Kas Umim
Negara
Takiap |
Takiap 1T
Takap [T
Total :
Reslisasi Penggunaan Dana Tambahan mfrastriktur melalui
SPZD Daeral
Tahap ni T wr———
Kumulatf s, Tahap ol @ .
Sisa Dana Tambahan Infrastruktur vang disetor Bendahara ke Rekening Kas 1o,
Umum Daeraly
Sisa Dana Tambahan Infrastruktur di Rekening Kas Umum U asssssssssssssssansses
Dagrah s&jumlah
Persentase Penyerapan Dana Tambahian B R

Infrastruktor
Realisasi Penyerapan :
No., Urusan Pagn Tal T Tahap I Tahap M Bisa Pagn,
W ) 19) 1) &) &) 7)

1. | Pekerjaan Umum
2. | Perhubungan

3. | Lainnya {frincian urusan
lain sesnat.dengan

kete: terlcait ¥ 1
daerah)

Bukti-bukti realisasi peniggunaan Dana Tambahan Infrastruktur

yang tercantum dalam laporan ini

disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlakn untuk kelengkapan dan
Keperliian pemeriksaan aparat pengawas

fungsional.

Demikign laporan ini dibuat dengan
sebenarnya.
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKD

KABUPATEN/KOTA .
TAHUN ANGGARAN
P Kals /KB Rp s srer ot o e
PENYALURAN
i PENYALURAN PAGU TNBAP TAERE T TOTAL - DALAM
: KEDESA DESA PENYALURAN PERSENTASE
NOMOR TGL NOMOR TGL
SP2D PENYALURAN | UMLATL SP2D PENYALURAN. | TUMLAT
7 2 3 4 5 6 ¥ 8 9 10=6+9 11=3-70 12
1 | DESAA 1000 600 400 1000 0 100%
Penyaluran Pertama 01/DPPKAD 21-Mar 200 | 01/DPPKAD 31-Aug 200
Penyaluran kedua 02/ DPPKAD 2-Apr 200 | 02/DPPKAD 2-Sep 200
2 | DESA B 2000 1200 700 1900 100 95%
Penyaluran Pertama 01/DPPKAD B1-Mar 500 | 01/DPPKAD Fi-Aug 400
Penyaluran kedua 02/DPPKAD 4-Apr 700 | 02/DFPKAD 4-Sep 300
3 |DESAC
dan seterusnya.....
JUMLAH TOTAL 3000 1800 1100 2900 100 57%
(kota). (tanggal, bulan, tahun)
KEFALA DAERAH/A.N. KEPALA DAERAH
(o
- 199 -

PETUNJUK PENGISIAN

Uraian

2 Kolom 2 diisi tahapan penyaluran ke desa sebagai akibat adanya SiLPA di atas 30%, mengakibatkan adanya pengurangan
penyaluran Dana Desa Tahap |

3 Kolom 3 diisi dengan jumlal pagn Dana Desa setiap Desa
4 Kolom 4 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap |

Kolom 5 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap |

Kolom 6 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap 1 yang telah disalurkan

Kolom 8 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap |

5
6
7 Kolom 7 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap 1T
8
9

Kolom 9 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap [I yang telah disalurkan

10 Kolom 10 diisi dengan jumlah penyaluran Dana Desa Tahap 1 dan Tahap 11

11 Kolom 11 diisi dengan selisih antara pagu Dana Desa dengan total penyaluran Dana Desa

12 | Kolom 12 diisi dengan presentase total penyaluran Dana Desa
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FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISAS] PENYERAPAN DANA DESA

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

dan seterusnya...

TAHAP ............ TAHUN ANGGARAN ..........cc0.
KABUPATEN/KOTA ............
Pagu Kabupaten /Kota Rp .o
. 3 %
NO. URAIAN URAIAN oyrpyr| VOLUME | ANGOARAN | REALISASI | SALDO | wyparan | KET.
QUTPUT
OUTPUT
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 9
1. DESAA
idang Penyelenggaraan P intah
1. Kegiatemn ..
2, HEEB o vassia
Bidang Pembangunan Desa
1, Keglatan . ..o
2 dsi -
Rid E ¥ Masy
1 PRI s iR eiess i
2, Penyertaan Modal
e s e e e s
Bidang Pembi K yarak
1. Kegiatan ..
2, - £ { A
2. DESAB
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
1. Kegiatan ‘
2, dsti.can
Bidang Pembangunan Desa
8 Kegiatan . ...
-201 -
2, b i
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
3 ¢ BRRIEEAL it s msamerss it
2, Penyertaan Modal
dst...
Bidang Pembi K yarak
1. Kegiatan
2 AR i S i i
3. DESAC

JUMLAH

(daerah), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DAERAH/A.N, KEFALA DAERAH
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PETUNJUK PENGISIAN
Kolom Uraian
2 Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
3 Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan
4 Kolom 4 diisi dengan volume output
S Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6 Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
T Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
8 Kolom 8 diisi dengan prosentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output

a, Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan fota
b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:

Penyelesaian kertas kerja/kerangka acnan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran,
sehesar 30%

Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%
Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sehesar 100%

Kolom 9 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa ontput yang telah terlaksana (kuantitas).

-208 -

FORMAT TABEL REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, VOLUME OUTPUT,
SATUAN OUTPUT DAN CAPAIAN OUTPUT
BIDANG PEMBANGUNAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bidang Rineian Bidang. Kegiatan Sifat Kegatan Pen?;:?aan Uratan Ouiput sa] ma‘,“
Pembarigunan Pengadaan, pembangunan, | mmah sehat untuk | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Rumah Sehat unit
pengembangan dan [akir miskin aan/Pengem bangan Kontrak
pemeliharaan sarana
dan pr asarana lingkungan | gelokan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Selokan meter
pemukiman aan / Pengem bangan Kontrak
tempat Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Tempat Pembuangan unit
pembuangan aan / Pengembangan Kontrak Sampah
sampah
gerabak sampah Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Gerobak Sampah unit
azn / Pengembangan Kontrak
kendaraan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Kendaraan Pengangkut unit
pengangkut aan /Pengembangan Kontrak Sampah
sampah
mesin pengolah Pembangunan /Pemelihar | Swakelola/K | Mesin Pengolah Sampah unit
sampal aan/Pengembangan ontrak
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain nnit
(Sebutkan| aan/Pengembangan Kontrak (Sebutkan)
Pengadaan, pembangunan, | tambatan perahu Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Tambatan peraliu unit
pengembangan dan aan / Pengembangan Kontrak
pemeliharaan sarana Jalan Desa Pembangunan/Pemelibar | Swakelola/ Jalan Desa meter
prasarana transportasi aan / Pengem ban; Kontrak
Jalan Pemukiman Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Jalan Pemukiman meter
aan/Pengembangan Kontrak
Jembatan Desa Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ | jembatan Desa meter
aan / Pengem ban, Kontrak
gorong-gorong Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ gorong-gorong meter
aan/Pengembangan Kontrak
terminal Desa Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ terminal Desa unit
aan / Pengembangan Kontrak
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain (Sebutkan) satuan
(Sebutkan) aan/ Pengembangan Kontrak
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Bidang Rinian Bidang. Kegiatan Sifat Kegatan : S Uratan Outpur m
Pengadaan, pembangunan, | pembangkit listrik Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pembangkit listrik tenaga | watt
pengembangan dan tenaga mikrohidro aan/ Peny ban Kontrak mikroludro
pemeliharaan sarana pembangkit listrik Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K | pembangkit listrik tenaga | watt
dan prasarana energi tenaga diesel aan/Pengembangan ontrak diesel
pembangkit listrik | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pembangkit listrik tenaga | watt
tenaga matahari aan/Pengem bangan Kontrak matahari
instalasi biogas Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ instalast biogas unit
aan/ Pengembangan Kontrak
Jaringan distribusi | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Jaringan distribus) tenaga | watt
tenaga listrik aan / Pes ban Kontrak listrik
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain (Sebutkan) satuan
(Sebutkan] aan/Pengembangan Kontrak
Pengadaan, pembangunan, | jaringan internet Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Jaringan internet untuk unit
pemanfaatan dan untuk warga Desa aan/Pengembangan Kontrak warga Desa
pemeliharaan sarana website Desa Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ website Desa unit
dan prasarana informasi aan / Pengembangan Kontrak
dan komunikasi peralatan pengeras | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ peralatan pengeras suara | unit
suara (loudspeaker) | aan/Pengembangan Kontrak (loudspeaker)
telepon umum Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ telepon unium unit
aan / Pengembangan Kontrak
radio Single Side Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ radio Single Side Band nnit
Band (SSB] aan/Pengembang; Kontrak (SSB)
Lain-lain Pembangunan /Pemelihar | Swakelola/K | Lain-lain (Sebutkan) satuan
(Sebutkan) aan/ Pengembangan ontrak
Pengadaan, pembangunan, | air bersih berskala | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K | air bersih berskala Desa nnit
pengembangan dan Desa aan /Pengem bangan ontrak
pemeliharaan sanitasi lingkungan | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ sanitasi lingkungan unit
saranaprasarana aan/ Pengembangan Kontrak
kesehatam jambanisasi Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ | jamban unit
aan/ Pengem bangan Kontrak
mandi, cuct, kakus | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ manci, euci, kakus (MCK) | unit
(MCE) aan / Pengembangan Kontrak
-205 -

Bidang Rinian Bidang. Kegiatan Sifat Kegatan 5 S Uratan Outpur m
mobil/kapal motor | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ mobil/kapal motor untuk | unit
untuk ambulance aan/Pengembangan Kontrak ambulance Desa
Desa
alat bantu Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ alat bantu penyandang unit
penyandang aan [ Pengembangan Kontrak disabilitas
disabilitas
panti rehabilitasi Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ panti rehabilitasi unit
penyandang aan/Pengembangan Kontrak penyandang disabilitas
disabilitas
poliklimik/balai Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ poliklinik/balai unit
pengobatan aan / Pengembangan Kontrak pengobatan
posyandu Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ posyandu nnit

aan/Pengembangan Kontrak
penambahan ruang | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ ruang rawat inap unit
rawat inap aan / Pengembangan Kontrak poskesdes (posyandu
poskesdes apung/perahu)
(posyandu
apung/perahu)
pengadaan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K | peralatan keschatan unit
tambahan aan/ Pengembangan ontrak emergency poskesdes
peralatan
kesehatan
emergency
poskesdes
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain (Sebutkan) satuan
(Sebutkan) aan/Pengembangan Kontrak
Pengadaan, pembangunan, | taman bacaan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ taman bacaan masyarakat | unit
pengembangan dan masyarakat aan/Pengem bangan Kontrak
pemeliharaan sarana bangunan PAUD Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ bangunan PAUD unit
prasarana pendidikan dan aan/Pengembangan Kontrak
kebudayaan buku dan peralatan | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ buku dan peralatan unit
belajar PAUD aan /Pengembangan Kontrak belajar PAUD lainnya
lainnya
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Bidang Rincian Bidang. Kegiatan Sifat Kegatan : it Uratan Ouipur m“
wahana permainan | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ wahana permainan anak unit
anak di PAUD aan/ Pengem bangan Kontrak di PAUD
taman belajar Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ taman belajar keagamaan | unit
keagamaan aan/Pengem bangan Kontrak
bangunan Pembangurian/Pemelihar | Swakelola/K | bangunan perpustakaan unit
perpustakaan Desa | aan/Pengembangan ontrak Desa
buku / bahan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ buku/bahan bacaan unit
bacaan aan/Pengem bangan Kontrak
balai Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ balai pelatihan /kegiatan unit
pelatihan /kegiatan | aan/Pengembangan Kontrak belajar masyarakat
belajar masyarakat
sanggar seni Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ sanggar seni unit

aan/Pengembangan Kontrak
flm dokumenter Pembangunan/Pemelihar | Swakelala/ film dokumenter unit
aan/ Pengembangan Kontrak
peralatan kesenian | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ peralatan kesenian' unit
aan/Pengembangan Kontrak
amphitheater i Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ amphitheater di ruang unit
ruang publik pantai | aan/Pengembangan Kontrak publik pantai
fasilitas penunjang | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ fasilitas penunjang acara | unit
acara traclisi aan/Pengembangan Kontrak traclisi "sedekah laut”
“sedekah laut"
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain (Sebutkan) satuan
{Sebutkan) aan/ Pengembangan Kontrak
Pengacaan, pembangunan, | bendungan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ bendungan berskala keeil | unit
pengembangan dan berskala kecil aan/Pengembangan Kontrak
pemeliharaan sarana pembangunan atau | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K | embung dan/atau sistern | unit
prasarana produksi usaha | perbaikan embung | aan/Pengembangan ontrak pengairan
pertanian untuk dan/atau sistem
ketahanan pangan dan pengairan
-207 -

Bidang Rincian Bidang. Kegiatan Sifat Kegatan ; it Uratan Ouipur m“
usaha pertanian herskala irigasi Desa Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ irigasi Desa meter
produktif yang difokuskan aan/ Pengembangan Kontrak
pada kebijakan
sato Desa satu produk pereetakan lahan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ | lahan pertanian m?
unggulan pertanian aan/Pengem bangan Kontrak

kolam ikan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ kolam ikan m?
aan/Pengembangan | Kontrak

kapal penangkap Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ kapal penangkap ikan unit

ikan aan/Pengembangan Kontrak

tempat pendaratan | Pémbangunan/Pemelihar | Swakelola/ tempat pendaratan kapal | unit

kapal penangkap aan/ Pengem bangan Kontrak penangkap ikan

ikan

tambale garam Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ tambak garam m?
aan/ Pengembangan Kontrak

kandang ternak Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ kandang ternak unit
aan / Pengembangan Kontrak

mesin pakan ternak | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ mesin pakan ternak unit
aan/Pengembangan Kontrak

gudang Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ gudang penyimpanan unit

penyimpanan aan/Pengembangan Kontrak sarana produksi pertanian

sarana produksi (saprotan)

pertanian

(sa protan)

pusat budidaya, Peml man/Pemelibar | Swakelola/K | pusat budidaya, unit

pembenihan dan aan/Pengembangan ontrak pembenihan dan keramba

keramba: ikan ikan kerapu, konservasi

kerapu, konservasi tukik penyu dan

tukik penyu dan karang/seareef

| karang) seareel

rehabilitasi pasar Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pasar ikan unit

ikan aan/Pengembangan Kontrak

Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain (Sebutkan) satuan

(Sebutkan) aan/Pengembangan Kontrak

www.peraturan.go.id




2017, No.537

-200-

- 208 -

Bidang Rincian Bidang. Kegiatan Sifat Kegatan : it Uratan Ouipur m“
Pe daan, pembangunan, | pengeringan hasil Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pengeringan hasil unit
pemanfaatan dan pertanian seperti: aan/Pengembangan Kontrak pertanian seperti: lantai
pemeliharaan sarana dan lantai jemur gabal, Jemur gabah, jagung, kopi,
prasarana pengolahan Jagung, kapi, coklat, kopra, dan tempat
hasil pertanian unbuk coklat, kopra, dan penjemuran ikan
ketahanan pangan dan tempat penjernuran
usaha pertanian yang | ikan
difokuskan pada kebijakan | [umbung Desa Pembangunau /Pemelihar | Swakelola/ Iumbung Desa unit
satu Desa satu produk aan / Pe Kontrak
unggulan gudang pendingin Pembangunan /Pemelihar | Swakelola/ gudang pendingin (cold nnit

(cold sbotagel aan / Pengembangan Kontrak storage)
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain (Sebutkan) unif
(Sebutkan) aan/Pengembangan Kontra!
Pengadaan, pembangunan, | mesin jahit Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ mesin jahit unit
pemanfaatan dan aan/Pengembangan Kontrak
pemeliharaan sarana can peralatan bengkel Pembangunan /Pemelihar | Swakelola/ peralatan bengkel unit
prasarana jasa dan kendaraan aan [ Pengembangan Kontrak kendaraan bermotor
industri kecil yang bermotor
d:'tokuskan pada kebijakan mesin bubut untuk | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ mesin bubut untuk unit
BDelf T mebeler aan/ Pengembang Kontrak mebeler
st n::uslaah P Lainnya (Sebutkan) | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K | Lainnya (Sebutkan) satuan
aan/Pengembangan ontrak
Pengadaan, pembangunan, | pasar Desa Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pasar Desa unit
pemanfaatan dan aan/ Peny ban, Kontrak
pemeliharaan sarana dan pasar sayur Pembangunan/ Pemelihar | Swakelola/ pasar sayur unit
prasarana p an yang, aan Kontrak
difokuskari pada kebijakan | pasar hewan Pembanmna.n/ Pemelihar | Swakelola/ pasar hewan unit
satu Desa satu aarn/Pengembangan Kontrak
produk unggulan tempal pelelangan | Pembangunan/Pemelibar | Swakelola/ | tempat pelelangan kan unit
ikan aan [ Pengembangan Konlrak
loko online Pembangunan /Pemelihar | Swakelola/ toko online numfi
aan / Pengembangan Kontrak
gudang barang Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ gudang barang unit
aan/Pengembangan Kontrak
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain (Sebutkan) satuan
(Sebutkan) aan/Pengembangan Kontrak
- 209 -

Bidang Rincian Bidang. Kegiatan Sifat Kegatan ; it Uratan Ouipur m“
Pe daan, pembangunan, | pondok wisata Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pendok wisata unit
pfmanl'aafan dan aan / Pengembangan Kontrak
pemeliharaan sarana dan panggung hiburan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ panggung liburan unit
prasarana Desa Wisata aan/Pengem ban Kontrak

kios cenderamata mbangunan/Pemelibar | Swakelola/K | kios cenderamata unit
aan/Pengem ontrak
kios warung makan | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ kios warung makan unit
aan/Pengem bangan Kontr:
wahana permainan | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ i§ permai anak unit
‘anak aan / Pengembangan Kontrak
wahana permainan | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ wahana permainan unit
outbotnd aan/Pengem bangan Kontrak outbound
taman rekreasi Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ taman rekreast unit
aan/Pengembangan Kontrak
tempal penjualan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ tempat penjualan tiket unit
tiket aan/Pengembangan Kontrak
rumah penginapan | Pembangunan/Pemelihar Swakelola/ rumah penginapan unit
aan/ Pengem bangari
angkutan wisata Pembangunan/Pemelihar EEEIola/ angkutan wisata unit
aan/Pengembangan Kontrak
Pemeliharaan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Pemeliharaan Joggingpath | meter
Joggingpath aan /Pengembangan Kontrak track wisatawan
track wisatawan
tembok Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ tembole meter
laut kawasan aan/Pengembangan Kontrak lant kawasan wisata laut
wisata laut
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K | Lain-lain (Sebutkan) satuan
(Sebutkan) aan / Pengembangan ontrak
Pengadaan, pembangunan, | penggilingan padi Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ penggilingan padi unit
pemanfaatan dan aan/ Peny ban, Kontrak
pemeliharaan sarana dan peraut kelapa Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ peraut kelapa unit
prasarana Teknologi Tepat aan/Pengem Kontrak
Guna (TTG) uutuk
ety ol oy 4 el byji-bijian | Pemnbangunan/Pemelihar | Swakelola/ epung biji-bijian unit
difokuskasn pada kebijakan | PERePURE bii-bipan aan p;:lgum[;‘an il Kontrak .
;:\L:g‘ze:: Batn produl pencacah pakan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pencacah pakan ternak unit
ternak aan/Pengembangan Kontrak
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Bidang Rincian Bidang. Kegiatan Sifat Kegatan : it Uratan Ouipur m“
sangrai kopr Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ sangrai kopi unit
aan / Pengembangan Kontrak
pemotong/pengiris | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pemotong/pengiris buah unit
buah dan sayuran | aan/Pengembangan Kontrak dan sayuran
pompa air Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pompa air unit
aan/Pengembangan Kontrak
traktor mini Pembangunan/Pemelibar | Swakelola/ | traktor mini unit
aan/Pengembangan Kontrak
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain (Sebutkan) satuan
(Sebutkan) aan/Pengembangan Kontrak
Pengadaan, pembangunan, | pembuatan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K | pembuatan terasering m2
pengembangan dan teraserin; aan/Pengem ban ontrak
pemeliharaan kolam untuk mata | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ kolam untuk mata air m?
saranaprasarana untuk air aan/ Pengem bangan Kontrak
pelestarian lingkungan plesengan sungai Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ plesengan sungai m2
hidup aan / Pengem bany Kontrak
pencegahan abrasi | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pencegahan abrasi pantai | m2
pantai aan/Pengembangan Kontrak
Pengembangan Pembangunan/Pemelihar | Swakelala/ Pengembangan Cemara pohon
Cemara aan /Pengembangan Kontrak laut dan
laut dan pembibitan/ penanaman
pembibitan /penana bakau
man
bakau
sarana Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ sarana unit
prasarana aan /Pengembangan Kontrak prasarana pengelolaan
pengelolaan sampah terpadu bagi
sampah terpadu rumah tangga dan
bagi kawasan wisata
rumah tangga dan
kawasan wisata
Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain (Sebutkan) satuan
(Sebutkan) aan/Pengembangan Kontrak
-211-

Bidang Rincian Bidang. Kegiatan Sifat Kegatan ; it Uratan Ouipur m“
Pengadaan, pembangunan, | pembangunan jalan | Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/K | pembangunan jalan meter
pengembangan dan evakuasi dalam aan/ Pengem bangan ontrak evakuasi dalam bencana
pemeliharaan bencana guoung guoung berapi
saranaprasarana untuk berapi
penanggulangan bencana | pembangunan Pembangunan/Pemelibar | Swakelola/ pembangunan gedung unit
alam dan/atau kejadian gedung aan/Pengembangan Kontrak pengungsian
luarbiasa lainnya | pengungsian

pembersihan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ pembersihan lingkungan unit
lingkungan aan/ Pengembangan Kontrak perumiahan yang terkena
perumahan yang bencana alam

terkena bencana

alam

rehabilitasi dan Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ rehabilitasi dan unit
rekonstruksi aan/Pengembangan Kontrak rekonstruksi lingkungan
lingkungan perumahan yang terkena
perumahan yang bencana alam

terkena

| bencana alam

Lain-lain Pembangunan/Pemelihar | Swakelola/ Lain-lain (Sebutkan) satuan
(Sebutkan) aan/Pengembangan Kontrak

Catatan: L. Cara penulisan nomenklatur kegiatan adalah sifat kegiatan+kegiatan.

Contolr: Pembangunan jalan desa, pemeliharaan pompa air, dst

2. Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatur menu kegiatan pada peraturan menteri desa atau nama lain yang umum
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Bidang Rincian Bidang Kegiatan Cara Pengadaan Uraian Output Satuan Quipur
Pemberdayaan | Dukungan kegiatan ekonomi | Pendirian/pengembangan BUM Penyertaan Modal BUMDes unit
Masyarakat baik yang dikembangkan oleh | Desa/BUM Desa Bersama -
BUM Desa/BUM Desa Modal Awal Rupiah
Bersama Pengembangan BUM Desa/BUM Penyertaan Modal Jumlah Rupiah
Desa Bersama penyertaan modal
vang diberikan
Pengembangan usaha perdagangan Penyertaan Modal Jumlah Rupiah
yang dikelola oleh BUM Desa/BUM penyertaan modal
Desa Bersama yang diberikan
Pengembangan kerjasama Penyertaan Modal Jumlal Rupiah
perdagangan antar BUM Desa penyertaan modal
yang diberikan
Pengembangan bisnis dan pemetaan | Penyertaan Modal Jumlah Rupiah
kelayalan BUM Desa dan BUM Desa penyertaan modal
Bersama yang diberikan
Pelatihan manajemen usaha BUM Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlal peserta org
Desa/BUM Desa Bersama vang, terlatih
Pelatihan 1 perer Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
bisnis dalam pengelolaan BUM vang terlatih
Desa/BUM Desa Bersama
Pelatihan kewirausahaan Desa untuk | Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta arg
pemuda yang terlatih
Bantuan permodalan Swakelola/ Pilak Ketiga Jumlalr modal Rupial:
vang, diberikan
Meningkatkan penyertaan modal di Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah Rupiah
BUM Desa /BUM Desa Bersama penyertaan modal
yang diberikan
Workshop Business Plan Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
yang mengikuti
workshop
Investasi usaha ekonomi melalui Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah Rupial
kerjasama BUM Desa penyertaan modal
vang diberikan
Lain-lain Swakelola/ Pihak Ketiga Lain-lain satuan
{Sebutkan) (Sebutkan)
~-218 -

Bidang Rincian Bidang Kegiatan Cara Pengadaan Uraian Output Satuan Oufpur
Peningkatan kapasitas Pelatihan pertanian organik Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta Org
pelaku usaha ekonomi Desa yang terlatih
melalui pelatihan dan Pelatihan penggunaan sarana Swakelola/ Piliak Ketiga Jumlali peserta org
pemagangan prasarana produksi pertanian dan vang terlatih

usaha ekonomi lainnya
Lain-lain (Sebutkan) Swakelola/ Pihak Ketiga Lain-lain satuan
(Sebutkan)
Bantuan peningkat: Pelatihan peningkatan kualitas Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlal peserta org
kapasitas untuk program dan | musyawarah /rembug warga untuk vang terlatih
ketahanan pangan Desa menfungsikan kembali tradisi
Jumbung padi/hasil pertanian
lainnya
Pelatihan pengolahan dan p Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
hasil pertanian dan usaha ekenomi vang terlatih
lainnya
Musyawarah/rembug warga untuk Swakelola/Pihak Ketiga Terselenggaranya fric
menfungsikan kembali tradisi musyawarall /remb
lumbung padi/hasil pertanian ug warga
Pelatihan teknologi tepat guna Swakelola/Pihak Ketiga Jumlah peserta org
pengalahan dan penyimpanan bahan vang terlatih
pangan hasil pertanian
Lain-lain Swakelola/ Pihak Ketiga Lain-lain satuan
(Sebutkan) Sebutkan)
Pengorganisasian Pelatihan paralegal Desa Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlal peserta org
masyarakal, [asilitasi, vang, terlatih
bantuan ukum masyarakat - . . .
dan pelatihan paralegal di Pelatihan penyelesaian mediasi Swakelola/ Pilak Ketiga Jumlah peserta org
Desa sengketa hukum berkaitan vang terlatih
pengelolaan aset Desa serta
penyimpangan penggunaan
keuangan dan aset Desa
Lain-lain Swakelola/ Pihak Ketiga Lain-lain satuan
(Sebutkan) [Sebutkan)
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Bidang Rincian Bidang Kegiatan Cara Pengadaan Uraian Output Satuan Quipur
Sosialisasi dan edukasi Sosialisasi ancaman penyakit di Desa | Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta Org
kesehatan yang mengikuti

sosialisasi
Edukasi gerakan hidup bersih dan Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlal peserta org
sehat di Desa vang teredukasi
Lain-lain Swakelola/ Pihak Ketiga Lain-lain satuan
{Sebutkan) (Sebutkan)
Peningkatan in Pelatihan pengolahan bahan pangan | Swakelola/ Pilak Ketiga Jumlalr peserta org
ekonomi Desa melalui vang, terlatih
pengadaan, | bangan
atau bantuan alatalat Pemb kan pos pelayanan Swakelola/ Piliak Ketiga Dibentuknya pos unit
produksi, permodalan, teknologi perDesaan untuk pelayanan
pemasaran dan peningkatan | Penerapan teknologi tepat guna teknologi
kapasitas melalui pelatilan pengolahan hasil pertanian tanaman
dan pemagangan pangan
Pengadaan induk sapi dan Swakelola/ Pihak Ketiga Tersedianya induk unit
inseminasi buatan yang dikelola oleh sapi dan
gabungan kelompok tan insemmasi buatan
Pameran hasil produksi pengelolahan | Swakelola/ Pihak Ketiga Terselenggaranya fric
tanaman pangan pameran
Pelatihan e-markerting dan Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserte fric
pembuatan website untuk yang terlatih
pemasaran hasil produksi pertanian
Pelatihan benih kerapu, tukik dan Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta frk
budidaya cemara laut dan bakau vang terlatih
Pelatihan kerajinan tangan berbahan | Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta frk
baku limbah laut (kerang, kayu, yang terlatih
bakan, dan cemara laut)
~-218 -

Bidang Rincian Bidang Kegiatan Cara Pengadaan Uraian Output Satuan Oufpur
Pelatihan kuliner dan pengembangan | Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta Org
makanan lokal sebagal komoclitas yang terlatih
strategi ekonomi-wisata
Pelatihan membuat barang-barang Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
kerajinan berbahan baku lokal (sabut vang terlatih
kelapa, tempurnung kelapa,
topeng/ukiran kayu, anyarnan
bambu/daun, dll)

Pelatihan tentang hak-hak Swakelola/ Piliak Ketiga Jumlali peserta org
perburuban kerjasama desa dengan vang terlatih
perusahaan
Bazar produk kerajinan Swakelola/ Piliak Ketiga Terselenggaranya fric
tangan/produk industri rumah bazar
tangga
Lain-lain Swakelola/ Pihak Ketiga Lain-lain satuan
(Sebutkan) (Sebutkan)
Promosi dan ediukasi Sosialisasi dampak negatif pupuk Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
kesehatan masyrakat serta kamia terhadap kesehatan manusia yvang mengikuti
gerakan hidup bersih dan sosialisas
sehat Festival makanan olahan hasil laut Swakelola/ Pilhak Ketiga Terselenggaranya frk
festival
Lomba melukis/menulis keindahan Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta org
alam dan hidup bersih dan sehat vang mengikuti
"anak pantai” lemba
Lain-lain ‘Swakelola/ Pihak Ketiga Lain-lain satuan
(Sebutkan) (Sebutkan)
Peningkatan kapasitas Pelatihan pemanfaatan limbah Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta arg
kelompok masyrakat untuk organik rumah tangga dan pertanian yang terlatih
energi terbarukan dan serta limbah peternakan untuk
pelestarian lingkungan hidup | energi biogas
Percontohan instalasi dan Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah unit
pusat/ruang belajar teknologi tepat percontohan
guna instalasi yang
tersedia
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Bidang Rincian Bidang Kegiatan Cara Pengadaan Uraian Output Satuan Oufpur
Pelatihan pengelolaan tanaman Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlah peserta Org
sekitar hutan untuk konservasi dan yang terlatih
tambahan pendapatan
Pembibitan tanaman produkti{ Swakelola/ Pihak Ketiga Tersedianya bibit unit
sekitar hutan dan instalasi tanaman produlktif
percontchan
Lain-lain Swakelola/ Pihak Ketiga Lain-lain satuan
Sebutkan) (Sebutkan)

Dukungan terhadap kegiatan | Pelatihan pengolahan hasil laut dan | Swakelola/ Pihak Ketiga Jumlal peserta org
pengelolaan pantai untuk pantai untuk petani budidaya dan yang terlatil
kepentingan Desa nelayan tangkap
Membentuk/memperbaharui Swakelola/ Pihak Ketiga Terbentuknya unit
kelembagaan lokal untuk menjaga kelembagaan lokal
kelestarian pantai dan laut termasuk pengelolaan pantai
bakau, terumbu karang dan wilayah
tangkap dan pelestarian lingkungan
laut,
Lain-lain (Sebutkan) Swakelola/ Pihak Ketiga Lain-lain satuan
{Sebutkan)
Catatan: Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatur menu kegiatan pada peraturan menteri desa atau nama lain yang umum
-217 -
FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
LAPORAN REALISAS! PENYERAPAN DANA DESA
Pagu Desa Rp.
URAIAN VOLUME CARA ANGGARAN REALISASI SIsA % CAPAIAN
BOmaR FRAIAN OUTPUT | OUTPUT | PENGADAAN ouTPUT X2,
Rp: Rp. Rp.
7 2 F] 4 5 [ 7 §=6-7 9 10
T PENDAPATAN
12 ‘Pendapatan Transfer
121 Dana Desa
- TAHAP PERTAMA
- TAHAP KEDUA
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA BANTUAN KE DESA A
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
dat
'“."‘ Pembangunan Desa
dst
2.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2:3.1 Kegi
2,32 dst
2.4 Bidang Pembinsan Kemasyarakatan
241 i
2.42 dst
2.5 Bidang Tak Terduga
2,51 i
2,52 dst
JUMLAH BELANJA
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3 PEMBIAYAAN

3.1 Pengeluaran Pembiayaan
312 Penyertaan Modal Desa

- Modal Awal

Pengembangan Usaha

st

JUMLAH PEMBIAYAAN

JUMLAH

(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN) ke

Disetujini oleh,
(desa), (tanggal, Inilan, tahim)
BENDAHARA DESA ....... KEPALA DESA ..
(. 0 o) ( )
-219 -
PETUNJUK PENGISIAN

No. Uraian
1 Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2 Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanga dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3 Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4 Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satnan output. Misal: 500 meter
S Kolom S diisi dengan cara pengadaan.Misal: swakelola
6 Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7 Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8 Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9 Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:

1

a. Kegiatan pembangunan/p liharaan/ penge
foto
b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
- Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acnan kerja yang memuat latar belakang, tujnan, lokasi, rarget/sasaran, dan anggaran,
sebesar 30%,
- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% dan
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%

fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan

10 | Kolom 10 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).
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FORMAT LEMBAR KONFIRMAS]I TRANSFER KE DAERAH
DAN DANA DESA

Telah Ferms dari
MIEIELL RPN S5)0ne
TerbylEi

Uil Repss|ua

Dengan Fimean

Jarelat

ers] Bt heratraraa Sshalty Kuass Bendahara o ife

LEMBAR KONFIRMASI DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Panyalus, Nngeeran Transisr lis Daspal

Tsuian
Liasrah: FroviPab.{ota

1zn Dens Diesa TA

JBIE SNGCATAN TRAVSTER KT DATPeH VML Y 1T POTiVEsAN TLUNHAE BT [ITERLd, TAU =54
| FENTALIRAN TRANSTER MELALTT KIEN.
[FREANEMER DBIPAIAK
TUBE P Trasal 21 T T e &1
TEBHEEh WESEDIT L T il = il
TIHE O DA moiks TAhag [ e P
Trimalan By T i
& e A FoE Migas . | owiilan L] e 1
TIEH FEH Fatiss e, Thenian) [T 8 Tep
EEIR Euhan | TZnas By 11w lan L L3 i
T e il
TV PRAL RGO H HLE FF T T
TEH Sl Hasl Tembalz, Timvalan i i3 i
[TEANENER DI E0N
PERTAME ANGAN 1TMDM |
TIBH Perambangan | loawn - 11e Trrowli A [T &3 fep
TIER e TamEAn gaT] LTy — Royaliyy 1 mvaran i i3 i
[PIRYAT |
TIBH Mingsk 15% Trwdlzn T 1 st
TR Nk 0150 [T e T i iz}
DARES angka IIels ThwlilEn = G Eo
o as 3% Terwllizn o & Eo
— DEH] sas 1, 5 Wil S Y [ By
= Cratam andka J1siss Trrwulen v T B
Blumi by i}
WEUTITANAN |
— DEF PR Tk &1 N L)
= DEH 1I0EPE Trowidlan Ry T )
=0BH TE  Trhwgllar Py B Ry
PERIEANAN |
— UEH Hartiarmall THsulst Fo 3 Ep
R ANEER DAL
Tiana AlnRaEs) | Ims siEn Fu 153 =
MEANSEER DAk
Tuzns sdneas) dhsus vakss Fu 23 =
f QRENCME
Darve S F6O) 4 ] Ry
| T ANETER BANA FENTTEIAIAN
Tana Tambahan renghasiian Hag) ioaru FNEL 2% T Ro
Tih syargar Pr e 0 PIST o 5 o
- % B B W
o T )
Py G By
e Fe Rr
JOWLAH T OTAL PENIRIMAAN TRANSFER
s tersslil (elaly Sitsrine gade P sy ssboagal rerik]
]
a1 yang diruniue
MATEPA,
RRSHY
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FORMAT LEMBAR REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH
DAN DANA DESA

LEMBAR RERKAPITULASI DANA TRANSFER EE DAERAH DAN DANA DESA

Telals Tedma dari Diaskiur Jouderal Peirhsudahayaan Sslaku Knasa Bandahaea Umum Nega
Melaluy EFFN sayuwmlsl Ep.
Terhilang,
Durtule Reperhvan Benvahiran Anggaran Transter ke Raeralydan Dans Gesa TA .
Bulan o oew

Daeral Prov/Kab /Kota .
Dengsm Rinoian

FENIS ANCUZARAN TRANS PER ICR IAREAL JUVILES FRANEFER"|,  FITISIAD TRANERES| | | DITERMA FAILCSRLe|
L TEWTALTRAR TRANSTER MELALIT &0 I
I
i3 i
T o
] o
E\ i
7 "y
g BB Panas Bumt & [ o
Buaye Pamuigl! 2d PER Pesiis BURH R P
PER Begmn [mov /kata i) Foi
Euayd PEHn gL gr) TFEE Bsgist ptesl Clzgl s ) o
TRAT ETER nEll CoRAl I
LIBH Ciies) Hasi) Tamimaieal e | &
iR ot snA I
|PERTAM BANGAN UMUM |
2 e tmumibengsn | iomum - leean Tatp i Fn
Byt bty g At Tl — Rl o o
Wiuystie | 5% R
1 Myl 5% i 53
T =]
T &
] &
b5 2]
T P
5 6
i i i)
LB O 3 =3
PERDXANAN -
P ferilmnan & i
TR SFER DAY |
et alpleast Mo T =]
| TRAT TR DAK I
3 Alalezs| IFhusng i i
|
Coaris DEUS Provyiie T o
AN TR DANA FRRYESORI I
Eana Tambahan Fenghasilan Bagi Suwn HNSE i [
T g Prlas i PISD T Ry
o bz CpeiEsional SekdlEh it Fn
Dan Tiaarah (D] T &
Tizna Provek bem=rint sl Desral) Jan Fes-nlal % [
5 i
_ D=ne dse= B Ry

Disnafzesebut teldh ditedua pad 2 Rekeaing Kas Dacreh sebagat herilou!

Womofr Rekemg
Mama Relkemng
Nama Bank

Kepala Daesel ..« .. o/ Pejalat vacg ditnojolc
dengsa SL Bupati

HATERAL
REho00

1R t=pmngan

il It Ly il ¢ dapusie, fod a v Pt ARk vy Al Splae lals | Lal Uy avggaraT,
- Riviillar Teasiplet LI3] seliesat IUniisl | renefer yac diker b ool L drenseles|
v Tieersma Ta w1 peruATALean FENZER AN AT QRS UnEISSH AP 1T ANSAKSY 385 UM ASHZa1 1S IS T 18 RNy
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FORMAT LAPORAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERSUMBER
DARI TRANSFER KE DAERAH YANG PENGGUNAANNYA BERSIFAT UMUM

LAPORAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH
YANG BERSUMBER DARI TRANSFER KE DAERAH YANG PENGGUNAANNYA
BERSIFAT UMUM PROVINSI/KAB/KOTA... ()
TAHUN ANGGARAN ... 12)

Yang bertanda tangan di bawah ini ... ® menyatakan bhahwa saya bertanggung
jawab penuh atas kebenaran Laporan Belanja Infrastruktur Daerali yang
bersumber dar Transfer ke Daerah yang penggunaanmnya bersifat umum, dengan
rincian sebagai berikut:

Penerimaan dari:

DAU ‘ P Rpac.. @
DBH Yang Penggunaannya Bersifat Umum ‘Rp..... 0
Jumlah P Rp oo 0
Dikurangi: DAU dan DBH untuk ADD CRp ... @
Jumlah penerimaan : Rp..... )
Jenis Belanja Infrastruktur Yang Jumlah
No Bersumber Dari Transfer ke
' Daerah yang penggunaaniuya Pagu APBD/Po)
bersifat umuam ®

1

2

3

4 | Dst...

Jumlahty

Persentase Belanja Infrastruktur
Terhadap Transfer ke Daerah yang
penggunaannya bersifat umum setelah
dikurangi ADDU2)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

tempat, tanggal ... 03l
Kepala Daerah... ... (4)

(tanda tangan asli dan stempel basal)(3)

Namatte)
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PETUNJUK PENGISIAN

NGO, URAIAN

1. Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan

2, Diisi sesnail dengan taliun anggaran belanja mfrastruktur yang dilaporkan

3. Diisi sesuai dengan kepala daerah yang bersangkutan

4. Diisi dengan alokasi penerimaan DAU

5. Diisi dengan alokasi penerimaan DBH yang penggunaannya bersifat
nmunt

6. Diisi dengan penjumlahan dari alokasi penerimasn DAU dan alokasi
penerimaan DBH yang penggunaannya bersifat umum (6) = (4) + (5)

%. Diisi dengan alokasi DAU dan DBH yang digunakan tuntiik Alokasi Dana
Desa (ADD)

8. Diisi dengan penjumlahan dari alokasi penerimaan DAU dan alokasi
penerimaan DBH yang penggunaannya bersifat nmum dikurangi alokasi
DAU dan DBH yang dignnakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) (8) = (6) —
(7)

9, Kolom diisi dengan jenis belanja infrastruktar yang bersumber dari dana
transfer umum

10. | Kolom diisi dengan jumlah pagu masing-masing jenis belanja infrastruktur
yang bersumber dari dana transfer umum

11. | Diisi dengan jumlah keselurtuhan jenis belanja infrastruktur

12. | Baris diisi sesuai dengan persentase belanja infrastruktur terhadap dana
transfer nmum setelah dikurangi ADD (yang bersumber dari DAU dan
DBH) (12) = (11) « (8)

13. | Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan

14. | Diisi sesuai dengan kepala daerah yang bersangkntan

15. | Ditandatangani dan di cap basah oleh kepala daerah bersangkutan

16. Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan
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FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN SISA DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

YANG SUDAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

LAPORAN PEMANFAATAN SISA DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

YANG SUDAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Provinsi/ Kabupaten/ Kota: ...
Pemaufaatan Penganggaran Kembali dalam APBD
No. Jenis Dana Jumlah Sisa (R Sisa (R 7
= sa (kY | egatan | Nilai(Rp) Re) TA Berikutnya (Rp)
(1) (2) 3) A ©) (6) = (3) - (5) (7) = (5)
i, 1.
2. .
3. 3.
... dst. .. dst.
Total
Tempat ..., tanggal ...
Gubernur/ Bupati/ Walikota ...

(tanda tangan + stempel basah)

Nama

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SRI MULYANI INDRAWATI
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